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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua 

limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan 

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 dapat selesai 

dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 

Tahun 2018. 

Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang tertuang dalam 

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Reviu Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 disusun 

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. Atas dasar Peraturan tersebut, Laporan Kinerja diukur 

berdasarkan indikator sasaran strategis dan target kinerja yang sudah 

ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten Lumajang Tahun 

2018 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Reviu RPJMD Tahun 

pertama dan RKPD Tahun 2018 yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian 

Kinerja Tahun 2018. 

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 disusun berdasarkan Daftar Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Tahun 2018 dengan mempertimbangkan prioritas program/ 

kegiatan untuk mewujudkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai 

dengan Keputusan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 

188.45/290/427.12/2017 yang ditetapkan sebanyak 30 sasaran strategis 

dengan 42 indikator.  

Selanjutnya untuk beberapa target kinerja yang belum dapat dicapai, 

Pemerintah Kabupaten Lumajang dan jajarannya akan bekerja sekuat tenaga 

untuk mencapainya ditahun-tahun mendatang. Semoga Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1. LATAR BELAKANG 
 

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat 

bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam 

mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, oleh karena itu diperlukan 

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, 

jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, 

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan 

negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang 

menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan 

negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau 

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. 

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan 

kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.  

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang 

demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Penilaian dan 
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pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana ditetapkan dalam 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk itu pelaksanaan otonomi daerah 

perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen 

masyarakat termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui 

penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan 

kinerja tahunan Pemerintah yang berisi pertanggungjawaban  kinerja  

dalam  mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian 

Kinerja dengan fokus pada capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama 

(IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja ini, 

seluruh Instansi Pemerintah harus mempertanggungjawabkan keberhasilan 

dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah direncanakan 

dan ditetapkan dalam rencana strategis daerah. 

 

1.2. DASAR HUKUM 
 

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018 adalah  : 

a. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

b. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

c. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

d. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN); 
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e. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

f. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

g. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah; 

j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

k. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

l. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi; 

m. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja 

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

o. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

p. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi 

atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

q. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah; 

r. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Reviu Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2015-2019; 

s. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan 

APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018; 
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t. Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/290/427.12/2017 tentang 

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten 

Lumajang dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Lumajang.  

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten 

Lumajang Tahun 2018 ini merupakan bentuk wujud pertanggungjawaban 

pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018 

kepada seluruh stakeholders.  

Adapun tujuannya adalah : 

a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran dan 

pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang selama Tahun 

Anggaran 2018;  

b. Sebagai bahan evaluasi terhadap capaian kinerja Pemerintah 

Kabupaten Lumajang pada tahun 2018, untuk kemudian diharapkan 

dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja 

Pemerintah Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang;  

c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Pemerintah Kabupaten 

Lumajang sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan 

yang baik dan akuntabel. 

 

1.4. GAMBARAN UMUM DAERAH 

1.4.1. Geografis dan Potensi Alam 

Kabupaten Lumajang terletak antara 112o 53’-113o23’ Bujur Timur 

dan 7o54’ – 8o23’ Lintang Selatan.Luas wilayah Kabupaten Lumajang 

mencapai 1.790,90 Km2 atau 3,74% dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur. 

Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 kecamatan dengan batas-batas daerah 

administratif pemerintahan meliputi: 

• Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo;  

• Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jember; 

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia; 
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• Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malang. 

Kabupaten Lumajang memiliki ketinggian daerah bervariasi antara 0 

sampai dengan di atas 2.000 m di atas permukaan laut, dengan daerah 

terluas adalah ketinggian 100 - 500 m dari pemukaan laut (dpl) seluas 

63.109,15 Ha (35,24%) dan yang tersempit dengan ketinggian > 2.000 m 

dari permukaan laut yaitu 6.889,4 Ha atau 3,85% dari luas wilayah 

Kabupaten Lumajang. kondisi tanah daerah terdiri dari dataran yang subur 

karena diapit oleh 3 gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676 m), 

Gunung Bromo (3.292 m) dan Gunung Lemongan.  

Karakteristik tersebut di atas menunjukkan bahwa Kabupaten 

Lumajang memiliki karakter wilayah relatif cukup beragam. Dengan karakter 

wilayah cukup beragam maka wilayah Kabupatan Lumajang ditandai oleh 

wilayah pertanian, perkebunan, wilayah hutan, perikanan dan sebagainya. 

Berbagai jenis karakter wilayah tersebut pada gilirannya menghasilkan 

berbagai jenis produk baik di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hasil 

hutan, dan sebagainya. Selain itu dengan potensi dan kondisi wilayah yang 

ada maka ke depan beberapa wilayah perlu memperoleh perhatian untuk 

dikembangkan agar produk yang dihasilkan oleh wilayah bersangkutan dapat 

dicapai secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 

Kabupaten Lumajang memiliki potensi diantaranya sektor pertanian 

dengan komoditas andalan padi (Kabupaten Lumajang merupakan salah satu 

lumbung pangan/padi di Provinsi Jawa Timur, produk buah-buahan segar 

seperti pisang agung dan pisang mas kirana. Pada sektor peternakan ada 

kambing PE dan susu segar, pada sektor perindustrian dan perdagangan ada 

kerajinan perak, dan pada sektor kehutanan ada produk kayu olahan yang 

masih menjadi andalan di sektor ini. Sedangkan untuk perikanan juga 

potensial untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sektor lain yang 

juga sangat potensial adalah sektor pariwisata1. 

 

1.4.2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

 

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Lumajang dalam periode 3 

                                                 
1 www.lumajangkab.go.id 
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tahun terakhir (2016 – 2018) adalah Pembangunan Ketenagakerjaan 

mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan, tidak hanya keterkaitan 

kepentingan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa 

kerja tetapi jika berkaitan dengan upaya perluasan kesempatan kerja, 

kondisi ketenagakerjaan tersebut mempengaruhi fluktuasi jumlah tingkat 

penganggur terbuka  tiga tahun terakhir, pada waktu tahun 2016 tingkat 

penganggur terbuka sebesar 2,75% kemudian naik pada tahun 2017 

menjadi sebesar 2,91%, namun pada tahun 2018 turun menjadi 2,55%. 

Grafik : 1.1 
Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

 

 
Sumber :  Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang 

 

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup minimal pekerja 

maka dilakukan perbaikan upah kerja dengan menaikan Upah Minimum 

Kabupaten (UMK). Tahun 2017 Upah Minimum Kabupaten Lumajang (UMK) 

sebesar Rp. 1.555.552,00 mengalami kenaikan sebesar 8,01% pada tahun 

2018 menjadi Rp. 1.691.041,00. dan Upah Minimum Kabupaten Lumajang 

(UMK) Tahun 2019 naik sebesar 7,43% menjadi Rp. 1.826.831,00. 

Dalam hal pengurangan jumlah penganggur upaya yang dilakukan 

adalah melalui Program Penempatan Tenaga Kerja dengan capaian hasil 

penempatan pencari kerja terdaftar sebagai berikut : 
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Tabel :1.1 
Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2016-2018 

 

No. Uraian Tahun 

2016 2017 2018 

1 AKL (Antar Kerja Lokal) 336 788 893 

2 AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) - - - 

3 AKAN (Antar Kerja Antar Negara) 405 186 292 

Jumlah 741 974 1.185 
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang 

 

Selanjutnya capaian urusan ketenagakerjaan dapat dijelaskan melalui 

indakator sebagaimana tabel berikut : 

Tabel :1.2 
Capaian indikator makro urusan ketenagakerjaan 

 

No Uraian 
Tahun 

Ket 
2017 2018 

1 Penduduk Usia Kerja ≥ 15 Th (Jiwa) 808.313 813.392  

2 Angkatan Kerja ≥ 15 Th (Orang) 515.516 553.923  

3 TPAK(%) 63,78 68,10  

4 PDRB Harga Berlaku (Ribu Rp) - -  

5 Penduduk Yang Bekerja (Orang) 500.530 539.800  

6 Penganggur Terbuka (Orang) 14.986 14.123  

7 Tingkat Penganggur Terbuka (%) 2,91 2,55  

8 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar (AK1) 4848 3054  

9 Jumlah Pencari Kerja di tempatkan (AKL) 788 893  

10 Jumlah Pencari Kerja di tempatkan (AKAD) - -  

11 Jumlah Pencari Kerja ditempatkan (AKAN) 186 292  

12 Rata-rata Upah Minimum Kota (UMK) 1.555.552 1.691.041  

13 Jumlah Tenaga Kerja yang yang dilatih 200 140  

14 Jumlah Tenaga Kerja yang diterima melalui 
Bursa Kerja/Job Market Fair (JMF) 

230 126 
 

15 Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 
(HI) 

5 7 
 

16 Jumlah Tenaga Kerja terlibat PHI 5 9  

17 PHK (Kasus) 3 4  

18 Jumlah Tenaga Kerja Terlibat PHK 3 4  

19 Prosentase Capaian UMK terhadap KHM 95,41 97,01  

20 Penempatan Tenaga Kerja 863 300 
TTG 
& 
WUB 

21 Penyerapan Tenaga Kerja  764 1.152 
Padat 
Karya 

22 Jumlah SP/SB 58 64  
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No Uraian 
Tahun 

Ket 
2017 2018 

23 Jumlah Produk Perjanjian Perusahaan (PP) 9 12  

24 Jumlah Produk Perjanjian Kerja Bersama (PKB)  1 3  

25 Jumlah Perusahaan terdaftar 670 895  

26 Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan 17.862 28.422  

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang 

 

1.4.3. Perekonomian Daerah 

Salah satu indikator ekonomi yang penting untuk menggambarkan 

kemakmuran masyarakat secara makro adalah bila dilihat perkapita setiap 

penduduk, semakin tinggi nilai pendapatan perkapita, maka makin tinggi 

tingkat kesejahteraan di suatu wilayah yang bersangkutan. Pendapatan 

perkapita penduduk Kabupaten Lumajang terus mengalami peningkatan 

yang signifikan selama periode 2015 -2018.  

 
Tabel 1.3. 

PDRB dan Pendapatan Perkapita 
Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2018 

2.  

Keterangan  Tahun 2015 
Tahun 
2016*) 

Tahun 
2017**) 

Tahun 
2018***) 

 ADHB (Rp. Juta)  24.417.114 26.652.841 28.703.889 31.101.085 

 ADHK (Rp. Juta)  18.676.946 19.555.167 20.542.930 21.575.037 

 Penduduk 
(pertengahan 
tahun) 

1.030.193 1.033.698 1.036.823 1.039.794 

 Perkapita ADHB  23.701.495 25.783.973 27.684.464 29.910.814 

 Perkapita ADHK  18.129.560 18.917.679 19.813.343 20.749.338 
Keterangan : *) Angka Sementara         Sumber: BPS Kabupaten Lumajang 2018 

        **) Angka Sangat Sementara 
      ***) Angka Estimasi 

 

Nilai PDRB terakhir pada Tahun 2018 untuk ADHB (Atas Dasar Harga 

Berlaku) sebesar 31,10 triliun meningkat dari tahun sebelumnya 2017, yaitu 

sebesar 3 triliun. Demikian juga untuk PDRB ADHK (Atas Dasar Harga 

Konstan) mencapai nilai sebesar 21,57 triliun dan meningkat sebesar 1,05% 

jika dibandingkan tahun sebelumnnya.  

Capaian kinerja dari sisi tingkat Pendapatan perkapita penduduk, 

berdasarkan PDRB ADHB di Kabupaten Lumajang pada tahun 2015 

mencapai Rp. 23.701.495 dan terus meningkat pada tahun-tahun 
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berikutnya sehingga menjadi Rp 29.910.814 pada tahun 2018. Sedangkan, 

dengan menggunakan PDRB ADHK tingkat pendapatan perkapita penduduk 

tahun 2015 sebesar Rp. 18.129.560 dan terus meningkat dari tahun ke 

tahun sampai dengan tahun 2018 sebesar 1,05 %. Kenaikan ini 

menunjukkan adanya kenaikan pendapatan. 

 

1.5. REFORMASI BIROKRASI DAN INOVASI PELAYANAN 
 

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang 

mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 

2015 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 

Pemerintah Daerah. Kedua peraturan tersebut mewajibkan Pemerintah 

Daerah untuk menyusun dan mengesahkan dokumen Road Map yang 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 

2015-2019. Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut, Pemerintah 

Kabupaten Lumajang menetapkan 8 (delapan) area prioritas perubahan. 

Adapun 8 (delapan) area perubahan tersebut beserta progress kemajuan 

sampai dengan tahun 2018 yaitu : 

1. Penataan dan Penguatan Organisasi 

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah Pasal 43 disebutkan bahwa terdapat Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/kota di bidang kesehatan 

berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten/kota dan Pusat Kesehatan 

Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit 

layanan yang bekerja secara professional, maka pada tahun 2018 

Pemkab. Lumajang telah meng-UPT kan 2 (dua) RSUD yaitu RSUD 

Haryoto dan RSUD Pasirian. Selain itu juga ada 2 (dua) UPT dari Dinkes, 

4 (empat) UPT dari Dinas Pertanian dan 1 (satu) UPT dari DPU-TR. 

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 

Publikasi informasi produk hukum kepada masyarakat tentang 

perundang-undangan sudah dapat di akses di web 
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jdih.lumajangkab.go.id. Produk hukum di web tersebut sebanyak 346 

peraturan bisa diakses mulai tahun 2014 s.d 2018 mulai dari Peraturan 

Daerah sampai dengan Keputusan Bupati Lumajang. 

3. Penataan Tata Laksana 

OPD yang mempunyai layanan perijinan sampai dengan Tahun 2018 

sudah mulai menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur). 

Penyusunan SOP dilakukan dengan tujuan agar masyarakat paham 

mengenai waktu pelayanan, biaya maupun syarat-syarat pemberian 

layanan perijinan. Adapun untuk memudahkan penyusunan SOP telah 

disusun pula Perbup Nomor 29 tahun 2018 tentang Pedoman 

Penyusunan SOP-AP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang 

4. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 

Mulai awal tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah mulai 

menerapkan aplikasi SIMAK. SIMAK itu sendiri merupakan singkatan  

dari Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian yang 

dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. 

SIMAK tersebut dapat diakses oleh masing-masing PNS dimanapun dan 

kapanpun, karena sudah berbasis web, sehingga masing-masing PNS 

bisa melakukan update data dan mengunggah dokumen digital secara 

mandiri. 

Pada awal nopember 2018 Pemkab. Lumajang mulai menerapkan 

aplikasi SiPerlu (Sistem Informasi Presensi Lumajang). SiPERLU (Sistem 

merupakan bagian dari aplikasi SiMAK yang dikhususkan pada 

penanganan administrasi presensi ASN di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Lumajang. Dengan menggunakan SiPERLU, presensi ASN 

akan terekam secara online dan sistematis menggunakan perangkat 

android yang dimiliki masing-masing ASN sebagai medianya. SiPERLU 

bekerja berdasarkan waktu dan lokasi kerja masing-masing ASN. 

5. Penguatan Pengawasan 

Tahun 2018 opini BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) Pemkab. Lumajang mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan 

Pengecualian). Opini Kab. Lumajang turun dari tahun sebelumnya 

dimana pada tahun 2017 opini BPK atas LKPD Pemkab. Lumajang 
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mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Dari 17 Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang mendapat opini WDP adalah 

Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Sampang, sedangkan untuk 15 

Kab./Kota lainnya mendapat opini WTP2. 

6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

Pada tahun 2017 nilai SAKIP Kab. Lumajang 60,55 dengan predikat B 

dan mengalami kenaikan nilai pada tahun 2018 yaitu 62,74 tetap 

dengan predikat B. Guna mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah yang baik dan terpercaya, maka Pemerintah Kab. 

Lumajang selama tahun 2018 telah menetapkan kebijakan untuk 

penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif 

yaitu dengan menyusun Perbup No. 5 tahun 2018 tentang Pedoman 

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perbup No. 6 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. 

7. Peningkatan Kualitas Layanan Publik 

Jenis pelayanan yang terintegrasi sampai dengan tahun 2018 sudah 

tersosialisasikan dengan baik meliputi pelayanan yang ada di DPM-PTSP 

dan pelayanan PATEN yang ada di Kecamatan. Sedangkan untuk 

informasi maklumat pelayanan pada tahun 2018 telah diarahkan untuk 

disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan sudah dilaksanakan 

oleh sebagian besar OPD yang menyelenggarakan pelayanan publik. 

Adapun untuk inovasi pelayanan publik mengalami peningkatan ditandai 

pada tahun 2018 ada satu inovasi dari Kab. Lumajang yaitu Blood_jek si 

pengawal nyawa yang masuk dalam TOP 40 Sinovik dan 2 (dua) inovasi 

yaitu Blood_jek si pengawal nyawa dan Gebrakan Pagi Berseri masuk 

dalam TOP 99. 

8. Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur. 

Pola Pikir Aparatur Pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap 

kedisiplinan sudah meningkat dan orientasi pelayanan publik juga sudah 

mulai baik, adapun OPD yang mempunyai pelayanan juga sudah 

menyusun SOP. 

 

                                                 
2 http://surabaya.bpk.go.id/?p=21672 
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Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari 

instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan 

publik. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (novelty). Prinsip 

kebaruan tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi yang 

merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang lain. Kebaruan boleh 

merupakan pengembangan dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, 

karena inovasi pelayanan publik terus diperbaharui dan bahkan ditiru 

dengan cara melakukan replikasi. Dengan bahasa populer replikasi inovasi 

pelayanan publik dilakukan dengan proses yang mudah yaitu Amati, Tiru, 

dan Modifikasi atau disingkat dengan ATM. Program pemerintah dalam 

meningkatkan inovasi pelayanan publik sudah dimulai sejak tahun 2013 

lalu. Adapun Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Lumajang yaitu : 

1. Tahun 2015 mempunyai inovasi “GERAKAN SUSI (Suami Siaga) yang 

masuk dalam TOP 25 Inovasi Pelayanan Publik. Gerakan SUSI 

merupakan cara cerdas menekan lajunya Angka Kematian Ibu (AKI) dan 

Angka Kematian Bayi (AKB). Gerakan ini diinisiasi oleh Dinas Kesehatan 

dan Puskesmas Gucialit. 

2. Tahun 2017 dengan Inovasi  

• “Blood_jek si Pengawal Nyawa” masuk sebagai TOP 40 Tingkat 

Nasional Inovasi Pelayanan Publik. Inovasi tersebut merupakan 

layanan antar darah gratis oleh petugas UDD PMI Cabang 

Lumajang, dimana sebelumnya mengandalkan keluarga pasien 

yang datang secara langsung ke Unit Donor Darah (UDD) PMI 

Cabang Lumajang, sehingga saat kantong darah sampai di rumah 

sakit, kualitas darah rawan mengalami penurunan baik karena 

perlakuan produk darah maupun karena keluarga pasien tidak 

paham akan ketepatan waktu dalam menyampaikan produk darah 

yang diambil kepada petugas rumah sakit. Inovasi tersebut 

diinisiasi oleh Dinas Kesehatan dan UTD PMI. 

• ”Gebrakan Pagi Berseri” masuk sebagai TOP 99 Tingkat Nasional 

Inovasi Pelayanan Publik. Pagi Berseri adalah kependekan dari 

Pagelaran Aksi Bersama Sekolah Sehat Asri. Gerakan ini sebagai 

upaya perbaikan citra positif pendidikan anak Indonesia “zaman 

http://jogja.tribunnews.com/tag/pelayanan-publik
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now” dan menghilangkan efek kecanduan game. Mereka dididik 

untuk lebih aktif berinteraksi dengan teman melalui bermain di 

alam terbuka. Gerakan ini diinisiasi oleh Puskesmas Randuagung 

dan Dinas Kesehatan Pemkab Lumajang.  

3. Tahun 2018 dengan Inovasi : 

• “Puji Bergas (Pulih Jiwa Bersama Keluarga dan Medis)” masuk 

dalam Kovablik Pemprov Jatim. Kovablik ini diselenggarakan oleh 

kolaborasi antara Provinsi Jawa Timur dengan Otonomi Award Jawa 

Pos Institute of Pro-Otonomi (OA JPIP). Inovasi ini merupakan 

pemeriksaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan cara 

melakukan Pemeriksaan rutin Klien Orang Dengan Gangguan Jiwa 

(ODGJ) di Posbiyandu “ENGGAL SARAS” bertempat di Panti PKK 

Kelurahan Jogotrunan yang dilakukan tiap bulan, dipadukan dengan 

Kunjungan Rutin ke Rumah Klien ini, mengoptimalkan Pelayanan 

serta Pemberdayaan Kader Kesehatan Jiwa. 

• “Bank Sampah Induk Kalpataru” masuk dalam JIPP (Jaringan 

Inovasi Pelayanan Publik), merupakan peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat melalui layanan antar jemput sampah langsung 

kepada masyarakat. dengan layanan ini masyarakat dapat 

menukarkan sampah dengan uang tunai atau bentuk tabungan 

yang bisa di ambil di akhir tahun dan hari raya, bahkan masyarakat 

dapat menukarkannya dengan perabotan rumah tangga seperti 

panci, kompor dan lain sebagainya. Inovasi ini diinisiasi oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. 

 

1.6. ORGANISASI DAERAH DAN SUMBER DAYA APARATUR 
 

Dalam rangka melaksanakan kewenangan daerah, Pemerintah 

Kabupaten Lumajang telah membentuk Kelembagaan Perangkat Daerah 

yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah ada 61 OPD/Unit Kerja, yakni : 
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a. Sekretariat Daerah yang didalamnya ada 10 bagian yaitu Bagian Adm. 

Pemerintahan, Bag. Hukum, Bag. Adm. Kesra, Bag. Adm. ESDA, Bag. 

Adm. Pembangunan, Bagian Organisasi, Bagian Humas dan Protokol, 

Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Kepegawaian serta Bagian 

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. 

b. Sekretariat DPRD. 

c. Inspektorat. 

d. Dinas Daerah terdiri dari 22 dinas yaitu: Dinas Pertanian, Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan, Dinas 

Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas 

Pariwisata dan Kebudyaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas 

Penanaman Modal dan Playanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Komunikasi 

dan Informatika, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pengendalian 

Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas 

Perpustakaan dan Arsip, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga. 

e. Badan Daerah berjumlah 6, yaitu : Badan Kepegawaian Daerah, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah. 

f. Kecamatan yang terdiri dari 21 kecamatan. 

 

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tata kerja di atas 

didukung dengan kompetensi Sumber Daya Aparatur yang memadai. 

Kebijakan pengembangan kapasitas dan kompetensi merupakan bagian 

penting dalam proses meningkatkan kemampuan aparatur dan akhirnya 

diharapkan akan mendorong kinerja aparatur negara lebih baik. Berbagai 

bentuk pelatihan sebenarnya sudah banyak dilakukan baik untuk tingkat 

pejabat maupun staf, tetapi orientasi pelatihan lebih banyak pada 

peningkatan kapasitas intelektual dan belum sepenuhnya pada perubahan 
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mindset birokrasi. Adapun berdasarkan data pada aplikasi SIMAK sampai 

dengan akhir Desember jumlah PNS di Kab. Lumajang 7.356 orang. 

Pada tahun 2018 Kabupaten Lumajang telah melakukan usulan untuk 

validasi Evaluasi jabatan ke Kemenpan-RB. Evaluasi Jabatan merupakan 

bagian dari delapan area perubahan dalam reformasi birokrasi, yaitu pada 

area penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur, 

dengan agenda penyusunan kelas jabatan dan harga jabatan, penerapan 

sistem penilaian kinerja, dan penataan sistem pemberian tunjangan kinerja 

atau remunerasi. ASN dituntut untuk bekerja berorientasi pada hasil (result 

oriented). Kinerja pegawai bukan hanya sekedar terlaksananya suatu 

program dan kegiatan (output) tetapi yang lebih penting adalah seberapa 

besar manfaat (outcome) yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Jadi, 

kinerja pegawai haruslah terukur, baik dari sisi waktu penyelesaian, wujud 

dan mutu pekerjaan yang dihasilkan, serta manfaat dan dampak (benefit 

and impact) yang dirasakan, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, 

pelayanan publik yang meningkat dan kesejahteraan masyarakat yang 

semakin baik. Hasil dari evaluasi jabatan Per Oktober 2018 ada 19 jabatan 

struktural yang kosong/belum terisi dikarenakan ASN tersebut ada yang 

pensiun atau meninggal dan ada 168 jabatan struktural yang terisi. 

Selain dukungan sumber daya aparatur, keberhasilan pembangunan 

daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah dalam 

belanja pembangunan daerah baik yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), peran serta swasta dan 

masyarakat. 

 

1.7. SISTEMATIKA PELAPORAN 
 

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang  

Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tambahan informasi lainnya 
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yang kami anggap perlu. Sistematika Laporan Kinerja Pemerintah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

 

KATA PENGANTAR 

IKHTISAR EKSEKUTIF 

Pada ikhtisar eksekutif kami uraikan, keberhasilan maupun 

kekurangberhasilan atas pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan 

Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, 

serta ulasan singkat tentang permasalahan strategis sebagai pendorong 

maupun penghambat pencapaian kinerja tersebut, serta upaya yang telah 

kami lakukan. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bagian ini menguraikan hal-hal umum tentang penyusunan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten 

Lumajang Tahun 2018, serta penjelasan umum organisasi 

dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi 

Pemerintah Kabupaten Lumajang, yang terinci sebagai 

berikut: 

1.1. Latar Belakang. 

1.2. Dasar Hukum 

1.3. Maksud dan Tujuan. 

1.4. Gambaran Umum Daerah. 

1.5. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan. 

1.6. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Aparatur. 

1.7. Sistematika Pelaporan. 

BAB II : PERENCANAAN KINERJA 

Bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai dokumen 

perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dan 

dokumen rencana kinerja tahunan.  Uraian meliputi gambaran 

secara singkat sasaran yang ingin diraih Pemerintah 

Kabupaten Lumajang pada tahun 2018 serta bagaimana 

kaitannya dengan capaian visi dan misi, yang terinci dalam: 

2.1. Rencana Strategis (RPJMD Tahun 2015-2019). 
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2.2. Rencana Kerja Kabupaten LumajangTahun 2018. 

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018. 

2.4. Ringkasan APBD Tahun 2018. 

2.5. Kriteria Keberhasilan Kinerja. 

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 

Bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan 

hasil pengukuran kinerja organisasi.Selain itu dilaporkan pula 

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan 

untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen 

Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja, yang terinci sebagai 

berikut: 

1.1. Pengukuran Kinerja. 

1.2. Capaian Kinerja Organisasi. 

1.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja. 

1.4. Realisasi Anggaran.  

BAB IV : PENUTUP 

Pada bagian akhir ini mengemukakan simpulan secara umum 

atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa 

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk 

meningkatkan kinerjanya. 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 

- Lampiran 1: Matrik Reviu RPJMD 2015-2019. 

- Lampiran 2: Rencana Kinerja Tahun 2018. 

- Lampiran 3: Pengukuran Kinerja Tahun 2018.  

- Lampiran 4: Perjanjian Kinerja Tahun 2018. 

- Lampiran 5: Indikator Kinerja Utama. 

- Lampiran 6: Hasil Reviu Inspektorat. 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 

 

Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menyusun kerangka perencanaan 

strategis jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD yang 

kemudian di Reviu dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 

tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 

2015-2019 Pemerintah Kabupaten Lumajang. Dokumen Reviu RPJMD tersebut 

yang merupakan dokumen hasil dari perencanaan strategis, menjadi acuan 

penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan 

pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah 

Kabupaten Lumajang dan perangkat kerja daerah  dalam pencapaian visi dan misi 

serta tujuan Pemerintah Kabupaten Lumajang. 

Dokumen Reviu RPJMD tersebut berisi Visi, Misi dan sasaran strategis 

Pemerintah Kabupaten Lumajang selama 5 tahun ke depan. Indikator sasaran 

strategis pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam 

Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/290/427.12/2017 tentang Penetapan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lumajang mengacu pada dokumen 

Reviu RPJMD. Proses penetapan IKU dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama 

antara seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan 

dikoordinir oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sesuai dengan Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 

tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah. Pada periode Reviu RPJMD 2015-2019 ini ditetapkan jumlah IKU 

sebanyak 30 sasaran strategis dan 42 Indikator Kinerja Utama . 

Sasaran strategis tersebut selanjutnya diharapkan dapat memberikan arah 

dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi seluruh urusan 

pemerintahan yang dimiliki, mengedepankan pelayanan kepada masyarakat 
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secara bertanggung jawab, mudah, cepat, transparan, dan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi perangkat daerah secara efektif dan efisien. Indiakator sasaran 

strategis dan target kinerja setiap tahun dalam Reviu RPJMD tersebut yang telah 

ditetapkan dengan IKU tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten 

Lumajang dalam membuat dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam perjanjian kinerja.  

 

2.1. Visi 

Visi yang merupakan cara pandang ke depan menyangkut ke mana 

suatu Instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya 

secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi 

tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 pernyataan visi 

Kabupaten Lumajang adalah: 

 

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan 

Bermartabat” 

 

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna 

terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten 

dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten 

Lumajang secara terpadu. 

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang 

terkandung di dalamnya, yaitu :  

• Terwujudnya, terkandung di dalamnya terciptanya semangat, peran 

serta upaya untuk menjadikan Lumajang yang sejahtera dan 

bermartabat; 

• Masyarakat Lumajang, nilai kebersamaan dalam kehidupan 

menjadikan hal penting dalam membangun dan mengembangkan 

kehidupan yang didukung dengan pengelolaan dengan segala potensi 
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dan sumber daya dalam sistem Pemerintahan di wilayah Kabupaten 

Lumajang; 

• Sejahtera, adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang 

terpenuhi kebutuhan lahir dan batin; 

• Bermartabat, adalah merupakan suatu nilai tertinggi dalam kehidupan 

secara lahiriah dan batiniah. Sendi-sendi moral dalam kehidupan telah 

menjadi nilai luhur dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. 

 

2.2. Misi 

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka dijabarkan ke dalam 3 Misi 

yang menjadi dasar penetapan Prioritas Pembangunan yang akan 

dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan agar tujuan 

pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Pembangunan 

Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 

Pertama : Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, 

Inovatif dan Bermoral  melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, 

Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan; 

Kedua : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan 

Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata 

serta Usaha Pendukungnya; 

Ketiga : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan 

Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, 

Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya 

Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan 

Bermasyarakat. 

 
2.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja 

 

Ketiga Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang tersebut selanjutnya 

dijabarkan ke dalam beberapa tujuan dan sasaran strategis yang hendak 

dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam 5 tahun ke depan. 

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu pada visi 
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dan misi yang telah ditetapkan. Sedangkan, Sasaran adalah hasil yang 

diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan  ke dalam indikator 

sasaran yang disusun secara kualitatif dan kuantitatif serta ditetapkan secara 

spesifik (spesific), terukur (measureble), dapat dicapai (attainable), realistis 

(rasional) dan terbatas waktu (time bound) tahunan atau dikenal dengan 

prinsip SMART, sehingga  capaiannya dapat diukur setiap tahun dalam dalam 

jangka waktu 5 tahun. Penetapan indikator dan target kinerja Pemerintah 

Kabupaten Lumajang tersebut mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 

sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja 

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Maka, Pemerintah Kabupaten 

Lumajang telah menetapkan sasaran strategis sebanyak 30 sasaran dan 42 

indikator sebagai berikut: 

 

Misi I 

Tujuan 1 : meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan, 

pembinaan keagamaan serta pengembangan dan pelestarian 

budaya. Pencapaian tujuan dirumuskan dengan 4 (empat) sasaran 

sebagai berikut: 

Sasaran 1   

Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan, dengan indikator: 

1 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 

2 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 

3 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 

4 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 

Sasaran 2 

Meningkatnya minat baca masyarakat, dengan indikator : 

5 Indeks Pembangunan Literasi 

Sasaran 3 

Terpeliharanya Budaya Daerah, dengan indikator : 

6 Persentase Pelestarian Budaya Daerah 

Sasaran 4 
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Meningkatnya Kualitas Pembinaan Keagamaan, dengan indikator: 

7 Persentase Fasilitasi Pembinaan Keagamaan 

8 Nilai Pendidikan Keagamaan 

Tujuan 2 : meningkatnya aksesibilitas dan derajat kesehatan 

masyarakat. Pencapaian tujuan dirumuskan dengan 2 (dua) sasaran 

sebagai berikut: 

Sasaran 5 

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator : 

9 Angka harapan hidup 

Sasaran 6 

Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk, dengan indikator :  

10 Total Fertility Rate (TFR) 

Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas SDM perempuan, pemuda dan 

anak. Pencapaian tujuan dirumuskan dengan 2 (dua) sasaran sebagai 

berikut: 

Sasaran 7 

Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan, dengan 

indikator : 

11 Persentase Indeks Pembangunan  Gender 

Sasaran 8 

Meningkatnya Prestasi Olahraga Daerah, dengan indikator : 

12 Jumlah Cabor Berprestasi 

Misi II 

Tujuan 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan 

pendapatan masyarakat. Pencapaian tujuan dirumuskan dengan 12 

(dua belas) sasaran sebagai berikut: 

Sasaran 9 

Meningkatnya Usaha Perdagangan, dengan indikator : 

13 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan 

Sasaran 10 

Meningkatnya Sektor Industri, dengan indikator : 

14 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian 
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Sasaran 11 

Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, dengan indikator: 

15 Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat 

16 Pertumbuhan Usaha Mikro 

Sasaran 12 

Meningkatnya Investasi di Daerah, dengan indikator : 

17 Persentase Kenaikan Nilai PMDN 

Sasaran 13 

Menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas, dengan indikator : 

18 Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas 

Sasaran 14 

Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja, dengan indikator : 

19 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

Sasaran 15 

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Dalam PDRB, 

dengan indikator : 

20 Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian 

Sasaran 16 

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan Dalam PDRB, 

dengan indikator : 

21 Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan 

Sasaran 17 

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 

dengan indikator: 

22 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 

Sasaran 18 

Meningkatnya Wisatawan, dengan indikator : 

23 Jumlah Kunjungan Wisatawan 

Sasaran 19 

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah, dengan indikator : 

24 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur 

Sasaran 20 



Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018– hal.24 

 

Meningkatnya Penataan Kawasan Daerah Sesuai Tata Ruang, dengan 

indikator : 

25 Jumlah Dokumen Tata Ruang yang Diperdakan 

Tujuan 2 : Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lainnya. 

Pencapaian tujuan dirumuskan dengan 4 (empat) sasaran sebagai 

berikut: 

Sasaran 21 

Meningkatnya Ketahanan Pangan, dengan indikator : 

26 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 

Sasaran 22 

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan indikator: 

27 Penurunan Jumlah Desa Tertinggal (DT) dan Desa Sangat 

Tertinggal (DST) Berdasarkan Indeks Desa Membangun 

Sasaran 23 

Meningkatnya Kualitas Sarana Dasar Permukiman, dengan indikator: 

28 Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Infrastruktur Dasar 

Sasaran 24 

Meningkatnya Kualitas  dan Jangkauan Pelayanan  Sosial, dengan 

indikator : 

29 Persentase PMKS Skala Kabupaten yang Memperoleh Bantuan 

Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar 

Misi III 

Tujuan 1 : Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan 

transparan. Pencapaian tujuan dirumuskan dengan 4 (empat) sasaran 

sebagai berikut : 

Sasaran 25 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan 

indikator : 

30 Persentase Penduduk yang Terlayani Adminduk 

Sasaran 26 

Meningkatnya Keterbukaan Komunikasi dan Informasi, dengan indikator: 

31 Penyebarluasan Informasi Melalui Media Publik 
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Sasaran 27 

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan indikator: 

32 Persentase OPD dengan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 

33 Nilai Maturitas SPIP 

34 Nilai LPPD 

35 Nilai SAKIP Kabupaten 

36 Persentase Kompetensi ASN 

37 Prosentase Prolegda yang Ditetapkan Menjadi Perda 

38 Hasil Audit Kearsipan Pemerintah Kabupaten 

39 Indeks Kepuasan Masyarakat 

Sasaran 28 

Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 

dengan indikator : 

40 Opini BPK 

Tujuan 2 : Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang 

Demokratis, Tertib dan Aman. Pencapaian tujuan dirumuskan 

dengan 2 (dua) sasaran sebagai berikut : 

Sasaran 29 

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat, dengan 

indikator : 

41 Persentase Penurunan Gangguan Ketrentaman dan Ketertiban 

Umum 

Sasaran 30 

Meningkatnya Penanganan Penanggulangan Bencana, dengan indikator : 

42 Indeks Risiko Bencana 

 

2.4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 

 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang 

tahun 2018 ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang 

penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang 
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2015-2019, serta RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN yang memuat 

rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan 

daerah, dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju dengan 

mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang 

bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan 

mendorong partisipasi masyarakat Selanjutnya Dokumen RKPD Provinsi Jawa 

Timur menjadi pedoman penyempurnaan bagi rancangan akhir RKPD 

Kabupaten Lumajang. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang sudah ditetapkan 

oleh Pemerintah daerah adalah wujud komitmen kinerja Pemerintah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2018, untuk menjabarkan sasaran strategis dan 

target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lumajang 

Tahun 2015-2019. Rencana kinerja ditetapkan tersebut merupakan rencana 

capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada 

tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Pemerintah Kabupaten 

Lumajang untuk mencapainya dalam tahun 2018. Matrik hubungan antara 

sasaran strategis kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan usulan 

program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut tersaji dalam 

Lampiran II laporan ini. 

 
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 

Perjanjian kinerja adalah janji untuk melaksanakan amanat 

pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen 

perencanaan yang telah ditetapkan.  Perjanjian kinerja tersebut dituangkan 

ke dalam Dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan 

kinerja /kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan 

untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya 

yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten. 

Dokumen perjanjian kinerja tersebut disusun setelah APBD disetujui 

dan disahkan oleh DPRD. Di tingkat OPD dokumen perjanjian kinerja disusun 

oleh Kepala OPD paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran diserahkan untuk dilaksanakan,  yang berisi janji dari Kepala OPD 
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kepada Bupati untuk mencapai sasaran dan target indikator kinerja yang 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD), di tingkat Kabupaten 

dokumen perjanjian kinerja disusun oleh Bupati untuk disampaikan kepada 

Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi. 

Perjanjian  Kinerja masing – masing urusan pemerintahan yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam tahun 2018 

selengkapnya dituangkan dalam Lampiran IV : Perjanjian  Kinerja 

Tahun 2018. 
 

 

2.6. Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2018 

Dukungan penyediaan dana atau anggaran untuk penyelenggaraan 

pemerintah agar dapat menangani seluruh urusan pemerintah/kewenangan 

yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 

2018 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang 

Tahun Anggaran 2018 dengan ringkasan sebagaimana tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.1 
Ringkasan APBD Tahun 2018 

Uraian 
Anggaran 

(Rp) 

A. PENDAPATAN DAERAH  

1. Pendapatan Asli Daerah Rp.             282.484.709.562,30                    

2. Dana Perimbangan Rp.          1.412.446.238.004,00                    

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp.             399.185.564.733,00 

 Jumlah Pendapatan Daerah Rp.     2.094.116.512.299,30 

B. BELANJA DAERAH  

 Belanja Tidak Langsung Rp.          1.294.123.264.438,76 

 Belanja Langsung Rp.             962.496.357.179,71 

 Jumlah Belanja Daerah Rp.     2.256.619.621.618,47                

C. Surplus (Defisit) Rp.     (162.503.109.319,17)                  

D. PEMBIAYAAN DAERAH  

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp.             171.003.109.319,17        

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp.               8.500.000.000,00 

 Pembiayaan Neto Rp.         162.503.109.319,17 

 Pembiayaan Daerah Rp.         162.503.109.319,17 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  (SiLPA) 0,00 
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2.7. Kriteria Keberhasilan Kinerja 

 

Dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, kami berkomitmen 

memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin 

diwujudkan pada tahun yang bersangkutan sesuai dengan apa yang sudah 

ditetapkan dalam indikator dan target sasaran strategis dalam Perjanjian 

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. Komitmen melaksanakan 

program dan kegiatan dalam mencapai sasaran strategis yang telah 

ditetapkan tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk 

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian 

keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran. Pernyataan keberhasilan atas 

komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada 

capaian masing-masing indikator kinerja dengan mengacu pada Keputusan 

Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi. 

Kerangka Penentuan Keberhasilan Kinerja Pemerintah Kabupaten 

Lumajang menggunakan peraturan yang ada, pertama, untuk melakukan 

evaluasi capaian kinerja menggunakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

2014 dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yaitu membandingkan antara 

target kinerja indikator sasaran strategis, di dalamnya memuat Indikator 

Kinerja Utama (IKU), yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 

2018.  

 

Rumus 1 

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian 

kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai 

berikut: 

 Persentase 
Capaian 

= 
Realisasi 

X 100% 
 

 Rencana  
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Rumus 2 
Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah  

pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut: 

 Persentase 
Capaian 

= 

Rencana – (Realisasi – 
Rencana) x 100% 

 

 Rencana  

 
Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan 

berdasarkan “Metode Rata-rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian 

kinerja sasaran strategis nilai mean setiap kategori ditetapkan dengan 

menggunakan metode berikut.  

Maka, disimpulkan nilai capaian kinerja pada kelompok indikator di setiap 

sasaran strategis sebagai berikut: 

 Jumlah Nilai Kinerja semua Indikator 

Capaian Kinerja = ------------------------------------------- x 100% 
Jumlah Indikator Kinerja Sasaran 

 

Sedangkan, pengukuran terhadap penyerapan anggaran (ekonomisasi) 

dilakukan dengan formula: 

            

Realisasi Anggaran 

Penyerapan Anggaran = ----------------------------------- x 100% 
         Alokasi Anggaran 

 

Perbandingan terhadap capaian kinerja dan penyerapan anggaran akan 

dapat dihitung besarnya alokasi tingkat efisiensi kinerja setiap sasaran 

strategis dengan formula: 

 Capaian Kinerja 

Tingkat Efisiensi = ------------------------------------- x 100% 
Penyerapan Anggaran 

 

Hasil dari perhitungan di atas, maka ditarik kesimpulan atas tingkat 

efisinsi kinerja setiap sasaran strategis dengan skala interval: 
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No 
Nilai Capaian Kinerja Tingkat 

Efisiensi % Keterangan Prosentase 

1. >100% Lebih dari seratus persen Sangat Efisien 

2. 100% Seratus persen Efisien 

3. <100% Kurang dari seratus persen Tidak Efisien 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1. PENGUKURAN KINERJA 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah kewajiban 

suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. LKjIP adalah dokumen 

yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan 

melembaga, sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam 

melaksanakan tugasnya. 

Pemerintah Kabupaten Lumajang selaku pengemban amanah 

masyarakat Kabupaten Lumajang melaksanakan kewajiban menyusun 

akuntabilitas kinerja yang disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan 

dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta 

memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,  Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan 

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan 

visi pemerintah. Dari 30 sasaran IKU Bupati, ada 15 sasaran yang tidak 

tercapai, 10 sasaran tercapai dan 5 sasaran tidak dapat dihitung. Hasil 

perhitungan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.1, sedangkan 
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untuk hasil Pengukuran Kinerja seluruh sasaran strategis tersebut 

tersaji dalam Lampiran 3 Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten 

Lumajang. 

 

3.2. REKAPITULASI PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA 

 
Secara umum Pemerintah Kabupaten Lumajang telah 

melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan 

sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang 

Tahun 2015-2019 sebagaimana juga telah ditetapkan melalui Peraturan 

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Reviu 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Lumajang Tahun 2015-2019. Berdasarkan saran/arahan dari 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, 

Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan) bahwa sasaran dan indikator 

kinerja yang ada dalam RPJMD Kabupaten Lumajang dapat diringkas 

dipilih sasaran yang betul-betul strategis dan indikator kinerja utamanya. 

Sesuai arahan tersebut sehingga sasaran yang semula berjumlah 33 

sasaran menjadi 30 sasaran dan indikator kinerja sasaran semula 

berjumlah 61 indikator kinerja sasaran menjadi 42 indikator kinerja 

sasaran  yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lumajang 

Nomor: 188.45/290/427.12/2017. Berdasarkan Indikator Kinerja 

tersebut, maka diperoleh hasil rekapitulasi capaian kinerja setiap sasaran 

strategis tahun 2018 sebagai hasil pengukuran berikut : 
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Tabel 3.1:  

Capaian Kinerja Indikator Sasaran  
Tahun 2018 

 

Sasaran Strategis 
Capaian 
Kinerja 

Serapan 
Anggaran 

Tingkat 
Efisiensi 

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, 
Kreatif, Inovatif dan Bermoral  melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, 
Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan. 
Sasaran 1 
Meningkatnya aksesibilitas dan 
kualitas pendidikan 

100,75 70,84 142,22 

Sasaran 2 
Meningkatnya minat baca 
masyarakat 

103 85,86 120,22 

Sasaran 3 
Terpeliharanya Budaya Daerah 

66,66 84,85 78,57 

Sasaran 4 
Meningkatnya Kualitas 
Pembinaan Keagamaan 

93,24 94,30 98,88 

Sasaran 5 
Meningkatnya derajat kesehatan 
masyarakat 

- 79,26 - 

Sasaran 6 
Terkendalinya Laju Pertumbuhan 
Penduduk  

93 44,83 207,46 

Sasaran 7 
Meningkatnya Peran Serta 
Perempuan dalam Pembangunan 

- 77,89 - 

Sasaran 8 
Meningkatnya Prestasi Olahraga 
Daerah 

133 96,98 137,48 

    
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat 
secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta 
Usaha Pendukungnya 
Sasaran 9  
Meningkatnya Usaha 
Perdagangan 

103,62 89,61 115,63 

Sasaran 10 
Meningkatnya Sektor Industri 

107,43 68,35 157,17 

Sasaran 11 
Meningkatnya Kualitas Koperasi 
dan Usaha Mikro 

91,39 91,53 99,84 

Sasaran 12 
Meningkatnya Investasi di 
Daerah  

- 72,10 - 

Sasaran 13 
Meningkatnya Kualitas 
Infrastruktur Transportasi 
 

86,87 88,15 98,55 
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Sasaran Strategis 
Capaian 
Kinerja 

Serapan 
Anggaran 

Tingkat 
Efisiensi 

Sasaran 14 
Peningkatan Daya Saing Tenaga 
Kerja 

89,61 97,62 91,80 

Sasaran 15 
Meningkatnya Pertumbuhan 
Ekonomi Sektor Pertanian Dalam 
PDRB 

97,02 89,39 108,54 

Sasaran 16 
Meningkatnya Pertumbuhan 
Ekonomi Sektor Perikanan 
Dalam PDRB 

107,31 94,13 114 

Sasaran 17 
Meningkatnya Kualitas Sumber 
Daya Alam dan Lingkungan 
Hidup 

99,13 89,65 110,57 

Sasaran 18 
Meningkatnya Wisatawan 

110 94,40 116,53 

Sasaran 19 
Meningkatnya Kualitas 
Infrastruktur Daerah 

35,86 90,16 39,78 

Sasaran 20 
Meningkatnya Penataan 
Kawasan Daerah Sesuai Tata 
Ruang 

- 95,48 - 

Sasaran 21 
Meningkatnya Ketahanan 
Pangan  

99,57 98,60 100,98 

Sasaran 22 
Meningkatnya Keberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

200 84,71 236,11 

Sasaran 23 
Meningkatnya Kualitas Sarana 
Dasar Permukiman 

83,15 89,95 92,43 

Sasaran 24 
Meningkatnya Kualitas  dan 
Jangkauan Pelayanan  Sosial 

51,92 81,89 63,41 

    
Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui 
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan 
Transparan serta 
Sasaran 25 
Meningkatnya Kualitas 
Pelayanan Administrasi 
Kependudukan 

95,56 88,62 107,83 

Sasaran 26 
Meningkatnya Keterbukaan 
Komunikasi dan Informasi  

103,40 92,84 111,37 

Sasaran 27 
Meningkatnya Tata Kelola 
Pemerintahan yang Baik  

93,06 79,26 117,40 
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Sasaran Strategis 
Capaian 
Kinerja 

Serapan 
Anggaran 

Tingkat 
Efisiensi 

Sasaran 28 
Meningkatnya Akuntabilitas 
Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah 

- 82,30 - 

Sasaran 29 
Meningkatnya Ketentraman dan 
Ketertiban masyarakat 

173,40 99,97 173,45 

Sasaran 30 
Meningkatnya Penanganan 
Penanggulangan Bencana 

84,27 99,45 84,74 

 

3.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA 

Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan 

Indikator Satuan 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Angka 
Melanjutkan (AM) 
dari SD/MI ke 
SMP/MTs 

% 100 99,28 99,28 100 99,39 99.39 

Angka 
Melanjutkan (AM) 
dari SMP/MTs ke 
SMA/SMK/MA 

% 78 82,95 110,19 81 83,94 103.62 

Angka Kelulusan 
(AL) SD/MI 

% 100 100 100 100 100 100 

Angka Kelulusan 
(AL) SMP/MTs 

% 99,99 100 100,01 100 100 100 

Capaian Rata-rata Sasaran 1 102,37  100,75 

   
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 

pada tahun 2018 sebesar 100,75%. Pencapaian sasaran tersebut tidak terlepas 

dari kendala dan hambatan yaitu masih ada murid yang tidak bisa melanjutkan 

sekolah dikarenakan faktor keluarga dan keuangan 

 
Adapun strategi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

yang terjadi dan untuk mewujudkan capaian kinerja agar lebih baik yaitu 

dengan melakukan Penyuluhan / sosialisasi / pendatan baik dari sekolah 

maupun dari desa kepada anak-anak usia sekolah di masing masing daerah 
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Capaian kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh program/kegiatan dan 

dukungan anggaran Pemerintah Daerah selama tahun 2018 sebagai berikut : 

Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Wajib Belajar Sembilan Tahun 1.570.990.300 1.112.930.700 70,84 

Jumlah 1.570.990.300 1.112.930.700 70,84 

 

Sasaran 2 : Meningkatnya Minat Baca Masyarakat 

Indikator Satuan 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Indeks 
Pembangunan 
Literasi  

% 0,56 0,61 108,93 0,62 0,64 103,22 

Capaian Rata-rata Sasaran 2 108,93  103,22 
 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 

pada tahun 2018 sebesar 103,22%. Tercapainya indikator sasaran tidak 

terlepas dari kendala dan hambatan antara lain : 

1. Sarana dan Prasarana yang kurang dari segi kuantitas dan kualitas; 

2. Kurangnya Minat Baca Masyarakat/Pemustaka; 

3. Informasi melalui TIK lebih cepat penyebarannya daripada melalui buku. 

 
Upaya-upaya yang terus dilakukan untuk mengatasi kendala dan 

hambatan, serta untuk mewujudkan capaian kinerja agar lebih baik adalah : 

1. Memberikan sarana dan prasarana yang nyaman; 

2. Tertib dalam melaksanakan SOP dan Sp; 

3. Meningkatkan Inovasi dalam Pelayanan (contoh : DARLING dan e-book); 

4. Memberi kemudahan untuk menjadi anggota perpustakaan; 

5. Memberi kemudahan untuk memanfaatkan koleksi buku. 

 

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh program/kegiatan dan 

dukungan anggaran Pemerintah Daerah selama tahun 2018 sebagai berikut : 

Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Pengembangan Budaya Baca dan 
Pembinaan Perpustakaan 

1.240.074.500 1.064.797.800 85,86 

Jumlah 1.240.074.500 1.064.797.800 85,86 
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Sasaran 3  : Terpeliharanya Budaya Daerah  

Indikator Satuan 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Persentase Budaya 
Daerah yang 
dilestarikan 

%  84,82 86,39 101,85 91,1 60,73 66,67 

Capaian Rata-rata Sasaran 3 101,85  66,67 
 

Dalam proses modernisasi dan globalisasi, berbagai kebudayaan lokal 

harus mampu membangun dan memperkuat identitas serta karakter bangsa. 

Kebudayaan lokal juga perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai pedoman 

sikap dan perilaku dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara termasuk juga didalam mengembangkan nilai-nilai budaya 

bangsa. Pelestarian budaya sangatlah penting khususnya budaya lokal dengan 

tetap melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang sudah ada pada masyarakat 

sejak lama. Dengan pelestarian budaya menjadikannya tetap ada ditengah era 

zaman modern sekarang ini dan tidak luntur nilai-nilainya oleh perkembangan 

zaman. Itulah salah satu manfaat pentingnya melestarikan budaya daerah yang 

ada di Kabupaten Lumajang.  

Adapun pada tahun 2018, realisasi terpeliharanya budaya daerah tidak 

tercapai, hal ini dikarenakan adanya kendala dan hambatan yang dihadapi 

dalam pencapaian indikator sasaran antara lain : 

1. Belum maksimalnya Koordinasi antara pelaku seni, pemerhati dan 

pelestarian budaya dengan institusi pemerintah di bidang kebudayaan; 

2. Belum maksimalnya ketersediaan fasilitas bagi pelaku seni didalam 

mengekplorasi karya seni-seninya; 

3. Kurangnya regenerasi bagi para pelestari adat budaya, seni budaya dan 

cagar budaya; 

4. Sulitnya menentukan agenda kegiatan rutin ritual adat daerah yang 

pelaksanaannya mengikuti kalender tradisional. 

 

Sedangkan strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan 

hambatan tersebut antara lain : 
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1. Perlunya dilakukan koordinasi yang lebih baik antara pelaku seni, pemerhati 

pelestari budaya dengan institusi pemerintah di bidang kebudayaan; 

2. Dengan renovasinya gedung Dr. Soedjono yang akan difungsikan sebagai 

Gedung Kesenian di Kabupaten Lumajang maka diharapkan ada ruang 

publik yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku seni; 

3. Perlunya pemahaman terhadap arti pentingnya kebudayaan melalui 

metodelogi pendidikan sekolah; 

4. Perlunya dilakukan koordinasi yang lebih intens terhadap masyarakat 

pelestari adat budaya daerah. 

 
Capaian kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh Program dan anggaran 

Pemerintah Daerah selama tahun 2018 sebagai berikut : 

Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Program Pengelolaan Kekayaan 
Budaya 

430.345.000 302.928.522 70,39 

Program Pengembangan Nilai 
Budaya 

645.187.400 505.360.000 78,33 

Program Pengelolaan Keragaman 
Budaya 

2.672.667.600 2.372.050.500 88,75 

Jumlah 3.748.200.000 3.180.339.022 84,84 

 

Sasaran 4 :  Meningkatnya Kualitas Pembinaan Keagamaan 

Indikator Satuan 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Persentase 
Fasilitasi 
Pembinaan 
Keagamaan 

% 64 64 100 64 55 86 

Nilai Pendidikan 
Keagamaan 

Nilai 78 79 101,28 79 79,43 100,54 

Capaian Rata-rata Sasaran 4 100,64  93,24 

 
Indikator kinerja Presentase Fasilitasi Pembinaan Keagamaan yang telah 

direncanakan oleh Bagian Administrasi Kesra di tahun 2018 terealisasi hanya 

55%. Sedangkan untuk Indikator Nilai Pendidikan Keagamaan yang diampu 

oleh Dinas Pendidikan sudah memenuhi target. Pencapaian sasaran tersebut 

tidak terlepas dari kendala dan hambatan, antara lain : 
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1. Belum terpenuhinya kebutuhan guru agama (PNS). 

2. Kurangnya sinkronisasi pelaksana kegiatan dengan para stakeholder. 
 

 
Adapun strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan 

tersebut antara lain : 

1. Memenuhi kekurangan Guru Agama dengan meminta guru lain untuk 

mengajar pendidikan agama. 

2. Koordinasi lebih lanjut dengan para stakeholder. 

 

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh program/kegiatan dan 

dukungan anggaran Pemerintah Daerah selama tahun 2018 sebagai berikut : 

Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Wajib Belajar Sembilan Tahun 293.102.500 242.607.500 82,77 

Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

243.444.000 236.637.998 97,20 

Peningkatan Sarana Dan Prasarana 
Aparatur 

60.650.000 60.650.000 100 

Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 
Dan Keuangan 

12.290.000 12.290.000 100 

Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 2.360.681.000 2.141.078.000 90,69 

Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan 
Sosial 

1.535.932.000 1.507.673.000 98,16 

Fasilitasi Kegiatan Pendidikan Dan 
Kebudayaan 

991.487.000 983.192.000 99,16 

Jumlah 5.497.586.500 5.184.128.498 94,30 

 

Sasaran 5 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 

Indikator Satuan 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

1. Angka 
harapan 
hidup  

Indeks 69,45 69,50 100 69,55 - - 

Capaian Rata-rata Sasaran 5 100  - 
Sumber : Badan Pusat Statistik 
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Data realisasi indikator Angka Harapan Hidup Tahun 2018 belum bisa 

ditampilkan mengingat data resmi dari BPS baru bisa didapatkan sekitar 

bulan Juli Tahun 2019. 

 
Capaian kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh program/kegiatan dan 

dukungan anggaran Pemerintah Daerah selama tahun 2018 sebagai berikut : 

Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

2.796.767.020 2.390.779.071 85,48 

Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

1.761.515.380 1.495.602.246 84,90 

Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja Dan Keuangan 

546.316.000 434.268.000 79,49 

Upaya Kesehatan Masyarakat 51.959.744.468 39.571.467.293 76,16 

Promosi Kesehatan Dan 
Pemberdayaan Masyarakat 

17.160.971.400 14.178.452.200 82,62 

Perbaikan Gizi Masyarakat 903.350.000 815.198.950 90,24 

Pengembangan Lingkungan 
Sehat 

4.544.481.700 1.644.485.600 36,19 

Pencegahan Dan 
Penanggulangan Penyakit 
Menular 

3.271.960.100 2.643.026.300 80,78 

Standarisasi Pelayanan 
Kesehatan 

2.550.110.000 2.372.286.450 93,03 

Pengadaan, Peningkatan Dan 
Perbaikan Sarana Dan Prasarana 
Puskesmas/Puskesmas 
Pembantu Dan Jaringannya 

19.300.863.500 16.643.569.800 86,23 

Peningkatan Manajemen 
Pelayanan Kesehatan 

13.542.481.800 12.200.762.967 90,09 

Pencegahan Dan 
Penanggulangan Penyakit Tidak 
Menular 

1.013.052.800 917.732.800 90,59 

Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan Ibu 

3.878.328.000 2.628.232.398 67,77 

Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan Balita 

248.371.000 220.972.000 88,97 

Peningkatan Sumber Daya 
Kesehatan 

13.813.952.000 10.635.188.826 76,99 

Pembinaan Lingkungan Sosial 1.231.887.233 1.007.416.677 81,78 

Jumlah 138.524.152.401 109.799.441.578 79,26 
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Sasaran 6 : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk   

Indikator Satuan 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

1. Total Fertility 
Rate (TFR) 

% 1,85 1,97 94 1,84 1,97 93 

Capaian Rata-rata Sasaran 6 94  93 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 

pada tahun 2018 sebesar 93%. Adapun berbagai kendala dan hambatan yang 

dihadapi antara lain : 

1. Masyarakat Masih Sulit untuk ikut KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 

(MKJP) 

2. Jumlah Tenaga Lapangan PKB/PLKB sangat kurang (ideal 1 petugas 2 desa, 

kenyataan 1 petugas 4-6 desa) 

 
Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut 

adalah: 

1. Secara intensif meningkatkan penyuluhan baik perorangan atau kelompok, 

melalui radio / MUPEN. 

2. Mengoptimalkan peran Kader KB untuk menjaring akseptor. 

 
Capaian kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh program/kegiatan dan 

dukungan anggaran Pemerintah Daerah selama tahun 2018 sebagai berikut : 

Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Pelayanan Kontrasepsi 483.003.000 368.519.495 76,30 

Generasi Berencana 217.593.500 213.998.000 98,35 

Peningkatan Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 

327.005.000 313.612.800 95,90 

Peningkatan Peran Institusi 
Masyarakat Pedesaan dan Lini 
Lapangan Melalui Advokasi dan 
Komunikasi Informasi Edukasi 

5.059.614.000 1.910.251.000 37,75 

Pengolahan dan Pemanfaatan Data 
KB/KS 

375.499.000 90.773.551 24,17 

Jumlah 6.462.714.500 2.897.154.846 44,82 
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Sasaran 7 : Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 

Indikator Satuan 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Persentase 
Indeks 
Pembangunan  
Gender 

% 88,65 87,80 99,04 88,90 - - 

Capaian Rata-rata Sasaran 7 99,04  - 
Sumber : Badan Pusat Statistik 

Pada tahun 2018 masih belum ada realisasi karena update data masih di bulan 

Juni 2019. Adapun kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran adalah : 

1. Belum adanya komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan serta 

minimnya dukungan dari pengambil kebijakan (Pimpinan OPD) di 

Kabupaten Lumajang; 

2. Tim Focal Point Gender di OPD dan Tim Driver PPRG masih belum optimal 

kinerjanya, belum dapat memahami dan melaksanakan tupoksi masing-

masing terkait percepatan pelaksanaan strategi PUG di Kabupaten 

Lumajang; 

3. Dukungan dari Tim Driver dalam koordinasi dan penyusunan ARG untuk 

OPD se-Kabupaten Lumajang masih minim; 

4. Sosialisasi PUG yang dilakukan sering tidak efektif karena personal yang 

mengikuti bukan pengambil kebijakan dan sering juga berganti orang. 

 

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan yang 

dihadapai adalah dengan melakukan optimalisasi pelaksanaan 7 (tujuh) 

prasyarat PUG yaitu, Komitmen Politik, Kerangka Kebijakan, Struktur dan 

Mekanisme Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah yang mendukung 

implementasi PUG, Sumberdaya yang memadai, Sistem informasi dan data 

terpilah menurut jenis kelamin, alat analisis, dan dorongan masyarakat madani 

kepada Pemerintah. 

 

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh program/kegiatan dan 

dukungan anggaran Pemerintah Daerah selama tahun 2018 sebagai berikut : 
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Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Peningkatan Pemberdayaan 
Perempuan 

460.248.000 350.684.500 76,19 

Perencanaan Sosial Budaya 50.000.000 46.745.000 93,49 

Jumlah 510.248.000 397.429.500 77,88 

 

Sasaran 8 :  Meningkatnya Prestasi Olahraga Daerah 

Indikator Satuan 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Jumlah Cabor 
Berprestasi 

Cabor 14 15 107 15 20 133 

Capaian Rata-rata Sasaran 8 107  133 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 

pada tahun 2018 sebesar 133%. Keberhasilan pencapaian indikator tersebut 

tidak terlepas dari kendala dan hambatan antara lain : 

1. Belum maksimalnya sarana dan prasarana olahraga yang tersedia; 

2. Belum adanya sentra pembinaan atlit pelajar; 

3. Kurangnya frekuensi kompetisi olahraga (single dan multi event); 

4. Minimnya tenaga ahli keolahragaan; 

5. Belum maksimalnya pembinaan atlit yang berjenjang dan berkelanjutan; 

6. Kurangnya frekuensi event olahraga massal. 

 

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan yang 

terjadi dan untuk mewujudkan capaian kinerja agar lebih baik adalah : 

1. Pelaksanaan kompetisi olahraga tingkat pelajar; 

2. Pembinaan atlit tingkat pelajar secara berjenjang dan berkelanjutan; 

3. Mengoptimalkan sarana prasarana olahraga yang tersedia; 

4. Pengembangan olahraga tradisional dan rekreasi; 

5. Pelaksanaan event olahraga massal. 

 

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh program/kegiatan dan 

dukungan anggaran Pemerintah Daerah selama tahun 2018 sebagai berikut : 
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Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Pelayanan administrasi perkantoran 1.166.309.000 1.083.836.000 92,93 

Peningkatan sarana dan prasarana 
aparatur 

537.556.000 507.662.950 94,43 

Pengembangan dan keserasian 
kebijakan pemuda 

92,100,000 92,100,000 100 

Peningkatan peran serta 
kepemudaan 

1.605.890.000 1.576.589.500 98,17 

Peningkatan upaya penumbuhan 
kewirausaan dan kecakapan hidup 
pemuda 

208.225.000 206.749.000 99,29 

Pembinaan dan pemasyarakatan 
olahraga 

579.350.000 579.350.000 100 

Peningkatan sarana dan prasarana 
olahraga 

6.526.226.000 6.375.149.700 97,68 

Pembinaan dan pemasyarakatan 
olahraga prestasi 

915.930.000 852.330.000 93,05 

Pembinaan dan Pengembangan 
Olahraga Rekreasi 

220.950.000 220.875.000 99,96 

Jumlah 11.852.536.000 11.494.642.150 96,98 

 

Sasaran 9 : Meningkatnya Usaha Perdagangan  

Indikator Satuan 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Persentase 
Pertumbuhan 
PDRB Sektor 
Perdagangan 

% 29,903 30,665 102,548 38,216 39,601 103,624 

Capaian Rata-rata Sasaran 9 102,548  103,624 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa PDRB tahun 2018 sebesar 

103,624%. Tercapainya indikator sasaran tersebut tidak terlepas dari 

kendala/hambatan yaitu Biaya pokok produksi tinggi (listrik, PDAM, BBM). 

Adapun strategi yang terus dilakukan untuk mengatasi kendala dan 

hambatan yang terjadi dan untuk mewujudkan capaian kinerja ke depan agar 

lebih baik yaitu dengan kebijakan pemerintah. 

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh program/kegiatan dan 

dukungan anggaran Pemerintah Daerah selama tahun 2018 sebagai berikut : 
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Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Peningkatan Sarana Dan Prasarana 
Pelayanan Umum 

194.600.000 194.452.313 99,92 

Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

2.904.318.804 2.708.519.366 93,26 

Peningkatan Sarana Dan Prasarana 
Aparatur 

468.108.228 422.765.209 90,31 

Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 
Dan Keuangan 

32.500.000 26.738.000 82,27 

Perlindungan Konsumen Dan 
Pengamanan Perdagangan 

3.604.974.000 2.949.522.514 81,82 

Peningkatan Dan Pengembangan 
Ekspor 

40.000.000 38.875.000 97,19 

Peningkatan Efisiensi Perdagangan 
Dalam Negeri 

536.600.000 483.531.829 90,11 

Pembinaan Pedagang Kaki Lima 
Dan Asongan 

123.900.000 123.584.000 99,74 

Peningkatan Sarana Dan Prasarana 
Pasar Daerah 

5.233.997.968 4.810.626.538 91,91 

Pemberantasan Barang Kena Cukai 
Ilegal 

120.000.000 98.442.000 82,04 

Peningkatan Dan Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah 

239.150.000 239.111.800 99,98 

Jumlah 13.498.149.000 12.096.168.569 89,61 

 

Sasaran 10 : Meningkatnya Sektor Industri  

Indikator Satuan 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja  

(%) 

Persentase 
Pertumbuhan 
PDRB Sektor 
Perindustrian 

% 25,98 27,338 105,22 32,657 35,082 107,43 

Capaian Rata-rata Sasaran 10 105,22  107,43 
 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa PDRB tahun 2018 sebesar 

107,42%. Tercapainya indikator sasaran tersebut tidak terlepas dari 

kendala/hambatan yaitu Biaya pokok produksi tinggi (listrik, PDAM, BBM). 

Adapun strategi yang terus dilakukan untuk mengatasi kendala dan 

hambatan yang terjadi dan untuk mewujudkan capaian kinerja ke depan agar 

lebih baik yaitu dengan kebijakan pemerintah. 
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Capaian kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh program/kegiatan dan 

dukungan anggaran Pemerintah Daerah selama tahun 2018 sebagai berikut : 

Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Pembinaan Lingkungan Sosial 732.000.000 498.157.800 68,05 

Pengembangan Industri Kecil dan 
Menengah 

75.000.000 57.146.600 76,20 

Peningkatan Kemampuan Teknologi 
Industri 

80.000.000 71.194.600 88,99 

Pengembangan Sentra-Sentra Industri 
Potensial 

40.000.000 7.103.000 17,76 

Jumlah 927.000.000 633.602.000 68,35 

 

Sasaran 11  Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro 

Indikator Satuan 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Persentase 
Koperasi Sehat 
dan Cukup 
Sehat 

% 47 45,96 97,79 63 62,25 98,80 

Pertumbuhan 
Usaha Mikro  

% 1,02 0,69 67,65 1,06 0,89 83,96 

Capaian Rata-rata Sasaran 11 82,72  91,38 
 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 

pada tahun 2018 sebesar 91,38%, mengalami kenaikan jika dibandingkan rata-

rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 82,72%. Pencapaian indikator 

sasaran tidak terlepas dari kendala dan hambatan antara lain : 

1. Pengelolaan KSP/USP koperasi belum terpisah/belum otonom; 

2. Seringnya pergantian pengelola koperasi; 

3. Banyak pengelola koperasi yang kurang memahami akuntansi koperasi; 

4. Data base Usaha Mikro belum update dan kurang valid; 

5. Pengelola Usaha Mikro banyak yang belum paham IT. 

 

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan yang 

terjadi dan untuk mewujudkan capaian kinerja agar lebih baik adalah : 

1. Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan bagi Koperasi; 

2. Dilakukan Bimbingan Teknis Perkoperasian; 
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3. Dilakukan Bimtek Akuntansi; 

4. Dilakukan Monitoring untuk mengupdate data UM; 

5. Dilakukan Pelatihan bagi UM. 

 
Capaian kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh program/kegiatan dan 

dukungan anggaran Pemerintah Daerah selama tahun 2018 sebagai berikut : 

Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Pelayanan Administrasi Operasional 874.289.000 806.993.028 92,30 

Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

345.985.535 334.915.821 96,80 

Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan 

11.264.000 10.384.000 92,18 

Penciptaan Iklim Usaha UKM yang 
Kondusif 

61.270.000 61.270.000 100 

Pengembangan Kewirausahaan dan 
Keunggulan Kompetitif UKM 

531.735.000 530.205.000 99,71 

Pengembangan Sistem Pendukung 
Usaha Bagi UMKM 

429.613.000 327.656.056 76,26 

Peningkatan Kualitas Kelembagaan 
Koperasi 

407.967.000 365.348.500 89,55 

Jumlah 2.662.123.535 2.436.772.405 91,53 

 
 
Sasaran 12 : Meningkatnya Investasi di Daerah   

Indikator Satuan  

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Persentase 
Kenaikan Nilai 
PMDN 

% 7,91 15,2 152 7,33 - - 

Capaian Rata-rata Sasaran 12 152  - 
 

Untuk kenaikan investasi pada tahun 2018 tidak bisa dihitung 

dikarenakan mulai pertengahan tahun terdapat regulasi dengan Sistem Online 

Single Submission (OSS) sehingga realisasi dan capaian kinerja masih belum 

bisa ditentukan. 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single 

Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang 

diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan 
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lembaga, gubernur atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem 

elektronik yang terintegrasi. 

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh program/kegiatan 

dan dukungan anggaran Pemerintah Daerah selama tahun 2018 sebagai 

berikut: 

Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Peningkatan iklim  investasi 
dan Realisasi Investasi 

692.170.000 490.667.872 70,89 

Optimalisasi pelayanan 
perizinan 

768.280.000 562.312.450 73,19 

Jumlah 1.460.450.000 1.052.980.322 72,10 

 

Sasaran 13 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Transportasi 

Indikator Satuan 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Indeks Angka 
Kecelakaan 
Lalu Lintas   

angka 37,13 42,73 87 35,1 30,49 86 

Capaian Rata-rata Sasaran 13 87  86 
 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 

pada tahun 2018 sebesar 86%, menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks 

Angka Kecelakaan Lalu Lintas pada tahun 2018 menurun, semakin kecil angka 

kecelakaan lalu lintas, maka semakin baik. Tercapainya indikator sasaran tidak 

terlepas dari kendala dan hambatan yang dihadapi antara lain : 

1. Masih rendah tingkat kompetensi aparat Dinas Perhubungan Kabupaten 

Lumajang dan ketersediaan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan. 

2. Masih rendah tingkat disiplin masyarakat pengguna jalan, sopir dan 

pelaku usaha angkutan umum. 

3. Masih kurangnya ketersediaan dan sumber pembiayaan akan kebutuhan 

penyediaan jasa dan pembangunan prasarana transportasi, terutama 

melalui penggalangan potensi-potensi masyarakat dan menciptakan iklim 

yang mendorong dan merangsang peran serta pihak swasta. 
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4. Masih adanya kendaraan angkutan umum yang tidak laik jalan masih 

beroperasional. 

 
Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan 

untuk mewujudkan capaian kinerja agar lebih baik adalah: 

1. Menugaskan diklat dibidang perhubungan untuk meningkatkan SDM agar 

bisa berkompetensi dengan permasalahan transportasi yang sedang 

dihadapi. 

2. Meningkatkan pelaksanaan, pengawasan, pengamanan, penertiban dan 

pengendalian lalu lintas. 

3. Perlu peningkatan anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana transportasi. 

4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait guna meningkatkan 

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. 

 

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh program/kegiatan dan 

dukungan anggaran Pemerintah Daerah selama tahun 2018 sebagai berikut : 

Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Peningkatan Pelayanan Angkutan 2.141.412.000 1.065.905.540 49,77 

Pengendalian dan Pengamanan 
Lalu Lintas 

1.052.085.000 948.803.950 90,18 

Pemeliharaan dan Pengembangan 
Sarana dan Prasarana 
Perhubungan 

25.897.709.000 23.628.721.134 91,23 

Jumlah 29.091.206.000 25.643.430.624 88,14 

 

 

Sasaran 14 : Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja 

Indikator Satuan 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka (TPT) 

% 2,40 2,91 78,75 2,31 2,55 89,61 

Capaian Rata-rata Sasaran 14 78,75  89,61 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 

pada tahun 2018 sebesar 89,61%.  

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh program/kegiatan dan 

dukungan anggaran Pemerintah Daerah selama tahun 2018 sebagai berikut : 

Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Pembinaan Lingkungan Sosial 805.509.000 775.018.000 96,21 

Pelayanan Administrasi Perkantoran 522.604.000 501.297.107 96 

Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

153.391.000 150.272.900 97,96 

Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan 

8.000.000 7.987.500 99,84 

Peningkatan Kualitas dan 
Produktivitas Tenaga Kerja 

654.959.000 640.724.000 97,82 

Peningkatan Kesempatan Kerja 1.043.491.000 1.030.436.950 98,74 

perlindungan dan Pengembangan 
Lembaga Ketenagakerjaan 

221.750.000 220.565.000 99,46 

Pengembangan Wilayah 
Transmigrasi 

180.000.000 177.941.538 98,86 

Jumlah 3.589.704.000 3.504.242.995 97,61 

 

 
Sasaran 15  : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian 

Dalam PDRB  

Indikator Satuan 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

1. Pertumbuhan 
PDRB Sektor 
Pertanian 

Rp 
(Milyar) 

6.699,48 6.599,6 98,5 6.900,46 6.694,8 97,02 

Capaian Rata-rata Sasaran 15 98,5  97,02 
 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 Indikator PDRB 

Sektor Pertanian tidak mencapai target, adapun kendala dan hambatan yang 

dihadapi antara lain : 

1. Faktor Iklim yang tidak menentu. 

2. Tingkat serangan Hama dan Penyakit  masih banyak ditemukan di 

beberapa daerah, terutama menyerang komoditas tanaman pangan. 

3. Adanya alih tanaman (komoditas) dari tanaman pangan ke  kehutanan. 
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4. Banyak tanaman perkebunan dan hortikultura tahunan yang baru tanam, 

sehingga belum berproduksi. 

5. Adanya Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. 

6. Adanya Pemotongan ternak betina. 

7. Banyaknya Sapi Betina yang mengalami Gangguan reproduksi ternak. 

 
Strategi yang dihadapi untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut  agar 

kedepannya menjadi lebih baik adalah : 

1. Peningkatan Infrastruktur Sarana Pertanian (Jaringan Irigasi). 

2. Peningkatan Fungsi POPT dan Penyuluh Pertanian. 

3. Peningkatan Pengembangan Bibit Unggul. 

4. Peningkatan Penggunaan Pupuk Organik. 

5. Peningkatan Penerapan LP2B. 

6. Peningkatan Asuransi Usaha Tani Padi dan Asuransi Ternak Sapi. 

7. Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB)  pada Sapi, Kerbau dan Kambing. 

8. Peningkatan penggunaan dan penyebaran bibit unggul ternak. 

9. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pakan Ternak. 

 
Capaian kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh program/kegiatan dan 

anggaran Pemerintah Daerah Selama Tahun 2018 Sebagai Berikut : 

Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

1.831.783.000 1.669.408.151 91,14 

Peningkatan Sarana Dan Prasarana 
Aparatur 

2.392.281.000 2.306.834.590 96,43 

Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 
Dan Keuangan 

78.783.000 76.691.000 97,34 

Peningkatan Produksi Dan Nilai 
Tambah Hortikultura 

1.660.330.000 1.319.124.860 79,45 

Peningkatan Prasarana Dan Sarana 
Pertanian 

7.096.985.000 6.064.796.920 85,46 

Program Peningkatan Sdm Dan 
Informasi Pertanian 

1.642.331.700 1.540.568.750 93,80 

Peningkatan Produksi, 
Produktivitas, Dan Mutu Hasil 
Tanaman Pangan 

1.574.808.300 1.417.971.225 90,04 

Peningkatan Produksi, 
Produktivitas, Dan Mutu Hasil 

490.510.000 467.480.000 95,30 
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Tanaman Perkebunan 

Peningkatan Kualitas Bahan Baku 1.727.240.000 1.625.695.450 94,12 

Peningkatan Produksi Dan Nilai 
Tambah Peternakan Dan 
Kesehatan Hewan 

2.049.515.000 1.861.505.300 90,83 

Pembinaan Lingkungan Sosial 150.000.000 148.500.000 99 

Jumlah 20.694.567.000 18.498.576.246 89,39 

 
 
 
Sasaran 16 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan 

dalam PDRB  

Indikator Satuan 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
(%) 

Pertumbuhan 
PDRB Sektor 
Perikanan 

Milyar 467,87 482,5 103,13 477,23 512,1 107,31 

Capaian Rata-rata Sasaran 16 103,13  107,31 
 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 

pada tahun 2018 sebesar 107,31%. Tercapainya indikator sasaran tidak 

terlepas dari kendala dan hambatan antara lain : 

1. Kualitas SDM pembudidaya ikan masih terbatas, baik dalam ketersediaan 

benih unggul, produktivitas serta kesehatan ikan dan lingkungan budidaya; 

2. Penggunaan armada dan alat tangkap ikan yang tradisional sehingga masih 

belum optimal dalam peningkatan produksi perikanan tangkap; 

3. Pengetahuan masyarakat terkait kelestarian sumber daya ikan yang lestari 

masih rendah, masih banyak masyarakat yang menangkap ikan berukuran 

kecil; 

4. Kurangnya kesadaran masyarakat pesisir tentang pentingnya tanaman 

vegetasi agar terhindar dari abrasi. 

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan yang terjadi 

dan untuk mewujudkan capaian kinerja agar lebih baik adalah: 

1. Pengembangan teknologi sistem budidaya perikanan, fasilitasi dan 

monitoring kesehatan ikan dan lingkungan budidaya; 

2. Pengembangan sarana dan prasarana serta teknologi penangkapan ikan; 

3. pengembangan konservasi dan restocking di perairan umum; 
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4. Pengembangan rehabilitasi dan penanaman vegetasi pantai di kawasan 

pesisir. 

 
Capaian kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh program/kegiatan dan 

dukungan anggaran Pemerintah Daerah selama tahun 2018 sebagai berikut : 

Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

926.781.000 844.820.514 91,16 

Program Peningkatan Sarana Dan 
Prasarana Aparatur 

462.854.000 423.697.230 91,54 

Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja Dan Keuangan 

8.800.000 7.464.000 84,81 

Program Pemberdayaan Ekonomi 
Masyarakat Pesisir 

16.000.000 15.742.600 98,39 

Program Pemberdayaan 
Masyarakat Dalam Pengawasan 
Dan Pengendalian Sumber Daya 
Kelautan 

394.500.000 386.650.000 98,01 

Program Peningkatan Kesadaran 
Dan Pencegahan Hukum Dalam 
Pendayagunaan Sumber Daya Laut 

16.000.000 16.000.000 100 

Program Pengembangan Budidaya 
Perikanan 

1.199.435.000 1.099.575.550 91,67 

Program Pengembangan Perikanan 
Tangkap 

1.181.277.000 1.165.888.000 98,69 

Program Pengembangan Sistem 
Penyuluhan Perikanan 

16.000.000 16.000.000 100 

Program Optimalisasi Pengelolahan 
Dan Pemasaran Produksi Perikanan 

628.977.000 590.158.700 93,82 

JUMLAH 4.850.624.000 4.565.996.594 94,13 

 

 

Sasaran 17 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Hidup  

Indikator Satuan 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Indeks Kualitas 
Lingkungan 
Hidup (IKLH) 

Dalam 
Nilai 

78,56 76,64 97,55 77,45 76,78 99,13 

Capaian Rata-rata Sasaran 17 97,55  99,13 
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Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tidak sesuai target 

yang ditetapkan, adapun kendala dan hambatan yang dihadapi antara lain : 

1. Tidak terlaksananya kegiatan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) 

seluas 10 Ha di Kecamatan Senduro, Kecamatan Lumajang, Kecamatan 

Ranuyoso, Kecamatan Sumbersuko, Kecamatan Tempeh, Kecamatan 

Pasirian dan Kecamatan Yosowilangun. Karena belum adanya Ijin Pinjam 

Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kemeterian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan; 

2. Penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) disebabkan peningkatan kadar BOD, 

COD dan Fosfat melebihi baku mutu PP No. 82 Tahun 2010 kategori Baku 

Mutu Air Kelas II yang dimungkinkan disebabkan faktor alam, usaha / 

kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dan 

perilaku manusia. 

 
Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan yang 

terjadi dan untuk mewujudkan capaian kinerja agar lebih baik adalah: 

1. Meningkatkan komunikasi lintas sektor untuk koordinasi data capaian 

kinerja; 

2. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan lingkungan kepada pelaku 

usaha dan kegiatan serta sosialisasi peneglolaan lingkungan hidup 

kepada masyarakat. 

 
Capaian kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh program/kegiatan dan 

dukungan anggaran Pemerintah Daerah selama tahun 2018 sebagai berikut : 

Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

1.548.753.450 1.442.824.651 93,16 

Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

1.237.530.000 883.401.561 71,38 

Peningkatan  Pengembangan 
Sistem  Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

44.260.000 41.764.000 94,36 

Pengembangan Kinerja 
Pengelolaan Persampahan 

6.239.388.850 5.797.013.310 92,90 

Pengendalian Pencemaran  dan 
Perusakan Lingkungan Hidup 

1.190.956.500 861.668.950 72,35 
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Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Perlindungan dan Konservasi 
Sumber Daya Alam 

861.262.000 365.151.200 42,39 

Peningkatan Kualitas dan Akses 
Informasi SDA dan LH 

126.580.000 121.427.000 95,92 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 
(RTH) 

6.168.982.900 6.053.502.196 98,12 

Peningkatan Peran Serta 
Masyarakat Dalam Peningkatan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 

500.641.400 491.576.200 98,18 

Pembinaan Lingkungan Sosial 433.048.900 394.579.643 91,11 

Jumlah 18.351.404.000 16.452.908.711 89,65 

 

 
Sasaran 18 : Meningkatnya Wisatawan 

Indikator Satuan 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

1. Persentase 
Peningkatan 
Jumlah 
Kunjungan 
Wisatawan 

% 31,4 248,16 790,32 10 11 110 

Capaian Rata-rata Sasaran 18 790,32  110 

 
Tercapainya indikator sasaran pada tahun 2018 tidak terlepas dari kendala 

dan hambatan antara lain : 

1. Belum memiliki analisa pasar pariwisata secara menyeluruh sebagai dasar 

promosi; 

2. Belum memiliki Kalender Evenr sehingga promosi yang dilakukan belum 

maksimal; 

3. Belum terbangunnya Kerjasama antar wilayah secara regional maupun 

nasional dalam pengembangan kepariwisataan; 

4. Belum menariknya investasi terhadap potensi industri pariwisata di 

kabupaten Lumajang; 

5. Koordinasi lintas sektoral yang masih lemah, sehingga untuk mewujudkan 

Kabupaten Lumajang sebagai daerah tujuan wisata belum bisa tercapai 

secara maksimal; 
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6. Sebagian SDM Masyarkat pelaku wisata seperti Pokdarwis masih belum 

memahami betapa pentingnya nilai pariwisata  sebagai pendongkrak 

ekonomi masyarakat; 

7. Kurangnya SDM pelaku usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Lumajang; 

8. Kurangnya data pelaku usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Lumajang; 

9. Kurangnya promosi hasil – hasil usaha ekonomi kreatif di Kabupaten 

Lumajang. 

 
Adapun strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan 

tersebut antara lain : 

1. Melakukan analisa-analisa sederhana agar usaha promosi yang dilakukan 

tetap optimal; 

2. Koordinasi dengan Stakeholder terkait event-event yang dilaksanakan; 

3. Membangun Kerjasama antar wilayah secara regional maupun nasional 

dalam pengembangan kepariwisataan; 

4. Peningkatan Kerjasama dalam menarik minat investor untuk 

pengembangan industri kepariwisataan di Kabupaten Lumajang; 

5. Peningkatan sinergitas antar OPD yang dimonitoring oleh pucuk pimpinan 

sebagai implementasi amanah Peraturan Presiden No 14 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No 64 Tahun 2014 

tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan 

Kepariwisataan; 

6. Pembinaan dan sosialisasi untuk meningkatan SDM Pelaku Pariwisata di 

Kabupaten Lumajang 

7. Dilakukan pelatihan, pembinaan dan monitoring yang intensif bagi pelaku 

usaha ekonomi kreatif; 

8. Dilakukan pendataan bagi pelaku usaha di Kabupaten Lumajang; 

9. Dilakukan even – event baik dilakukan didalam Kabupaten maupun diluar 

Kabupaten; 

 
Pencapaian kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh program dan 

anggaran Pemerintah Daerah selama tahun 2018 sebagai berikut : 
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Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Program Pengembangan Pemasaran 
Pariwisata 

2.375.229.000 2.194.357.700 92,39 

Program Pengembangan Kemitraan 44.775.000 39.325.000 87,83 

Program Pengembangan Destinasi 
Pariwisata 

5.991.880.400 5.818.996.734 97,11 

Program Peningkatan 
Pengembangan Ekonomi Kreatif 

1.036.084.600 866.062.000 83,59 

Jumlah 9.447.969.000 8.918.741.434 94,40 

 

 

Sasaran 19 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah 

Indikator Satuan 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Indeks Kualitas 
Layanan 
Infrastruktur 

% 5,335 3,438 64,45 6,971 2,503 35,86 

Capaian Rata-rata Sasaran 19 64,45  35,86 
 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 

pada tahun 2018 sebesar 35,86%, mengalami penurunan pada tahun 2017. 

Penurunan capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari kendala dan hambatan 

antara lain : 

1. Terjadinya kerusakan jalan dan jembatan diakibatkan oleh penggunaan 

atau pemakaian jalan dan jembatan yang tidak sesuai dengan 

kemampuannya / peruntukan / klas jalannya; 

2. Bahu dan drainase jalan yang tergenang oleh air yang menyebabkan 

pengurangan rencana umur jalan; 

3. Penumpukan sedimen dalam bangunan dan saluran irigasi yang 

menyebabkan pengurangan kapasitas dalam bangunan dan saluran irigasi 

sehingga dapat menyebabkan bangunan dan saluran irigasi menjadi rawan 

banjir dan rawan kekeringan; 

4. Pengurangan anggaran secara mandiri sebagai akibat perhitungan SILPA 

APBD Kabupaten Lumajang sangat berdampak pada capaian kinerja Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dalam pelayan 

infrastruktur kepada masyarakat. 
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Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan adalah : 

1. Melakukan koordinasi dengan pihak dan instansi terkait untuk menertibkan 

penggunaan jalan sesuai dengan kelas jalan yang telah ditentukan; 

2. Membenahi bahu jalan dan membangun saluran drainase yang baik , 

sosialisasi tentang pemeliharaan jalan supaya masyarakat tidak menutup 

saluran drainase dan menimbun bahu jalan sehingga jalan tidak tergenang 

oleh air sehingga umur rencana tetap terjaga; 

3. Melakukan normalisasi bangunan dan saluran irigasi terjadi peningkatan 

kapasitas bangunan dan saluran irigasi dalam penangulangan daerah rawan 

banjir dan kekeringan; 

4. Melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur sesuai skala prioritas 

kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu dilakukan 

pengusulan kegiatan untuk pendanaan melalui APBD Provinsi atau APBN. 

 
Capaian kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh program/kegiatan dan 

dukungan anggaran Pemerintah Daerah selama tahun 2018 sebagai berikut : 

Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

2.168.666.000 1.788.480.863 82,47 

Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

2.363.268.000 2.294.498.417 97,09 

Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

151.300.000 112.472.000 74,34 

Pembangunan Sistem 
Informasi Database Jalan dan 
Jembatan 

300.000.000 297.265.000 99,09 

Pengembangan dan 
Pengelolaan Jaringan Irigasi, 
Rawa dan Jaringan Pengairan 
Lainnya 

15.921.711.000 13.658.686.340 85,79 

Pengendalian Banjir 2.821.959.000 2.796.032.000 99,08 

Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Pelayanan Umum 

450.000.000 440.046.024 97,79 

Penyelenggaraan Jalan 67.357.794.693 63.821.749.617 94,75 

Penyelenggaraan Jembatan 26.040.200.000 22.057.369.125 84,71 

Peningkatan dan 
Pengembangan Infrastruktur 
Dasar Permukiman 

14.345.976.826 11.336.387.700 79,02 
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Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Pembinaan Jasa Kontruksi dan 
Pelayanan Teknis 

11.331.300.000 10.550.138.000 93,11 

Peningkatan dan 
Pengembangan Pengelolaan 
Barang Daerah 

12.000.000 10.050.000 83,75 

Jumlah 143.264.175.519 129.163.175.086 90,16 

 
 
Sasaran 20 : Meningkatnya Penataan Kawasan Daerah Sesuai Tata Ruang 

Indikator Satuan 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Jumlah 
Dokumen Tata 
Ruang yang 
Diperdakan 

Dokumen 1 0 0 1 0 0 

Capaian Rata-rata Sasaran 20 0  0 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Selama tahun 2017 dan tahun 

2018 tidak ada dokumen tata ruang yang diperdakan.  

 
Capaian kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh programn dan anggaran 

Pemerintah Daerah selama tahun 2018 sebagai berikut : 

Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Penyelenggaraan Tata Ruang 1.930.275.000 1.842.998.151 95,48 

Jumlah 1.930.275.000 1.842.998.151 95,48 

 

 

Sasaran 21 : Meningkatnya Ketahanan Pangan  

Indikator Satuan 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

1. Skor Pola 
Pangan 
Harapan 
(PPH)  

% 90,90 90,58 99,65 92,2 91,80 99,57 

Capaian Rata-rata Sasaran 21 99,65  99,57 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2018 untuk indikator Pola 

Pangan Harapan mengalamai penurunan pada tahun 2017. Adapun kendala 

dan hambatan yang dihadapi antara lain : 

1. Pemahaman masyarakat terhadap penganekaragaman konsumsi pangan 

masih kurang; 

2. Maraknya pangan impor yang menyebabkan kurang berkembangnya 

pangan local; 

3. Mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih belum terjamin; 

4. Belum dioptimalkan pekarangan untuk dimanfaatkan sebagai lumbung 

hidup bagi keluarga; 

5. Pada saat- saat tertentu akses pangan masyarakat masih belum sesuai 

harapan, dikarenakan faktor musim panen. 

 
Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan 

untuk mewujudkan capaian kinerja agar lebih baik adalah: 

1. Secara terus menerus memberikan sosialisasi dan promosi 

penganekaragaman konsumsi pangan atau dikenal pangan Beragam, 

Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) baik melalui penyuluhan maupun 

Lomba Cipta Menu; 

2. Mengimplementasikan secara konkrit Aksi Gerakan Kembali ke Pangan 

Lokal (SI-GEMPAL); 

3. Melakukan edukasi kepada sekolah-sekolah, produsen dan konsumen 

pangan terhadap pentingnya menjaga mutu dan kemanan pangan; 

4. Mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan baik di keluarga maupun 

perkantoran; 

5. Pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM) dan pengembangan 

lumbung pangan masyarakat; 

 
Capaian kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh programn dan anggaran 

Pemerintah Daerah selama tahun 2018 sebagai berikut : 
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Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Peningkatan Konsumsi Pangan 517.485.000 513.912.200 99,30 

Peningkatan Ketahanan Pangan 448.010.000 438.066.000 97,78 

Jumlah 965.495.000 951.978.200 98,60 
 

 

Sasaran 22 : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Desa  

Indikator Satuan 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Penurunan 
Jumlah Desa 
Tertinggal (DT) 
dan Desa 
Sangat 
Tertinggal (DST) 
Berdasarkan 
Indeks Desa 
Membangun 

Desa 5 6 120 5 10 200 

Capaian Rata-rata Sasaran 22 120  200 

 

Tercapainya indikator sasaran pada tahun 2018 tidak terlepas dari kendala dan 

hambatan, antara lain : 

1. Kondisi alam desa di Kabupaten Lumajang hampir 40 % 

pegunungan/perbukitan. 

2. Masih kentalnya ego sektoral OPD Kabupaten Lumajang 

3. Peran Lembaga ekonomi desa di masyarakat belum optimal 

4. Keberadaan lembaga kemasyarakatan desa belum berperan masksimal di 

masyarakat desa. 

5. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum optimal. 

 
Strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan untuk 

mewujudkan capaian kinerja agar lebih baik adalah : 

1. Meningkatkan Kapasitas lembaga ekonomi dea dalam peningkatan 

perekonomian masyarakat desa. 

2. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa sebagai penggerak 

pemberdayaan masyarakat desa. 
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3. Meningkatkan kapasiatas dan penatalaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan desa dalam peningkatakan pelayanan kepada masyarakat 

desa. 

4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dalam meningkatkan 

keberdayaan masyarakat dan desa. 

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh program/kegiatan dan 

dukungan anggaran Pemerintah Daerah selama tahun 2018 sebagai berikut : 

Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Pelayanan Administrasi Perkantoran 993.481.500 950.428.545 95,67 

Peningkatan Sarana Dan Prasarana 
Aparatur 

351.213.600 332.136.222 94,57 

Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja Dan 
Keuangan 

9.496.000 9.426.000 99,26 

Peningkatan Keberdayaan 
Masyarakat Pedesaan 

1.999.153.600 1.853.024.400 92,69 

Pengembangan Lembaga Ekonomi 
Pedesaan 

718.159.000 680.374.600 94,74 

Peningkatan Partisipasi Masyarakat 
Dalam Pembangunan Desa 

279.700.000 194.104.350 69,40 

Peningkatan Kapasitas Aparatur 
Pemerintah Desa 

1.287.542.000 925.134.200 71,85 

Peningkatan Peran Perempuan Di 
Pedesaan 

999.600.000 844.080.800 84,44 

Peningkatan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 

865.276.000 521.795.600 60,30 

Pengembangan Potensi Desa 234.554.400 210.647.400 89,81 

Pembinaan Dan Fasilitasi 
Pengelolaan Keuangan Desa 

472.368.000 433.684.700 91,81 

Jumlah 8.210.544.100 6.954.836.817 84,71 

 

 

Sasaran 23 : Meningkatnya Kualitas Sarana Dasar Permukiman 

Indikator Satuan 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Persentase 
Rumah Tangga 
yang Terlayani 
Infrastruktur 
Dasar 

% 62,08 58,37 94,02 62,18 51,70 83,15 

Capaian Rata-rata Sasaran 23 94,02  83,15 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 

pada tahun 2018 sebesar 83,15% mengalami penurunan dari tahun 2017. hal 

tersebut tidak terlepas dari kendala dan hambatan antara lain : 

1. Kondisi Geografis wilayah Kabupaten Lumajang merupakan Pengunungan 

serta Faktor Cuaca;  

2. Masih terbatasnya prasarana dan sarana untuk mendukung pembangunan 

infrastruktur; 

3. Terbatasnya Tenaga Ahli dan Anggaran yang ada. 

 
Upaya-upaya yang terus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang 

terjadi dan untuk mewujudkan capaian kinerja agar lebih baik adalah: 

1. Mengoptimalkan petugas/tenaga yang ada; 

2. Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Pasarana untuk mendukung kegiatan. 

 

Capaian kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh program/kegiatan dan 

dukungan anggaran Pemerintah Daerah selama tahun 2018 sebagai berikut : 

Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Pelayanan Administrasi Perkantoran 579.685.500 524.316.679 90,45 

Peningkatan Sarana Dan Prasarana 
Aparatur 

671.620.000 662.052.406 98,58 

Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja Dan 
Keuangan 

28.000.000 17.167.700 61,31 

Pengembangan Perumahan 2.956.696.500 2.644.318.069 89,43 

Lingkungan Sehat Perumahan 170.000.000 116.490.000 68,52 

Lingkungan Sehat Permukiman 850.895.000 764.372.800 89,83 

Jumlah 5.256.897.000 4.728.717.654 89,95 

 
 

Sasaran 24 : Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial   

Indikator Satuan 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Persentase 
PMKS Skala 
Kabupaten yang 
Memperoleh 
Bantuan Sosial 

% 26,73 26,71 99,73 26,77 13,90 51,92 
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Untuk 
Pemenuhan 
Kebutuhan 
Dasar 

Capaian Rata-rata Sasaran 24 99,73  51,92 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 

pada tahun 2018 sebesar 51,92%. Adapun kendala dan hambatan yang 

dihadapi antara lain : 

1. Kemampuan sasaran yang tertangani persentasenya kecil dibanding 

dengan jumlah sasaran yang akan ditangani; 

2. Jumlah Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dari tahun ke tahun 

masih tinggi; 

3. Terbatasnya anggaran dan sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial 

Lumajang. 

 

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan yang terjadi 

dan untuk mewujudkan capaian kinerja agar lebih baik adalah: 

1. Menjadikan semua program dan kegiatan yang ditujukan untuk 

mewujudkan usaha kesejahteraan social sebagai suatu tanggung jawab 

bersama antara Pemerintah dan masyarakat; 

2. Mendorong dan mengembangkan usaha kesejahteraan social, berbasis 

masyarakat, mengembangkan keswadayaan social masyarakat untuk 

mencegah dan menanggulangi permasalahan kesejahteraan social di 

lingkungannya; 

3. Membina dan mengembangkan tenaga Kesejahteraan Sosial, sebagai 

mitra kerja Pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan Sosial; 

4. Mendorong partipasi keluarga fakir miskin melalui penyadaran akan 

permasalahan dan potensi dirinya. 

 

Capaian kinerja sasaran diatas didukung oleh program/kegiatan dan dukungan 

anggaran Pemerintah Daerah selama tahun 2018 sebagai berikut : 
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Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Pengembangan Wawasan 
Kebangsaan 

43.000.000 40.708.000 94,66 

Pelayanan Administrasi Perkantoran 681.019.900 585.014.131 85,90 

Peningkatan Sarana Dan Prasarana 
Aparatur 

389.670.000 354.923.343 91,08 

Peningkatan pengembangan system 
pelaporan capaian kinerja dan 
keuangan 

3.530.000 3.528.000 99,95 

Pemberdayaan Fakir Miskin,KAT, dan 
Penyandang Masalah Kesejateraan 
Sosial (PMKS) lainnya 

1.521.152.500 1.119.241.700 73,57 

Pelayanan dan Rehabilitasi 
Kesejahteraan Sosial 

994.456.100 718.341.750 72,23 

Pembinaan Para Penyandang Cacat 
dan Trauma 

310.627.500 308.399.715 99,28 

Pembinaan Panti Asuhan/Panti 
Jompo 

1.008.245.000 863.474.500 85,64 

Pembinaan Eks Penyandang 
Penyakit Sosial (Eks Narapidana, 
Psk, Narkoba Dan Penyakit Sosial 
Lainnya) 

69.077.500 69.009.400 99,90 

Pemberdayaan Kelembagaan 
kesejahteraan sosial 

310.081.000 283.971.000 91,57 

Pengelolaan sarana dan prasarana 
sosial 

115.000.000 112.748.939 98,04 

Jumlah 5.445.859.500 4.459.360.478 81,89 

 

 

Sasaran 25 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi 

Kependudukan  

Indikator Satuan 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Persentase Penduduk 
yang Terlayani 
Adminduk 

% 90 86 0,96 90 86 95,56 

Capaian Rata-rata Sasaran 25 0,96  95,56 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 

pada tahun 2018 sebesar 95,56%. Adapun kendala dan hambatan yang 

dihadapi antara lain : 
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1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen 

kependudukan dan pencatatan sipil. 

2. Masih rendanya kesadaran masyarakat melaporkan peristiwa penting 

kependudukan. 

3. Masih kurangnya SDM dan Sarana dan Prasarana dalam mendukung 

tercapainya Dokumen Administrasi Kependudukan. 

4. Blanko pencetakan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk kekurangan 

dari Kementerian Dalam Negeri. 

 
Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan 

untuk mewujudkan capaian kinerja agar lebih baik adalah: 

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen 

kependudukan dan pencatatan sipil. 

2. Meningkatnya kualitas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan 

pencatatan sipil. 

3. Penambahan SDM dan sarana prasarana yang dibutuhkan. 

4. Penambahan blanko pencetakan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda 

Penduduk kekurangan dari Kemendagri. 

 

Berbagai kebijakan program yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja 

sasaran tersebut dan dukungan anggaran Pemerintah Daerah selama tahun 

2018 antara lain : 

Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.200.015.000 1.101.858.437 91,82 

Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

1.627.357.000 1.323.895.799 81,35 

Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

39.580.000 22.083.000 55,79 

Penataan Administrasi Kependudukan 3.091.870.000 2.832.817.178 91,62 
Jumlah 5.958.822.000 5.280.654.414 88,61 
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Sasaran 26 : Meningkatnya Keterbukaan Komunikasi dan Informasi  

Indikator Satuan 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Penyebarluasan 
Informasi Melalui 
Media Publik 

Media 273 410 150,18 294 304 103,4 

Capaian Rata-rata Sasaran 26 150,18  103,4 

 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 

pada tahun 2018 sebesar 103,4%. Tercapainya indikator sasaran tidak terlepas 

dari kendala dan hambatan antara lain : 

1. Bentang geografis Kabupaten Lumajang yang luas dan tingkat 

heterogenitas masyarakat; 

2. Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika 

antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah 

blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK) dan blank spot pancaran 

sinyal radio; 

3. Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK / 

gagap teknologi (gaptek); 

4. Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti 

penting komunikasi dan informatika; 

5. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum maksimal 

pemanfaatannya; 

6. Keterbatasan SDM yang ada di Dinas komunikasi dan informatika; 

 

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan yang terjadi 

dan untuk mewujudkan capaian kinerja agar lebih baik adalah: 

1. Menyediakan layanan publik berupa data dan informasi yang terus di 

update baik melalui media cetak maupun media elektronik dan website; 

2. Menyedikan layanan TIK bagi masyarakat berupa media center dan hotspot 

diwilayah publik (lingkup kota) serta sekitar kantor Kecamatan dan 

Puskesmas; 



 

  

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018– hal.68 

 
 

3. Melayani kebutuhan informasi tentang potensi Lumajang dari segi sosial, 

ekonomi, politik dan pemerintahan melalui media cetak dan elektronik 

(Koran, Tv, Radio, Tabloid, Majalah dan website); 

4. Memberikan pendidikan dan pembelajaran teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) untuk pegawai di OPD dan masyarakat umum, guna 

meminimalisasi masyarakat yang gagap teknologi (gaptek); 

5. Memfasilitasi berbagai kegiatan/ pemberdayaan Kelompok Informasi 

Masyarakat (KIM); 

6. Menampung dan mengevaluasi pendapat masyarakat/ opini publik sebagai 

masukan bagi kebijakan pemerintah dalam pembangunan;  

7. Mengembangkan infrastruktur TIK melalui pengembangan aplikasi, muatan 

layanan publik, standarisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka 

peningkatan pelayanan public; 

 
Berbagai kebijakan program yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja 

sasaran tersebut diatas dan dukungan anggaran Pemerintah Daerah selama 

tahun 2018 antara lain : 

Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.360.330.940 1.229.172.096 90,36 

Peningkatan Sarana Dan Prasarana 
Aparatur 

1.070.597.060 942.983.107 88,08 

Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja Dan 
Keuangan 

23.832.000 20.973.800 88,01 

Pengelolaan Informasi Dan Media 
Massa 

1.673.422.000 1.617.668.310 96,67 

Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi 
Publik 

875.519.000 816.441.242 93,25 

Optimalisasi Pengelolaan Teknologi 
Informasi Dan Komunikasi (Tik) 

835.123.000 805.093.492 96,40 

Pengembangan Data/ Informasi/ 
Statistik Daerah 

94.970.000 82.110.000 86,46 

Pengamanan Informasi 
Pemerintahan Daerah 

183.040.000 147.455.020 80,56 

Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai 435.750.000 421.830.000 96,81 

Jumlah 6.552.584.000 6.083.727.067 92,84 
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Sasaran 27 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik  

Indikator Satuan 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

1. Persentase 
OPD dengan 
Predikat 
Wilayah 
Bebas 
Korupsi 
(WBK) 

% 15 19 127 46,8 28 60 

2. Nilai 
Maturitas 
SPIP 

Skor 3 3 100 3 3 100 

3. Nilai LPPD 
Kategori 

Sangat 
Tinggi 

Sangat 
Tinggi 

100 
Sangat 
Tinggi 

Sangat 
Tinggi 

100 

4. Nilai SAKIP 
Kabupaten 

Kategori B B 100 B B 100 

5. Persentase 
Kompetensi 
ASN 

% 80 90 112 85 91 107,06 

6. Prosentase 
Prolegda 
yang 
Ditetapkan 
Menjadi 
Perda  

% 24 17 0,70 25 19 76 

7. Hasil Audit 
Kearsipan 
Pemerintah 
Kabupaten 

 65 67,7 104,15 70 71,1 101,57 

8. Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 

Nilai - 77,65 - 80 80 100 

Capaian Rata-rata Sasaran 27 91,97  93,06 
 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 

pada tahun 2018 sebesar 93,06%. 

a. Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dari pencapaian indikator 

Persentase Kompetensi ASN antara lain : 

1. Yang diikutkan Diklat pim saat itu seluruh pejabat struktural yang 

mendekati BUP; 

2. Adanya keengganan Pejabat untuk dikirim Diklatpim; 

3. Biaya pelaksanaan diklat terbatas; 
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4. Data Analisis Jabatan belum di susun; 

5. Standart Kompetensi Jabatan belum di susun. 

 

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan agar 

kedepannya capaian kinerja bisa lebih baik adalah : 

1. Melaksanakan diklatpim secara kontinyu setiap tahun dengan 

menambah peserta diklat; 

2. Memotifasi kepada ASN agar mau dikirim Diklatpim; 

3. Mengadakan pelaksanaan diklat model e-learning; 

4. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi agar anjab segera di susun; 

5. Standart kompetensi jabatan segera di susun. 

 

b. Kendala dan hambatan yang dihadapi dari pencapaian indikator Nilai LPPD 

Pemda antara lain : 

1. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting dalam upaya pencapaian target kinerja; 

2. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting dalam manajemen dalam upaya pencapaian target kinerja 

keuangan; 

3. Peraturan perundang-undangan yang sering berubah. 

 

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan agar 

kedepannya capaian kinerja bisa lebih baik adalah : 

1. Mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan 

kemampuannya dengan mengikutsertakan setiap diselenggarakan 

kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-

pembinaan, sosialisasi dan lain-lain baik formal maupun non formal 

yang diselenggarakan pemerintah daerah maupun pihak lain yang 

berkompeten; 

2. Melakukan penambahan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan secara 

bertahap mengingat kemampuan anggaran yang terbatas, dimana 

penambahan-penambahan tersebut disesuaikan dengan standar 

kualitas yang dibutuhkan; 
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3. Meningkatkan pemahaman terhadap sistem dan prosedur yang baru 

adalah dengan jalan melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi 

yang berkompeten.  

 

c. Kendala dan hambatan yang dihadapi dari pencapaian indikator Persentase 

OPD dengan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Nilai Maturitas 

SPIP antara lain : 

1. Komitmen organisasi perangkat daerah; 

2. Belum diperolehnya opini WTP menyebabkan belum bisa 

dilaksanakannya pembangunan WBK. 

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan agar 

kedepannya capaian kinerja bisa lebih baik adalah sosialisasi, konsultasi 

dan koordinasi terkait pembangunan WBK. 

 

d. Kendala dan hambatan yang dihadapi dari pencapaian indikator Prosentase 

Prolegda yang Ditetapkan Menjadi Perda antara lain : 

1. Kurangnya kesiapan dari OPD pengusul Perda; 

2. Kurangnya respon dan ketepatan waktu dari OPD pengusul Perda. 

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan agar 

kedepannya capaian kinerja bisa lebih baik adalah : 

1. Kemampuan OPD dalam mengenali kebutuhan Perda yang diajukan; 

2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang membuat program 

dan kegiatan berjalan dengan semestinya. 

 

e. Kendala dan hambatan yang dihadapi dari pencapaian indikator Hasil Audit 

Kearsipan Pemerintah Kabupaten antara lain : 

1. Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM kearsipan; 

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Kearsipan. 

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan agar 

kedepannya capaian kinerja bisa lebih baik adalah : 

1. Peningkatan SDM Kearsipan; 
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2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan. 

 

Berbagai kebijakan program yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja 

sasaran tersebut diatas dan dukungan anggaran Pemerintah Daerah selama 

tahun 2018 antara lain : 

Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Persentase Kompetensi ASN :    

Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

1.948.915.000 1.771.545.807 90,90 

Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

932.645.000 903.377.619 96,86 

Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

61.610.000 54.171.400 87,93 

Pengembangan Sumber Daya 
Manusia 

4.133.843.500 2.790.979.626 67,52 

Pengadaan dan Mutasi 950.562.000 718.819.400 75,62 

Sistem Informasi Kepegawaian 656.500.000 606.556.000 92,39 

Pembinaan Pegawai 486.932.000 238.305.000 48,94 

Nilai LPPD Pemerintah 
Daerah : 

   

Peningkatan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Umum 

50.000.000 40.475.000 80,95 

Persentase OPD dengan 
Predikat Wilayah Bebas 
Korupsi (WBK) dan Nilai 
Maturitas SPIP : 

   

Pelayanan Administrasi  
Perkantoran 

855.924.050 753.745.778 88,06 

Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

391.050.950 345.391.399 88,32 

Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

9.000.000 8.980.000 99,78 

Peningkatan Sistem Pengawasan 
Internal dan Pengendalian 
Pelaksanaan Kebijakan Secara 
Berkala 

2.192.200.000 1.882.681.200 85,88 

Peningkatan Profesionalisme 
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 
Pengawasan 

200.000.000 143.484.500 71,74 

Penataan dan Penyempurnaan 
Kebijakan Sistem dan Prosedur 
Pengawasan 

60.600.000 55.932.000 92,29 

Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian intern Pemerintah 

345.825.000 271.864.200 78,61 

Peningkatan Percepatan 285.000.000 125.088.000 43,89 
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Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Pemberantasan Korupsi 

Prosentase Prolegda yang 
Ditetapkan Menjadi Perda : 

   

Pengembangan dan 
Penyempurnaan Produk Hukum 

602.000.000 470.848.501 78,21 

Hasil Audit Kearsipan 
Pemerintah Kabupaten : 

   

Perbaikan Sistem Administrasi 
Kearsipan 

40.439.000 37.389.000 92,46 

Penyelamatan dan Pelestarian 
Dokumen/Arsip Daerah 

361.750.000 357.865.000 98,92 

Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Sarana dan Prasarana Kearsipan 

7.325.000 7.325.000 100 

Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Informasi 

105.090.000 82.530.000 78,53 

Nilai SAKIP Kabupaten dan 
Nilai Indeks Kepuasan 
Masyarakat : 

   

Penataan Kelembagaan dan 
Ketatalaksanaan serta 
Peningkatan Kapasitas 
Kelembagaan 

259.081.500 182.749.016 70,54 

Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Masyarakat 

167.992.400 113.789.100 67,73 

Peningkatan Kapasitas Kinerja 
Kelembagaan 

161.475.000 136.324.689 84,84 

Jumlah 15.265.760.400 12.100.217.235 79,26 

 
 
 

Sasaran 28 : Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah 

Indikator Satuan 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

1. Opini BPK opini WTP WDP 75 WTP - - 

Capaian Rata-rata Sasaran 28 75  - 
 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tidak ada rata-rata capaian 

kinerja sasaran pada tahun 2018 dikarenakan masih dalam proses pemeriksaan 

BPK-RI. Kemungkinan Nilai Opini dari BPK bisa keluar pada Bulan Juni 2019. 
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Berbagai kebijakan program yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja 

sasaran tersebut dan dukungan anggaran Pemerintah Daerah selama tahun 

2018 antara lain : 

Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Peningkatan Sarana Dan 
Prasarana Aparatur 

3.721.970.450 3.374.755.626 90.67 

Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 
Dan Keuangan 

1.525.995.000 1.177.288.729 77.15 

Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 
Dan Keuangan 

44.893.850 44.263.000 98.59 

Peningkatan Dan Pengembangan 
Penyusunan Perencanaan 
Anggaran Pemerintah Daerah 

2.219.545.000 1.843.546.465 83.06 

Peningkatan Dan Pengembangan 
Pelaksanaan Penatausahaan 
Keuangan Pemerintah Daerah 

961.152.400 802.900.978 83.54 

Peningkatan Dan Pengembangan 
Pelaksanaan Sistem Dan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah 
Daerah 

1.788.232.600 1.293.416.640 72.33 

Peningkatan Dan Pengembangan 
Pelaksanaan Penatausahaan 
Barang Milik Daerah 

1.229.858.000 845.811.830 68.77 

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

830.410.000 758.779.500 91.37 

Jumlah 12.322.057.300 10.140.762.768 82.30 

 

Sasaran 29 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat  

Indikator Satuan 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Persentase Penurunan 
Gangguan Ketrentaman 
dan Ketertiban Umum 

% 5 5,71 114,2 5 8,67 173,47 

Capaian Rata-rata Sasaran 29 114,2  173,47 
 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 

pada tahun 2018 sebesar 173,47%. Adapun kendala dan hambatan yang 

dihadapi Pada tahun 2018 tersebut adalah : 

1. Modus kejahtahan bervariasi 

2. Permasalahan terkait tambang pasir yang masih belum tuntas 
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Adapun strategi yang untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut antara 

lain : 

1. Peningkatan koordinasi dengan jajaran terkait 

2. Membangun jaringan informasi yang lebih luas 

 
Berbagai kebijakan program yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja 

sasaran tersebut diatas dan dukungan anggaran Pemerintah Daerah selama 

tahun 2018 antara lain : 

Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Peningkatan dan keamanan dan 
kenyamanan lingkungan 

966.496.000 966.203.000 99,97 

Jumlah 966.496.000 966.203.000 99,97 

 

 

Sasaran 30 : Meningkatnya Penanganan Penanggulangan Bencana 

Indikator Satuan 

Tahun 2017 Tahun 2018 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

(%) 

Indeks Risiko 
Bencana  

skor 184,8 148 80,09 173,25 146 84.27 

Capaian Rata-rata Sasaran 30 80,09  84,27 

 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 

pada tahun 2018 sebesar 84,27%, pencapaian indikator sasaran tidak terlepas 

dari kendala dan hambatan antara lain : 

1. Kejadian bencana alam yang terjadi tidak dapat diprediksi; 

2. Infrastruktur yang rusak akibat bencana dapat mengurangi angka capaian 

kapasitas daerah; dan 

3. Terbatasnya sumber daya aparatur yang ada 

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan diatas, 

sekaligus untuk mewujudkan capaian kinerja agar lebih baik adalah : 

1. Pembinaan Desa Tangguh 

2. Membentuk komunitas peduli bencana 
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3. Perbaikan darurat infrastruktur yang rusak supaya tidak berakibat 

meluasnya dampak bencana.  

Berbagai kebijakan program yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja 

sasaran tersebut diatas dan dukungan anggaran Pemerintah Daerah selama 

tahun 2018 antara lain : 

Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

998.918.000 998.159.400 99,92 

Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

599.196.000 591.536.500 98,72 

Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

13.560.000 13.560.000 100 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
Penanggulangan Bencana 

2.152.820.000 2.138.501.500 99,33 

Penanganan Tanggap Darurat 
dan Pemulihan Pasca Bencana 

1.412.400.000 1.406.777.100 99,6 

Jumlah 5.176.894.000 5.148.534.500 99,45 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
Dari hasil perhitungan data capaian kinerja dengan 30 sasaran dan 42 IK 

(Indikator Kinerja) sasaran yang terdapat pada BAB III, dapat kami simpulkan 

sebagai berikut : 

• 10 sasaran tercapai dengan rincian : 

No Sasaran 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Sumber Data 

1 Meningkatnya aksesibilitas dan 
kualitas pendidikan  

100,75 Surat dari Dinas Pendidikan 
Kab. Lumajang No. 
069.2/1474/427.41/2019 tgl 15 
Januari 2019 

2 Meningkatnya minat baca 
masyarakat 

103 Surat dari Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan Kab. Lumajang 
No. 069.5/59/427.47/2019 tgl 
28 Januari 2019 

3 Meningkatnya Prestasi Olahraga 
Daerah 

133 Surat dari Dinas Pemuda dan 
Olahraga Kab. Lumajang No. 
069.5/029/427.52/2019 tgl 14 
Januari 2019 

4 Meningkatnya Usaha Perdagangan 103,62 Surat dari Dinas Perdagangan 
Kab. Lumajang No. 
069/110/427.51/2019 tgl 23 
Januari 2019 

5 Meningkatnya Sektor Industri 107,43 Surat dari Dinas Perdagangan 
Kab. Lumajang No. 
069/110/427.51/2019 tgl 23 
Januari 2019 

6 Meningkatnya Pertumbuhan 
Ekonomi Sektor Perikanan Dalam 
PDRB 

107,31 Surat dari Dinas Perikanan Kab. 
Lumajang No. 
069.5/21/427.58/2019 tgl 14 
Januari 2019 

7 Meningkatnya Wisatawan 110 Surat dari Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kab. Lumajang 
No. 556/027/427.50/2019 tgl 
11 Januari 2019 
 



Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – hal.78 
 

No Sasaran 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Sumber Data 

8 Meningkatnya Keberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

200 Surat dari Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kab. 
Lumajang No. 
069.5/84/427.60/2019 tgl 15 
Januari 2019 

9 Meningkatnya Keterbukaan 
Komunikasi dan Informasi 

103,40 Surat pengantar dari Dinas 
Komunikasi dan Informatika 
No. 045.02/183/427.53/2019 
tgl 15 Januari 2019 

10 Meningkatnya Ketentraman dan 
Ketertiban masyarakat 

173,40 Surat pengantar dari Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik 
No. 050/081/427.75/2019 tgl 9 
Januari 2019 

 

• 15 sasaran tidak tercapai dengan rincian : 

No Sasaran 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Sumber Data 

1 Terpeliharanya Budaya Daerah 66,66 Surat dari Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan No. 
556/94/427.50/2019 tgl 4 
Februari 2019 

2 Meningkatnya Kualitas Pembinaan 
Keagamaan 

93,24 Surat dari Bag. Adm. Kesra 
Kab. Lumajang No. 
069.5/009/427.13/2019 tgl 15 
Januari 2019 

3 Terkendalinya Laju Pertumbuhan 
Penduduk 

93 Surat dari Dinas Pengendalian 
Penduduk, KB dan PP Kab. 
Lumajang No. 
069.5/169/427.48/2019 tgl 19 
Februari 2019 

4 Meningkatnya Kualitas Koperasi 
dan Usaha Mikro 

91,39 Surat dari Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro Kab. Lumajang 
No. 069.5/50/427.57/2019 tgl 
14 Januari 2019 

5 Meningkatnya Kualitas 
Infrastruktur Transportasi 

86,87 Surat dari Dinas Perhubungan 
Kab. Lumajang No. 
065/113/427.56/2019 tgl 28 
Januari 2019 

6 Peningkatan Daya Saing Tenaga 
Kerja 

89,61 Surat dari Dinas Tenaga Kerja 
Kab. Lumajang No. 
069.5/492/427.54/2019 tgl 29 
Januari 2019 

7 Meningkatnya Pertumbuhan 
Ekonomi Sektor Pertanian Dalam 
PDRB 

97,02 Surat dari Dinas Pertanian Kab. 
Lumajang No. 
520/0117/427.45/2019 tgl 14 
Januari 2019 
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No Sasaran 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Sumber Data 

8 Meningkatnya Kualitas Sumber 
Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

99,13 Surat dari Dinas Lingkungan 
Hidup Kab. Lumajang No. 
069.5/65/427.49/2019 tgl 15 
Januari 2019 

9 Meningkatnya Kualitas 
Infrastruktur Daerah 

35,86 Surat pengantar dari DPU-TR 
Kab. Lumajang No. 
050/1454/427.59/2019 tanggal 
28 Januari 2019 

10 Meningkatnya Ketahanan Pangan 99,57 Surat dari Dinas Ketahanan 
Pangan Kab. Lumajang No. 
050/10/427.44/2019 tgl 9 
Januari 2019 

11 Meningkatnya Kualitas Sarana 
Dasar Permukiman 

83,15 Surat dari Dinas Perumahan 
dan Kawasan Permukiman Kab. 
Lumajang No. 
900/64/427.61/2019 tgl 4 
Februari 2019 

12 Meningkatnya Kualitas  dan 
Jangkauan Pelayanan  Sosial 

51,92 Surat dari Dinas Sosial Kab. 
Lumajang No. 
460/95/427.42/2019 tgl 16 
Januari 2019 

13 Meningkatnya Kualitas Pelayanan 
Administrasi Kependudukan 

95,56 Surat dari Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kab. 
Lumajang No. 
069/91/427.43/2019 tgl 23 
Januari 2019 

14 Meningkatnya Tata Kelola 
Pemerintahan yang Baik 

93,06 1. Surat dari Inspektorat Kab. 
Lumajang No. 
069.5/055/427.3/2019 tgl 
15 Januari 2019. 

2. Surat dari Bag. Adm. 
Pemerintahan Kab. 
Lumajang No. 
069.5/029/427.11/2019 tgl 
15 Januari 2019. 

3. Surat dari Badan 
Kepegawaian Daerah Kab. 
Lumajang No. 
069/144/427.72/2019 tgl 15 
Januari 2019. 

4. Surat dari Bag. Hukum Kab. 
Lumajang No. 
005/29/427.12/2019 tgl 15 
Januari 2019. 

5. Surat dari Dinas Kearsipan 
dan Perpustakaan Kab. 
Lumajang No. 
069.5/59/427.47/2019 tgl 
28 Januari 2019 



Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – hal.80 
 

No Sasaran 
Capaian 
Kinerja 

(%) 
Sumber Data 

15 Meningkatnya Penanganan 
Penanggulangan Bencana 

84,27 Surat pengantar dari Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah No. 
069.5/111/427.76/2019 tgl 14 
Januari 2019 

 

• 5 sasaran tidak dapat dihitung dengan rincian : 

No Sasaran Keterangan Sumber Data 

1 Meningkatnya derajat 
kesehatan masyarakat 

Data realisasi Tahun 
2018 belum bisa 
ditampilkan mengingat 
data resmi dari BPS 
baru bisa didapatkan 
sekitar bulan Juli Tahun 
2019 

Surat dari Dinas 
Kesehatan Kab. 
Lumajang No. 
069.5/0238/427.55/2019 
tanggal 10 Januari 2019 
perihal Data capaian IKU 
Dinkes 

2 Meningkatnya Peran 
Serta Perempuan 
dalam Pembangunan 

Data realisasi Tahun 
2018 belum bisa 
ditampilkan mengingat 
data resmi dari BPS 
baru bisa didapatkan 
sekitar bulan Juni 
Tahun 2019 

Surat dari Bappeda Kab. 
Lumajang No. 
050/0206/427.71/2019 
tanggal 14 Januari 2019 
perihal pengiriman data 
capaian kinerja 
Perangkat Daerah 

3 Meningkatnya Investasi 
di Daerah 

pada tahun 2018 tidak 
bisa dihitung 
dikarenakan mulai 
pertengahan tahun 
terdapat regulasi 
dengan Sistem Online 
Single Submission 
(OSS) 

Surat dari DPM-PTSP 
Kab. Lumajang No. 
069.5/18/427.62/2019 
tanggal 14 Januari 2019 
perihal permintaan data 
capaian kinerja OPD 

4 Meningkatnya 
Penataan Kawasan 
Daerah Sesuai Tata 
Ruang 

Pada tahun 2018 tidak 
ada dokumen tata ruang 
yang di Perda-kan 

Surat pengantar dari 
DPU-TR Kab. Lumajang 
No. 
050/1454/427.59/2019 
tanggal 28 Januari 2019 

5 Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah 

Masih dalam proses 
pemeriksaan BPK-RI. 
Kemungkinan Nilai Opini 
dari BPK bisa keluar 
pada Bulan Juni 2019 

Surat pengantar dari 
BPKD Kab. Lumajang No. 
800/031/427.73/2019 
tanggal 10 Januari 2019 

 

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Lumajang merupakan 

pertanggungjawaban pencapaian Visi Bupati-Wakil Bupati Lumajang yaitu 



Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – hal.81 
 

”Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat” 

sebagaimana telah dituangkan dalam dokumen Reviu Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019 dan ditetapkan melalui 

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2018. Visi tersebut 

kemudian dirumuskan ke dalam 3 misi yaitu: 

Pertama :  Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, 

Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral  melalui Peningkatan 

Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan 

Keagamaan. 

Kedua :  Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan 

Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan 

UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya 

Ketiga : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis 

melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, 

Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong 

Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan 

Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat. 

 
Realisasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah dilakukan secara 

sistematis melalui penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah 

(RKPD) setiap tahun. Demikian pula pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten 

Lumajang telah menyusun RKPD yang berisi usulan strategi dan program/kegiatan 

dengan mengacu pada indikator dan target RPJMD tahun 2018. Atas dasar usulan 

RKPD tersebut, maka ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018. Atas 

dasar DPA maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang 

tahun 2018 dengan menetapkan sebanyak 30 sasaran strategis dan 42 indikator 

kinerja yang memberikan prioritas penekanan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Pemerintah Kabupaten Lumajang yang sudah ditetapkan sebelumnya melalui 

Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/290/427.12/2017. 

 



Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – hal.82 
 

Maka, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Lumajang 

ini dengan demikian disusun berdasarkan pada Indikator dan Target dalam 

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018. Berdasarkan 

data hasil dan capaian kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, maka diperoleh tingkat efisiensi 

kinerja terhadap 30 sasaran strategis dan 42 indikator kinerja yang sudah 

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 dengan uraian setiap capaian 

kinerja setiap misi sebagai berikut: 

 

Misi I :  Sebanyak  8 sasaran strategis (sasaran 1-8) diperoleh tingkat efisiensi 

kinerja sebagai berikut: 

- 4 sasaran mampu dicapai dengan sangat efisien; 

- 2 sasaran tidak efisien; 

- 2 sasaran tidak dapat dihitung, dikarenakan perhitungan 

menggunakan data dari BPS. 

Pencapaian kinerja misi I ini didukung dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp. 169.406.502.201,- 

Misi II :  Sebanyak  16 sasaran strategis (sasaran 9-24) diperoleh tingkat 

efisiensi kinerja sebagai berikut: 

- 8 sasaran mampu dicapai dengan sangat efisien; 

- 6 sasaran tidak efisien; 

- 1 sasaran tidak ada realisasi dikarenakan pada tahun 2018 untuk 

indikator persentase kenaikan nilai PMDN tidak dapat dihitung, 

karena mulai pertengahan tahun terdapat regulasi dengan Sistem 

Online Single Submission; 

- 1 sasaran dengan indikator jumlah dokumen tata ruang yang di 

Perda-kan juga tidak ada realisasi pada tahun 2018 karena pada 

tahun tersebut memang tidak ada dokumen tata ruang yang di 

Perda-kan. 

Pencapaian kinerja misi II ini didukung dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp. 269.646.442.654,- 





: TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT

:

Tujuan 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan, pembinaan keagamaan serta pengembangan dan pelestarian budaya

Indikator Kinerja Tujuan :

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 50,99 52,00 52,93 54,79 55,72 56,65

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Angka Melanjutkan (AM) 

dari SD/MI ke SMP/MTs

% 96 97 98 99 100 100 100

2 Angka Melanjutkan (AM) 

dari SMP/MTs ke 

SMA/SMK/MA

% 66 69 72 75 78 81 84

3 Angka Kelulusan (AL) 

SD/MI

% 100 100 100 100 100 100 100

4 Angka Kelulusan (AL) 

SMP/MTs

% 99,95 99,96 99,97 99,98 99,99 100 100

3 Terpeliharanya Budaya 

Daerah

1 Persentase Budaya Daerah 

yang dilestarikan

% 39,79 42,41 43,98 64,4 84,82 91,1 97,91 Kebudayaan 1 Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan

1 Bagian Kesra

2 Badan Kesbangpol

2 Nilai Pendidikan 

Keagamaan

Nilai 74 75 76 77 78 79 80 Pendidikan 1 Dinas Pendidikan

Sosial4 Meningkatnya Kualitas 

Pembinaan Keagamaan

1 Persentase Fasilitasi 

Pembinaan Keagamaan

% 64 64 64 64 64 64 64

Dinas Kearsipan 

dan Perpustakaan

2 Meningkatnya Minat Baca 

Masyarakat

1 Indeks Pembangunan 

Literasi

%  - - - 0,46 0,56 0,62 0,70 Perpustakaan 1

Target
Urusan SKPD Pelaksana

Uraian Indikator Kinerja

Realisasi

1 Meningkatnya Aksesibilitas 

dan Kualitas Pendidikan

Pendidikan 1 Dinas Pendidikan

Indeks Pendidikan indeks

Sasaran
Satuan

Tahun 

Dasar 

Satuan

V I S I

M I S I  1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral  melalui Peningkatan Kualitas Layanan 

Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

MATRIK REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2015 - 2019



: TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT

:

Tujuan 2 : Meningkatnya aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat
Indikator Kinerja Tujuan:

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 75,49 76,00 76,20 76,40 76,60 76,80

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Dinas Kesehatan

2 RSUD dr. 

Haryoto

3 RSUD Pasirian

4 Bappeda

2 Terkendalinya Laju 

Pertumbuhan 

Penduduk

1 Total Fertility 

Rate (TFR)

% 1,93 1,93 1,85 1,85 1,85 1,84 1,84 Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

1 Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, KB 

dan 

Pemberdayaan 

Perempuan

69,64 Kesehatan69,02 69,07 69,27 69,36 69,45 69,551 Meningkatnya 

Derajat Kesehatan 

Masyarakat

1 Angka Harapan 

Hidup

Tahun

Target

Urusan SKPD Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja

Realisasi

Indeks Kesehatan indeks

Sasaran

Satuan

Tahun 

Dasar 

(2013)

Satuan

V I S I

M I S I  1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral  melalui Peningkatan 

Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

MATRIK REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2015 - 2019



: TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT

:

Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas SDM perempuan, pemuda dan anak

:

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 89,08 88,15 88,40 88,65 88,90 89,15

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Dinas 

Pengendalian 

Penduduk, KB dan 

Pemberdayaan 

Perempuan

2 Bappeda

1 Dinas Pemuda dan 

Olahraga

2 Dinas Kesehatan

2 Meningkatnya 

Prestasi Olahraga 

Daerah

1 Jumlah Cabor 

Berprestasi

Cabor 

Prestasi

9 9 12 Kepemudaan 

dan Olahraga

13 14 15 16

87,18

Target
Urusan

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak

89,08 88,15 88,40 88,65 88,90 89,15

SKPD Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja

Realisasi

1 Meningkatnya 

Peran Serta 

Perempuan dalam 

Pembangunan

1 Persentase 

Indeks 

Pembangunan  

Gender

%

Indeks Pembangunan Gender (IPG) indeks

Sasaran
Satuan

Tahun 

Dasar 

(2013)

Satuan

V I S I

M I S I  1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral  melalui Peningkatan Kualitas 

Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan

Indikator Kinerja 

Tujuan

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

MATRIK REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2015 - 2019



: TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT

:

Tujuan 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat
Indikator Kinerja Tujuan:

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Pertumbuhan Ekonomi 5,32 4,62 4,97 5,14 5,31 5,48

2014 2015 2016 2017 2018 2019

2.287.300.000.000 6,873 14,152 22,319 29,903 38,216 47,339 1 Dinas 

Perdagangan

2 Bagian Adm. 

ESDA dan 

Perekonomian

1 Dinas 

Perdagangan

2 Bagian Adm. 

ESDA dan 

Perekonomian

1 Persentase 

Koperasi Sehat 

dan Cukup Sehat

% 60,70 60,70 64,86 70,61 71,69 92,07 93,04

2 Pertumbuhan 

Usaha Mikro

% 24.689 - 0,52 1,02 1,53 2,04 2,54

1 Dinas 

Penanaman 

Modal dan PTSP

2 Dinas 

Perdagangan

3 Bagian Adm. 

ESDA dan 

Perekonomian

5 Meningkatnya 

kualitas 

infrastruktur 

transportasi

1 Indeks Angka 

Kecelakaan Lalu 

Lintas

angka 37,11 34,37 36,13 38,69 37,13 35,10 33,58 Perhubungan 1 Dinas 

Perhubungan

6 Peningkatan 

Daya Saing 

Tenaga Kerja

1 Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (TPT)

% 2,01 2,83 2,60 2,60 2,40 2,31 2,22 Ketenagakerjaa

n

1 Dinas Tenaga 

Kerja

4 Meningkatnya 

Investasi di 

Daerah

1 Persentase 

Kenaikan Nilai 

PMDN

%     68.518.572.230,00 16,87 36,2 15,94 7,91 7,33 6,83 Penanaman 

Modal

3 Meningkatnya 

Kualitas  

Koperasi dan 

Usaha Mikro

Koperasi dan 

Usaha Mikro

1 Dinas Koperasi 

dan Usaha 

Mikro

2 Meningkatnya 

Sektor Industri

1 Persentase 

Pertumbuhan 

PDRB Sektor 

Perindustrian

% 3.219.300.000.000 7,306 13,084 19,753 25,980 32,657 39,820 Perindustrian

Urusan SKPD PelaksanaUraian Indikator Kinerja

1 Meningkatnya 

Usaha 

Perdagangan

1 Persentase 

Pertumbuhan 

PDRB Sektor 

Perdagangan

% Perdagangan

Sasaran
Satuan Tahun Dasar (2013)

Realisasi Target

V I S I

M I S I  2 Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata 

serta Usaha Pendukungnya

Satuan

%

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

MATRIK REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2015 - 2019



2014 2015 2016 2017 2018 2019
Urusan SKPD PelaksanaUraian Indikator Kinerja

1 Meningkatnya 

Usaha 

Perdagangan

1 Persentase 

Pertumbuhan 

PDRB Sektor 

Perdagangan

% Perdagangan

Sasaran
Satuan Tahun Dasar (2013)

Realisasi Target

7 Meningkatnya 

Pertumbuhan 

Ekonomi Sektor 

Pertanian 

Dalam PDRB

1 Pertumbuhan 

PDRB Sektor 

Pertanian

Rp. 

(milyar

)

5,952.40 6,134.70 6,321.90 6,533.60 6,729.60 6,931.5 7,139.40 Pertanian 1 Dinas Pertanian

8 Meningkatnya 

Pertumbuhan 

Ekonomi Sektor 

Perikanan 

dalam PDRB

1 PDRB Sektor 

Perikanan

Rp. 

(milyar

)

398,7 422,5 442,6 458,7 467,8 477,2 486,7 Kelautan dan 

Perikanan

1 Dinas 

Perikanan 

1 Dinas 

Lingkungan 

Hidup

2 Bappeda

10 Meningkatnya 

Wisatawan

1 persentase 

peningkatan 

jumlah 

kunjungan 

wisatawan

% 858.489 1,7 2,8 4,2 31,4 10,0 13,5 Pariwisata 1 Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan

11 Meningkatnya 

Kualitas 

Infrastruktur 

Daerah

1 Indeks Kualitas 

Layanan 

Infrastruktur

% 0,1250 0,7180 1,9840 4,6910 5,3350 6,9710 8,1520 Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

1 Dinas PU dan 

Tata Ruang

1 Dinas PU dan 

Tata Ruang

2 Bappeda

Lingkungan 

Hidup

12 Meningkatnya 

Penataan 

Kawasan 

Daerah Sesuai 

Tata Ruang

1 Jumlah Dokumen 

Tata Ruang yang 

Diperdakan

Dokumen 1 1 1 1 1 1 2 Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

9 Meningkatnya 

Kualitas 

Sumber Daya 

Alam dan 

Lingkungan 

Hidup

1 Indeks Kualitas 

Lingkungan 

Hidup (IKLH)

Dalam 

Nilai

76,38 77,21 77,56 78,06 78,56 79,06 79,56



: TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT

:

Tujuan 2 : Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lainnya

:

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Tingkat Kemiskinan NA 10,73 10.23 9,74 9,3 8,87

2 Indeks GINI NA 0,12 - 0,15 0,12 - 0,15 0,12 - 0,15 0,12 - 0,15 0,12 - 0,15

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Dinas Ketahanan 

Pangan

2 Dinas Pertanian

3 Dinas Perikanan

1 Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa

2 Dinas PU dan Tata 

Ruang

3 Bappeda

4 Badan Kesbangpol

5 Dinas Ketahanan 

Pangan

6 Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan

7 Badan Pengelola 

Keuangan Daerah

8 Bag Adm. 

Pemerintahan

9 Kecamatan

1 Dinas Perumahan 

dan Kawasan 

Permukiman

2 Dinas PU dan Tata 

Ruang

3 Bappeda

4 Dinas Kesehatan

62,28 Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman

61,35 61,45 61,71 61,97 62,08 62,18

5 5 5 Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa

3 Meningkatnya 

Kualitas Sarana 

Dasar 

Permukiman

1 Persentase Rumah 

Tangga yang 

Terlayani 

Infrastruktur Dasar

%

2 Meningkatnya 

Keberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa

1 Penurunan Jumlah 

Desa Tertinggal (DT) 

dan Desa Sangat 

Tertinggal (DST) 

Berdasarkan Indeks 

Desa Membangun

Desa - - - -

88,77 89,1 90,9 92,2 93,5 Pangan

SKPD PelaksanaUraian Indikator Kinerja

1 Meningkatnya 

Ketahanan Pangan

1 Persentase 

Peningkatan Pola 

Pangan Harapan 

(PPH)

Skor - 87,16

Sasaran
Satuan

Tahun 

Dasar 

Realisasi Target
Urusan

V I S I

M I S I  2 Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata 

serta Usaha Pendukungnya

Satuan

%

Indeks

Indikator Kinerja 

Tujuan

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

MATRIK REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  



2014 2015 2016 2017 2018 2019

88,77 89,1 90,9 92,2 93,5 Pangan

SKPD PelaksanaUraian Indikator Kinerja

1 Meningkatnya 

Ketahanan Pangan

1 Persentase 

Peningkatan Pola 

Pangan Harapan 

(PPH)

Skor - 87,16

Sasaran
Satuan

Tahun 

Dasar 

Realisasi Target
Urusan

1 Dinas Sosial

2 Bagian Adm. ESDA 

dan Perekonomian

3 Dinas Tenaga Kerja

4 Dinas Perdagangan

5 Dinas Kesehatan

7 Dinas Pertanian

8 Kecamatan

6,98 26,60 26,73 26,77 26,75 Sosial4 Meningkatnya 

Kualitas  dan 

Jangkauan 

Pelayanan  Sosial

1 Persentase PMKS 

Skala Kabupaten 

yang Memperoleh 

Bantuan Sosial 

Untuk  Pemenuhan 

Kebutuhan Dasar

% 3,22 3,19



: TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT

:

Tujuan 1 : Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan
Indikator Kinerja Tujuan :

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 NA NA 60 70 80 90

2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) NA 78,14 78,87 80 82 85

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan 

Administrasi 

Kependudukan

1 Persentase Penduduk 

yang Terlayani Adminduk

% 68% 70% 75% 80% 85% 90% 95% Administrasi 

Kependudukan 

dan 

Pencatatan 

Sipil

1 Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil

1 Dinas Komunikasi 

dan Informatika

2 Bagian Humas 

dan Protokol

1 Persentase OPD dengan 

Predikat Wilayah Bebas 

Korupsi (WBK)

% 3,1 3,1 3,1 3,1 15 46,8 73,4 1 Inspektorat

2 Nilai Maturitas SPIP Skor NA NA NA 2 3 3 3 1 Inspektorat

3 Nilai LPPD Kategori Sangat 

Tinggi

Sangat 

Tinggi

Sangat 

Tinggi

Sangat 

Tinggi

Sangat 

Tinggi

Sangat 

Tinggi

Sangat 

Tinggi

1 Bagian Adm. 

Pemerintahan

1 Bagian Organisasi

2 Bappeda

3 Inspektorat

5 Persentase Kompetensi 

ASN

% 60 65 70 75 80 85 90 1 Badan 

Kepegawaian 

Daerah

1 Sekretariat Dewan

2 Bagian Hukum

7 Hasil Audit Kearsipan 

Pemerintah Kabupaten

- - - - 65 70 75 1 Dinas Kearsipan 

dan Perpustakaan

CC CC CC CC

100 100

259 273 294 301 Komunikasi 

dan 

Informatika

Penyebarluasan 

Informasi Melalui Media 

Publik

Media 200 214 239

100 100

Pemerintah 

Fungsi 

Penunjang

B

100

B BBKategori

%

Indikator Kinerja

3 Meningkatnya Tata 

Kelola Pemerintahan 

yang Baik

4 Nilai SAKIP Kabupaten

6 Prosentase Prolegda yang 

Ditetapkan Menjadi Perda

2 Meningkatnya 

Keterbukaan 

Komunikasi dan 

Informasi

1

56 100

Satuan

Indek Reformasi Birokrasi indeks

indeks

Sasaran
Satuan

Tahun 

Dasar 

Realisasi Target
Urusan SKPD PelaksanaUraian

V I S I

M I S I  3 Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif 

dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

MATRIK REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2015 - 2019



2014 2015 2016 2017 2018 2019Indikator Kinerja
Sasaran

Satuan
Tahun 

Dasar 

Realisasi Target
Urusan SKPD PelaksanaUraian

1 Bagian Organisasi

2 Bagian Umum

3 OPD 

Penyelenggara 

Pelayanan Publik

4 Kecamatan

1 Badan Pengelola 

Keuangan Daerah

2 Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah

3 Bagian Keuangan 

dan Kepegawaian

4 Bagian 

Administrasi 

Pembangunan

5 OPD Penghasil 

Retribusi

WTPWDP WTP WTP WTP

- - - - -

Opini

Pemerintah 

Fungsi 

Penunjang

80 85Nilai

WTP Pemerintah 

Fungsi 

Penunjang

WDP4 Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah 

1 Opini BPK

3 Meningkatnya Tata 

Kelola Pemerintahan 

yang Baik

8 Indeks Kepuasan 

Masyarakat



: TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT

:

Tujuan 2 : Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Tertib dan Aman

:

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 ................................................................................................

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Bakesbangpol

2 Satpol PP

231 219 207,90 196,35 184,80 173,25 161,70

(tinggi) (tinggi) (tinggi) (tinggi) (tinggi) (tinggi) (tinggi)

1 Badan 

Penanggulanga

n Bencana 

Daerah

2 Meningkatnya 

Penanganan 

Penanggulangan 

Bencana

2 Indeks Risiko 

Bencana

skor

Ketentraman, 

Ketertiban 

Umum dan 

Perlindungan 

Masyarakat

46,53 53,42 62,12 67,46 82,73 90,55

SKPD PelaksanaUraian Indikator Kinerja

1 Meningkatnya 

Ketentraman dan 

Ketertiban 

masyarakat 

1 Persentase 

Penurunan 

Gangguan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

% 43,77

Sasaran
Satuan

Tahun 

Dasar 

Realisasi Target
Urusan

V I S I

M I S I  3 Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, 

Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan 

Bermasyarakat

Satuan

Indeks Rasa Aman indeks

Indikator Kinerja 

Tujuan

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

MATRIK REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2015 - 2019



Lampiran 2   

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 1 

 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan 
Bermoral  melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan 

Keagamaan 

Tujuan 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan, pembinaan keagamaan serta 
pengembangan dan pelestarian budaya 

Sasaran Indikator 
Target  

Tahun 2018 
Program /  Kegiatan 

Meningkatnya 
aksesibilitas dan 
kualitas pendidikan  
 

Angka Melanjutkan (AM) 
dari SD/MI ke SMP/MTs 

100% 
- Pendidikan anak usia dini (PAUD) 
- Wajib belajar pendidikan dasar 9 

tahun 
- Pendidikan menengah 
- Pendidikan Non Formal 

Angka Melanjutkan (AM) 
dari SMP/MTs ke 
SMA/SMK/MA 

81% 

Angka Kelulusan (AL) 
SD/MI 

100% 

Angka Kelulusan (AL) 
SMP/MTs 

100% 

Meningkatnya Minat 
Baca Masyarakat 

Indeks Pembangunan 
Literasi 

0,62% 

- Perbaikan sistem administrasi 
kearsipan 

- Pengembangan Budaya Baca dan 
Pembinaan Perpustakaan 

Terpeliharanya 
Budaya Daerah 

Persentase Budaya 
Daerah yang dilestarikan 

91,1% 
- Pengelolaan Kekayaan Budaya 
- Pengembangan Nilai Budaya 
- Pengelolaan Keragaman Budaya 

Meningkatnya 
Kualitas Pembinaan 
Keagamaan 

Persentase Fasilitasi 
Pembinaan Keagamaan 

64% 
- Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 
- Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

Nilai Pendidikan 
Keagamaan 

79 

 

Tujuan 2 : Meningkatnya Aksesibilitas dan Derajat Kesehatan Masyarakat 

Sasaran Indikator 
Target  

Tahun 2018 
Program /  Kegiatan 

Meningkatnya 
Derajat Kesehatan 
Masyarakat 

Angka Harapan Hidup 69,55 

- Upaya Kesehatan Masyarakat 
- Pengawasan Obat dan Makanan 
- Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat 
- Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah 

Raga 
- Perbaikan Gizi Masyarakat 
- Pengembangan Lingkungan Sehat 
- Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyakit Menular 
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Tujuan 2 : Meningkatnya Aksesibilitas dan Derajat Kesehatan Masyarakat 

Sasaran Indikator 
Target  

Tahun 2018 
Program /  Kegiatan 

- Pencegahan dan Penanggulangan 
Penyakit Tidak Menular 

Terkendalinya Laju 
Pertumbuhan 
Penduduk 

Total Fertility Rate (TFR) 1,84% 

- Kesehatan Reproduksi Remaja 
- Pelayanan Kontrasepsi 
- Pembinaan Peran serta Masyarakat 

dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 
- Pengembangan Pusat Pelayanan 

Informasi dan Konseling KRR 
- Pengembangan Model Operasional 

BKB – Posyandu – PADU 
- Pengelolaan Data dan Informasi KB/KS 
- Pengendalian Kependudukan 

 

Tujuan 3 : Meningkatnya Kualitas SDM Perempuan, Pemuda dan Anak 

Sasaran Indikator 
Target  

Tahun 2018 
Program /  Kegiatan 

Meningkatnya Peran 
Serta Perempuan 
dalam 
Pembangunan 

Persentase Indeks 
Pembangunan  Gender 
(IPG) 

88,90% 

- Keserasian Kebijakan Peningkatan 
Kualitas Anak dan Perempuan 

- Peningkatan Kualitas Hidup dan 
Perlindungan Perempuan 

- Penguatan Kelembagaan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak 

Meningkatnya 
Prestasi Olahraga 
Daerah 

Jumlah Cabor 
Berprestasi 

15 Cabor 

- Pembinaan dan pemasyarakatan 
olahraga 

- Peningkatan sarana prasarana 
olahraga 

 

Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis 
Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya 

Tujuan 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat 

Sasaran Indikator 
Target  

Tahun 2018 
Program /  Kegiatan 

Meningkatnya Usaha 
Perdagangan 

Persentase 
Pertumbuhan PDRB 
Sektor Perdagangan 

38,216% 

- Perlindungan Konsumen dan 
Pengamanan Perdagangan 

- Peningkatan Dan Pengembangan 
Ekspor 

- Peningkatan Efisiensi Perdagangan 
Dalam Negeri 

- Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan 
Asongan 
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Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis 
Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya 

Tujuan 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat 

Sasaran Indikator 
Target  

Tahun 2018 
Program /  Kegiatan 

- Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Pasar Daerah 

Meningkatnya Sektor 
Industri 

Persentase 
Pertumbuhan PDRB 
Sektor Perindustrian 

32,657% 

- Pengembangan Industri Kecil dan 
Menengah 

- Peningkatan Kemampuan Teknologi 
Industri 

- Pembinaan Industri 
- Pemberantasan Barang Kena Cukai 

Ilegal 

Meningkatnya 
Kualitas  Koperasi 
dan Usaha Mikro 

Persentase Koperasi 
Sehat dan Cukup Sehat 

92,07% 

- Penciptaan Iklim Usaha UKM yang 
Kondusif 

- Pengembangan Kewirausahaan dan 
Keunggulan Kompetitif UKM 

- Pengembangan Sistem Pendukung 
Usaha Bagi UMKM 

- Peningkatan Kualitas Kelembagaan 
Koperasi 

Pertumbuhan Usaha 
Mikro 

2,04% 

Meningkatnya 
Investasi di Daerah 

Persentase Kenaikan 
Nilai PMDN 

7,33% 

- Peningkatan promosi dan kerjasama 
investasi 

- Peningkatan iklim investasi dan 
realisasi investasi 

- Optimalisasi Pelayanan Perizinan 
- Peningkatan Pembinaan dan 

Sosialisasi Perizinan 

Meningkatnya 
kualitas infrastruktur 
transportasi 

Indeks Angka 
Kecelakaan Lalu Lintas 

35,10 

- Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 
Perhubungan 

- Peningkatan Pelayanan Angkutan 
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan 

Prasarana dan Fasilitas LLAJ 
- Pengendalian dan Pengamanan Lalu 

Lintas 

Peningkatan Daya 
Saing Tenaga Kerja 

Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT) 

2,31% 

- Peningkatan Kualitas dan Produktivitas 
Tenaga Kerja 

- Peningkatan Kesempatan Kerja 
- Perlindungan dan Pengembangan 

Lembaga Ketenagakerjaan 
- Pengembangan Wilayah Transmigrasi 
- Pembinaan Lingkungan Sosial 

Meningkatnya 
Pertumbuhan 
Ekonomi Sektor 

Pertumbuhan PDRB 
Sektor Pertanian 

6,931.5 
Milyar 

- Peningkatan Ketahanan Pangan 
(Pertanian/Perkebunan) 

- Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 
Pertanian/Perkebunan 
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Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis 
Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya 

Tujuan 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat 

Sasaran Indikator 
Target  

Tahun 2018 
Program /  Kegiatan 

Pertanian Dalam 
PDRB 

- Peningkatan Penerapan Teknologi 
Pertanian/Perkebunan 

- Peningkatan Produksi 
Pertanian/Perkebunan 

- Pemberdayaan Penyuluh 
Pertanian/Perkebunan 

- Pengembangan Agribisnis 
- Pengendalian Distribusi Pupuk 

Meningkatnya 
Pertumbuhan 
Ekonomi Sektor 
Perikanan dalam 
PDRB 

PDRB Sektor Perikanan 477,2 Milyar 

- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 
Pesisir 

- Pemberdayaan Masyarakat dalam 
Pengawasan dan Pengendalian 
Sumberdaya Kelautan 

- Peningkatan kesadaran dan 
pencegahan hukum dalam 
pendayagunaan sumberdaya laut 

- Peningkatan kegiatan budaya kelautan 
dan wawasan maritim kepada 
masyarakat 

- Pengembangan Budidaya Perikanan 
- Pengembangan Perikanan Tangkap 
- Pengembangan Sistem Penyuluhan 

Perikanan 
- Optimalisasi Pengelolaan dan 

Pemasaran Produksi Perikanan 

Meningkatnya 
Kualitas Sumber 
Daya Alam dan 
Lingkungan Hidup 

Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup (IKLH) 

79,06 

- Pengembangan Kinerja Pengelolaan 
Persampahan 

- Pengendalian Pencemaran  dan 
Perusakan Lingkungan Hidup 

- Peningkatan Kualitas dan Akses 
Informasi SDA dan LH 

- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 
(RTH) 

Meningkatnya 
Wisatawan 

Persentase peningkatan 
jumlah kunjungan 
wisatawan 

10% 

- Pengembangan Pemasaran Pariwisata 
- Pengembangan Kemitraan 
- Pengembangan Destinasi Pariwisata 
- Peningkatan Pengembangan Ekonomi 

Kreatif 

Meningkatnya 
Kualitas Infrastruktur 
Daerah 

Indeks Kualitas Layanan 
Infrastruktur 

6,9710% 

- Pembangunan jalan dan jembatan 
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan 

Jembatan 
- Pembangunan Saluran 
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Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis 
Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya 

Tujuan 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat 

Sasaran Indikator 
Target  

Tahun 2018 
Program /  Kegiatan 

Drainase/Gorong-gorong 
- Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 
- Pengembangan dan pengelolaan 

jaringan 
irigasi. Rawa dan jaringan lainnya 

- Pengendalian Banjir 
- Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 
- Perencanaan Tata Ruang 

Meningkatnya 
Penataan Kawasan 
Daerah Sesuai Tata 
Ruang 

Jumlah Dokumen Tata 
Ruang yang Diperdakan 

1 dokumen 

- Pembangunan jalan dan jembatan 
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan 

Jembatan 
- Pembangunan Saluran 

Drainase/Gorong-gorong 
- Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 
- Pengembangan dan pengelolaan 

jaringan 
irigasi. Rawa dan jaringan lainnya 

- Pengendalian Banjir 
- Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 
- Perencanaan Tata Ruang 

 

Tujuan 2 : Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lainnya 

Sasaran Indikator 
Target  

Tahun 2018 
Program /  Kegiatan 

Meningkatnya 
Ketahanan Pangan 

Persentase Peningkatan 
Pola Pangan Harapan 
(PPH) 

92,2 

Peningkatan Ketahanan Pangan 
(Pertanian/ Peternakan/ Perkebunan) 

Meningkatnya 
Keberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa 

Penurunan Jumlah Desa 
Tertinggal (DT) dan 
Desa Sangat Tertinggal 
(DST) Berdasarkan 
Indeks Desa 
Membangun 

5 Desa 

- Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 
Pedesaan 

- Pengembangan Lembaga Ekonomi 
Pedesaan 

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat 
Dalam Pembangunan Desa 

- Peningkatan Kapasitas Aparatur 
Pemerintah Desa 

- Peningkatan Peran Perempuan Di 
Pedesaan 

- Peningkatan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa 

- Pengembangan Potensi Desa 
- Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan 
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Tujuan 2 : Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lainnya 

Sasaran Indikator 
Target  

Tahun 2018 
Program /  Kegiatan 

Keuangan Desa 

Meningkatnya 
Kualitas Sarana 
Dasar Permukiman 

Persentase Rumah 
Tangga yang Terlayani 
Infrastruktur Dasar 

62,18% 

- Pengembangan Wilayah Strategis Dan 
Cepat Tumbuh 

- Pengembangan Perumahan 
- Lingkungan Sehat Perumahan 
- Pemberdayaan Komunitas Perumahan 

Meningkatnya 
Kualitas  dan 
Jangkauan 
Pelayanan  Sosial 

Persentase PMKS Skala 
Kabupaten yang 
Memperoleh Bantuan 
Sosial Untuk  
Pemenuhan Kebutuhan 
Dasar 

26,77% 

- Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan 
Penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) lainnya 

- Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan 
Sosial 

- Pembinaan Para Penyandang Cacat 
dan Trauma 

- Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit 
Sosial (Eks. Narapidana, PSK, 
Narkoba, dan Penyakit Sosial 

- Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 
- Pemberdayaan Kelembagaan 

Kesejahteraan Sosial 
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

Sosial 
 

Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan 
Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya 

Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat 

Tujuan 1 : Meningkatnya Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan 

Sasaran Indikator 
Target  

Tahun 2018 
Program /  Kegiatan 

Meningkatnya 
Kualitas Pelayanan 
Administrasi 
Kependudukan 

Persentase Penduduk 
yang Terlayani 
Adminduk 

90% 

Penataan Administrasi Kependudukan 

Meningkatnya 
Keterbukaan 
Komunikasi dan 
Informasi 

Penyebarluasan 
Informasi Melalui Media 
Publik 

294 Media 

- Pengembangan Komunikasi, Informasi 
dan Media Massa 

- Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang 
Komunikasi dan Informasi 

- Kerjasama Informasi dengan Media 
Massa 

- Penyebarluasan Informasi 
Pembangunan Daerah 

- Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 
Informasi 
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Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan 
Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya 

Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat 

Tujuan 1 : Meningkatnya Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan 

Sasaran Indikator 
Target  

Tahun 2018 
Program /  Kegiatan 

- Pengembangan Data/Informasi/ 
Statistik Daerah 

- Pengamanan Informasi Pemerintah 
Daerah 

- Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 
Meningkatnya Tata 
Kelola Pemerintahan 
yang Baik 

Persentase OPD dengan 
Predikat Wilayah Bebas 
Korupsi (WBK) 

46,8% 
- Peningkatan Sistem Pengawasan 

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan Kepala Daerah 

- Peningkatan Profesionalisme Tenaga 
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 

- Penataan dan Penyempurnaan 
Kebijakan Sistem dan Prosedur 
Pengawasan 

- Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah 

- Peningkatan Percepatan 
Pemberantasan Korupsi 

- Penataan Kelembagaan dan 
Ketatalaksanaan serta Peningkatan 
Kapasitas Kinerja Kelembagaan 

- Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Masyarakat 

- Peningkatan Kapasitas Kinerja 
Kelembagaan 

- Pembinaan dan Pengembangan 
Aparatur 

- Pendidikan Kedinasan 
- Pembinaan dan Pengembangan 

Aparatur 
- Pelayanan Administrasi Kepegawaian 
- Perencanaan Pembangunan Daerah 
- Pendidikan Politik Masyarakat 
- Penataan Penguasaan, Pemilikan, 

Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 
- Penyelesaian Konflik – Konflik 

Pertanahan 
- Peningkatan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa 
- Kerjasama Pembangunan 
- Pengembangan Wilayah Perbatasan 

Nilai Maturitas SPIP 3 

Nilai LPPD Sangat tinggi 

Nilai SAKIP Kabupaten B 

Persentase Kompetensi 
ASN 

85% 

Prosentase Prolegda 
yang Ditetapkan Menjadi 
Perda 

100 

Hasil Audit Kearsipan 
Pemerintah Kabupaten 

70 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

80 
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Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan 
Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya 

Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat 

Tujuan 1 : Meningkatnya Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan 

Sasaran Indikator 
Target  

Tahun 2018 
Program /  Kegiatan 

- Pengembangan dan Penyempurnaan 
Produk Hukum 

- Penyelamatan dan Pelestarian 
Dokumen / Arsip Daerah 

- Perbaikan Sistem Administrasi 
Kearsipan 

- Pengembangan Budaya Baca dan 
Pembinaan Perpustakaan 

- Pendidikan Non Formal 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Pengelolaan 
Keuangan dan Aset 
Daerah 

Opini BPK WTP 

- Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan 
Keuangan Desa 

- Peningkatan Dan Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah 

- Peningkatan Dan Pengembangan 
Pengelolaan Barang Daerah 

- Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja Dan 
Keuangan 

 
 

Tujuan 2 : Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Tertib dan Aman 

Sasaran Indikator 
Target  

Tahun 2018 
Program /  Kegiatan 

Meningkatnya 
Ketentraman dan 
Ketertiban 
Masyarakat 

Persentase Penurunan 
Gangguan Ketentraman 
dan Ketertiban Umum 

82,73% 

- Peningkatan Keamanan dan 
Kenyamanan Lingkungan 

- Pengembangan Wawasan Kebangsaan 
- Pemberdayaan Masyarakat Untuk 

Menjaga Ketertiban dan Keamanan 
- Peningkatan Pemberantasan Penyakit 

Masyarakat (PEKAT) 
- Pendidikan Politik Masyarakat 
- Pengembangan dan Penyempurnaan 

Produk Hukum 
- Peningkatan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Umum 
Meningkatnya 
Penanganan 
Penanggulangan 
Bencana 

Indeks Risiko Bencana 173,25 

Pencegahan Dini dan Penanggulangan 
Korban Bencana 

 



b d e f = (e/d)*100 h i

1
Angka Melanjutkan (AM) dari 

SD/MI ke SMP/MTs
% 100 99,39 99,39 100

2
Angka Melanjutkan (AM) dari 

SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
% 81 83,94 103,63 84

3 Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 100 100 100 100

4
Angka Kelulusan (AL) 

SMP/MTs
% 100 100 100 100

Capaian Rata-rata Sasaran 100,75

Anggaran Tahun 2018 Rp 1.570.990.300

Realisasi Tahun 2018 Rp 1.112.930.700

Capaian Anggaran %                          70,84 

Efisiensi Kinerja %                        142,22 

5 Indeks Pembangunan Literasi % 0,62 0,64 103,23 0,7

Sasaran 2

MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral  melalui Peningkatan Kualitas Layanan 

Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan

 Sangat Efisien 

CAPAIANREALISASI

SATUAN

Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas 

Pendidikan

PEMERINTAH  KABUPATEN  LUMAJANG

TARGET

PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2018

TARGET 

AKHIR 

RPJMD 

2019

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Sasaran 1:

CAPAIAN  KINERJA 2018

KETERANGAN

a

Meningkatnya Minat Baca Masyarakat

Lampiran Laporan Kinerja 2018 Pemkab. Lumajang_Pengukuran Kinerja Misi 1_Halaman  1 



b d e f = (e/d)*100 h i

MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral  melalui Peningkatan Kualitas Layanan 

Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan

CAPAIANREALISASI

SATUAN

TARGET

TARGET 

AKHIR 

RPJMD 

2019

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

CAPAIAN  KINERJA 2018

KETERANGAN

a

Capaian Rata-rata Sasaran 103

Anggaran Tahun 2018 Rp 1.240.074.500

Realisasi Tahun 2018 Rp 1.064.797.800

Capaian Anggaran %                          85,87 

Efisiensi Kinerja %                        120,22 

6 Persentase Budaya Daerah 

yang dilestarikan
% 91,1 60,73 66,66

Capaian Rata-rata sasaran 66,66

Anggaran Tahun 2018 Rp 3.748.200.000

Realisasi Tahun 2018 Rp 3.180.339.022

Capaian Anggaran %                          84,85 

Efisiensi Kinerja %                          78,57 Tidak Efisien

7
Persentase Fasilitasi 

Pembinaan Keagamaan
% 64 55 85,94 64

8 Nilai Pendidikan Keagamaan Nilai 79 79,43 100,54 80

 Sangat Efisien 

Terpeliharanya Budaya Daerah

Sasaran 3

Sasaran 4

Meningkatnya Kualitas Pembinaan 

Keagamaan
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b d e f = (e/d)*100 h i

MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral  melalui Peningkatan Kualitas Layanan 

Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan

CAPAIANREALISASI

SATUAN

TARGET

TARGET 

AKHIR 

RPJMD 

2019

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

CAPAIAN  KINERJA 2018

KETERANGAN

a

Capaian Rata-rata Sasaran 93,24

Anggaran Tahun 2018 Rp 5.497.586.500

Realisasi Tahun 2018 Rp 5.184.128.498

Capaian Anggaran %                          94,30 

Efisiensi Kinerja %                          98,88 

9 Angka Harapan Hidup Indeks 69,55  -  - 69,64

Capaian Rata-rata Sasaran  - 

Anggaran Tahun 2018 Rp 138.524.152.401

Realisasi Tahun 2018 Rp 109.799.441.578

Capaian Anggaran %                          79,26 

Efisiensi Kinerja %  - 

10 Total Fertility Rate  (TFR) % 1,84 1,97 93 1,84

Capaian Rata-rata Sasaran 93

Anggaran Tahun 2018 Rp 6.462.714.500

Realisasi Tahun 2018 Rp 2.897.154.846

Capaian Anggaran % 44,83

Efisiensi Kinerja % 207,46 Sangat Efisien

Masih belum 

dapat 

menampilkan 

realisasi th. 2018, 

mengingat data 

resmi dari BPS 

baru bisa 

didapatkan 

sekitar bulan Juli 
 - 

Sasaran 5

Meningkatnya Derajat Kesehatan 

Masyarakat

 Tidak Efisien 

Sasaran 6

Terkendalinya Laju Pertumbuhan 

Penduduk
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b d e f = (e/d)*100 h i

MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral  melalui Peningkatan Kualitas Layanan 

Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan

CAPAIANREALISASI

SATUAN

TARGET

TARGET 

AKHIR 

RPJMD 

2019

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

CAPAIAN  KINERJA 2018

KETERANGAN

a

11
Persentase Indeks 

Pembangunan  Gender
% 88,9 - - 89,15

Capaian Rata-rata Sasaran -

Anggaran Tahun 2018 Rp 510.248.000

Realisasi Tahun 2018 Rp 397.429.500

Capaian Anggaran % 77,89

Efisiensi Kinerja % - -

Meningkatnya Prestasi Olahraga Daerah

12 Jumlah Cabor Berprestasi Cabor 15 20 133,33 16

Capaian Rata-rata Sasaran 133,33

Anggaran Tahun 2018 Rp 11.852.536.000

Realisasi Tahun 2018 Rp 11.494.642.150

Capaian Anggaran % 96,98

Efisiensi Kinerja % 137,48 Sangat Efisien

Masih belum 

dapat 

menampilkan 

realisasi tahun 

2018, karena 

update data masih 

di Bulan Juni 

2019

Sasaran 8

Sasaran 7

Meningkatnya Peran serta Perempuan 

dalam Pembangunan
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b d e f = (e/d)*100 h i

13
Persentase Pertumbuhan 

PDRB Sektor Perdagangan
% 38,216 39,601 103,62 47,339

Capaian Rata-rata Sasaran 103,62

Anggaran Tahun 2018 Rp 13.498.149.000

Realisasi Tahun 2018 Rp 12.096.168.569

Capaian Anggaran %                       89,61 

Efisiensi Kinerja % 115,63  Sangat Efisien 

14
Persentase Pertumbuhan 

PDRB Sektor Perindustrian
% 32,657 35,082 107,43 39,82

Capaian Rata-rata Sasaran 107,43

Anggaran Tahun 2018 Rp 927.000.000

Realisasi Tahun 2018 Rp 633.602.000

Capaian Anggaran %                       68,35 

Efisiensi Kinerja %                     157,17  Sangat Efisien 

TARGET 

AKHIR 

RPJMD 

2019

Sasaran 9

Misi 2: Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta 

Usaha Pendukungnya

Meningkatnya Usaha Perdagangan

Meningkatnya Sektor Industri

CAPAIAN

CAPAIAN  KINERJA 2018

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN KETERANGAN

Sasaran 10

a

PEMERINTAH  KABUPATEN  LUMAJANG

PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2018

SATUAN

TARGET REALISASI
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b d e f = (e/d)*100 h i

TARGET 

AKHIR 

RPJMD 

2019

Misi 2: Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta 

Usaha Pendukungnya

CAPAIAN

CAPAIAN  KINERJA 2018

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN KETERANGAN

a

SATUAN

TARGET REALISASI

15
Persentase Koperasi Sehat dan 

Cukup Sehat
% 63 62,25 98,81 93,04

16 Pertumbuhan Usaha Mikro % 1,06 0,89 83,96 2,54

Capaian Rata-rata Sasaran 91,39

Anggaran Tahun 2018 Rp 2.662.123.535

Realisasi Tahun 2018 Rp 2.436.772.405

Capaian Anggaran %                       91,53 

Efisiensi Kinerja %                       99,84  Tidak Efisien 

17

Persentase Kenaikan Nilai 

PMDN
% 7,33 - - 6,83

adanya perubahan 

regulasi dipertengahan 

tahun dengan sistem 

Online Single 

Submission (OSS)

Capaian Rata-rata Sasaran 0,00

Anggaran Tahun 2018 Rp 1.460.450.000

Realisasi Tahun 2018 Rp 1.052.980.322

Capaian Anggaran %                       72,10 

Efisiensi Kinerja %                               - 

Meningkatnya Kualitas Koperasi dan 

Usaha Mikro

Meningkatnya Investasi di Daerah

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 

Transportasi

Sasaran 11

Sasaran 12

Sasaran 13
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b d e f = (e/d)*100 h i

TARGET 

AKHIR 

RPJMD 

2019

Misi 2: Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta 

Usaha Pendukungnya

CAPAIAN

CAPAIAN  KINERJA 2018

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN KETERANGAN

a

SATUAN

TARGET REALISASI

18
Indeks Angka Kecelakaan Lalu 

Lintas
angka 35,1 30,49 86,87 33,58
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b d e f = (e/d)*100 h i

TARGET 

AKHIR 

RPJMD 

2019

Misi 2: Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta 

Usaha Pendukungnya

CAPAIAN

CAPAIAN  KINERJA 2018

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN KETERANGAN

a

SATUAN

TARGET REALISASI

Capaian Rata-rata Sasaran 86,87

Anggaran Tahun 2018 Rp 29.091.206.000

Realisasi Tahun 2018 Rp 25.643.430.624

Capaian Anggaran %                       88,15 

Efisiensi Kinerja %                       98,55  Tidak Efisien 

19
Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT)
% 2,31 2,55 89,61

Capaian Rata-rata Sasaran 89,61

Anggaran Tahun 2018 Rp 3.589.704.000

Realisasi Tahun 2018 Rp 3.504.242.995

Capaian Anggaran %                       97,62 

Efisiensi Kinerja %                       91,80  Tidak Efisien 

20
Pertumbuhan PDRB Sektor 

Pertanian

Rp 

(Milyar)
6.900,46 6.694,80 97,02 7,139.40

Capaian Rata-rata Sasaran 97,02

Anggaran Tahun 2018 Rp 20.694.567.000

Realisasi Tahun 2018 Rp 18.498.576.246

Capaian Anggaran %                       89,39 

Efisiensi Kinerja %                     108,54  Sangat Efisien 

Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 

Sektor Pertanian Dalam PDRB

Sasaran 14

Sasaran 15
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b d e f = (e/d)*100 h i

TARGET 

AKHIR 

RPJMD 

2019

Misi 2: Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta 

Usaha Pendukungnya

CAPAIAN

CAPAIAN  KINERJA 2018

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN KETERANGAN

a

SATUAN

TARGET REALISASI

21
Pertumbuhan PDRB Sektor 

Perikanan

Rp 

(Milyar)
477,2 512,1 107,31 486,7

Capaian Rata-rata Sasaran 107,31

Anggaran Tahun 2018 Rp 4.850.624.000

Realisasi Tahun 2018 Rp 4.565.996.594

Capaian Anggaran % 94,13

Efisiensi Kinerja % 114,00  Sangat Efisien 

22
Indeks Kualitas Lingkungan 

Hidup (IKLH)

Dalam 

Nilai
77,45 76,78 99,13 79,56

Capaian Rata-rata Sasaran 99,13

Anggaran Tahun 2018 Rp 18.351.404.000

Realisasi Tahun 2018 Rp 16.452.908.711

Capaian Anggaran % 89,65

Efisiensi Kinerja % 110,57  Sangat Efisien 

23
Persentase Peningkatan Jumlah 

Kunjungan Wisata
% 10,00 11,00 110,00 13,50

Capaian Rata-rata Sasaran 110,00

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 

Sektor Perikanan Dalam PDRB

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam 

dan Lingkungan Hidup

Meningkatnya Wisatawan

Sasaran 17

Sasaran 18

Sasaran 16
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b d e f = (e/d)*100 h i

TARGET 

AKHIR 

RPJMD 

2019

Misi 2: Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta 

Usaha Pendukungnya

CAPAIAN

CAPAIAN  KINERJA 2018

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN KETERANGAN

a

SATUAN

TARGET REALISASI

Anggaran Tahun 2018 Rp 9.447.969.000

Realisasi Tahun 2018 Rp 8.918.741.434

Capaian Anggaran % 94,40

Efisiensi Kinerja % 116,53  Sangat Efisien 

24
Indeks Kualitas Layanan 

Infrastruktur
% 6,97 2,50 35,86 8,15

Capaian Rata-rata Sasaran 35,86

Anggaran Tahun 2018 Rp 143.264.175.519

Realisasi Tahun 2018 Rp 129.163.175.086

Capaian Anggaran % 90,16

Efisiensi Kinerja % 39,78  Tidak Efisien 

25
Jumlah Dokumen Tata Ruang 

yang Diperdakan

Dokume

n
1 0 0,00 1

Capaian Rata-rata Sasaran 0,00

Anggaran Tahun 2018 Rp 1.930.275.000

Realisasi Tahun 2018 Rp 1.842.998.151

Capaian Anggaran % 95,48

Efisiensi Kinerja % -

Pada tahun 2018 

tidak ada dokumen 

tata ruang yang 

diperdakan

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 

Daerah

Meningkatnya Penataan Kawasan Daerah 

Sesuai Tata Ruang

Sasaran 19

Sasaran 21

Meningkatnya Ketahanan Pangan

Sasaran 20
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b d e f = (e/d)*100 h i

TARGET 

AKHIR 

RPJMD 

2019

Misi 2: Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta 

Usaha Pendukungnya

CAPAIAN

CAPAIAN  KINERJA 2018

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN KETERANGAN

a

SATUAN

TARGET REALISASI

26
Skor Pola Pangan Harapan 

(PPH)
92,2 91,8 99,57 93,5

Capaian Rata-rata Sasaran 99,57

Anggaran Tahun 2018 Rp 965.495.000

Realisasi Tahun 2018 Rp 951.978.200

Capaian Anggaran % 98,60

Efisiensi Kinerja % 100,98  Sangat Efisien 

27

Penurunan Jumlah Desa 

Tertinggal (DT) dan Desa 

Sangat Tertinggal (DST) 

Berdasarkan Indeks Desa 

Membangun

Desa 5 10 200 5

Capaian Rata-rata Sasaran 200

Anggaran Tahun 2018 Rp 8.210.544.100

Realisasi Tahun 2018 Rp 6.954.836.817

Capaian Anggaran %                       84,71 

Efisiensi Kinerja %                     236,11  Sangat Efisien 

28
Persentase Rumah Tangga 

yang Terlayani Infrastruktur 

Dasar

% 62,18 51,7 83,15 62,28

Capaian Rata-rata Sasaran 83,15

Meningkatnya Kualitas Sarana Dasar 

Permukiman

Sasaran 23

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat 

dan Desa

Sasaran 22
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b d e f = (e/d)*100 h i

TARGET 

AKHIR 

RPJMD 

2019

Misi 2: Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta 

Usaha Pendukungnya

CAPAIAN

CAPAIAN  KINERJA 2018

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN KETERANGAN

a

SATUAN

TARGET REALISASI

Anggaran Tahun 2018 Rp 5.256.897.000

Realisasi Tahun 2018 Rp 4.728.717.654

Capaian Anggaran % 89,95

Efisiensi Kinerja % 92,43  Tidak Efisien 

29

Persentase PMKS Skala 

Kabupaten yang Memperoleh 

Bantuan Sosial Untuk 

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

% 26,77 13,90 51,92 26,75

Capaian Rata-rata Sasaran 51,92

Anggaran Tahun 2018 Rp 5.445.859.500

Realisasi Tahun 2018 Rp 4.459.360.478

Capaian Anggaran % 81,89

Efisiensi Kinerja % 63,41  Tidak Efisien 

Meningkatnya Kualitas  dan Jangkauan 

Pelayanan  Sosial

Sasaran 24
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b d e f = (e/d)*100 h i

30
Persentase Penduduk yang 

Terlayani Adminduk
% 90,00 86,00 95,56 0,95

Capaian Rata-rata Sasaran 95,56

Anggaran Tahun 2018 Rp 5.958.822.000

Realisasi Tahun 2018 Rp 5.280.654.414

Capaian Anggaran % 88,62

Efisiensi Kinerja % 107,83  Sangat Efisien 

31
Penyebarluasan Informasi 

Melalui Media Publik
Media 294 304 103,40 301

Capaian Rata-rata Sasaran 103,40

Anggaran Tahun 2018 Rp 6.552.584.000

Realisasi Tahun 2018 Rp 6.083.727.067

TARGET 

AKHIR 

RPJMD 

2019

Misi 3: Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif 

dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat

Meningkatnya Kualitas Pelayanan 

Administrasi Kependudukan

Sasaran 25

Meningkatnya Keterbukaan Komunikasi 

dan Informasi

KETERANGAN

PEMERINTAH  KABUPATEN  LUMAJANG

PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2018

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN SATUAN

CAPAIAN  KINERJA 2018

a

Sasaran 26

TARGET REALISASI CAPAIAN
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b d e f = (e/d)*100 h i

TARGET 

AKHIR 

RPJMD 

2019

Misi 3: Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif 

dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat

KETERANGANSASARAN DAN INDIKATOR SASARAN SATUAN

CAPAIAN  KINERJA 2018

a

TARGET REALISASI CAPAIAN

Capaian Anggaran % 92,84

Efisiensi Kinerja % 111,37  Sangat Efisien 

32

Persentase OPD dengan 

Predikat Wilayah Bebas 

Korupsi (WBK)

% 46,8 28 59,83 73

33 Nilai Maturitas SPIP Skor 3 3 100 3

34 Nilai LPPD Kategori Sangat Tinggi  Sangat Tinggi 100
Sangat 

Tinggi

35 Nilai SAKIP Kabupaten Kategori B  B 100 BB

36 Persentase Kompetensi ASN % 85 91 107,06 90

37
Prosentase Prolegda yang 

Ditetapkan Menjadi Perda
% 25 19 76 100

38
Hasil Audit Kearsipan 

Pemerintah Kabupaten
70 71,1 101,57 75

39 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 80 80 100 85

Capaian Rata-rata Sasaran 93,06

Anggaran Tahun 2018 Rp 15.265.760.400

Realisasi Tahun 2018 Rp 12.100.217.235

Capaian Anggaran % 79,26

Efisiensi Kinerja % 117,40  Sangat Efisien 

40 Opini BPK Opini WTP -  - WTP Masih dalam 

proses Audit BPK

Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran 28

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik

Sasaran 27

Lampiran Laporan Kinerja 2018 Pemkab. Lumajang_Pengukuran Kinerja Misi 3_Halaman  2 



b d e f = (e/d)*100 h i

TARGET 

AKHIR 

RPJMD 

2019

Misi 3: Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif 

dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat

KETERANGANSASARAN DAN INDIKATOR SASARAN SATUAN

CAPAIAN  KINERJA 2018

a

TARGET REALISASI CAPAIAN

Capaian Rata-rata Sasaran  - 

Anggaran Tahun 2018 Rp 12.322.057.300

Realisasi Tahun 2018 Rp 10.140.762.768

Capaian Anggaran %                  82,30 

Efisiensi Kinerja %  - 

41

Persentase Penurunan 

Gangguan Ketrentaman dan 

Ketertiban Umum

% 5,00 8,67 173,40 90,55

Capaian Rata-rata Sasaran 173,40

Anggaran Tahun 2018 Rp 966.496.000

Realisasi Tahun 2018 Rp 966.203.000

Capaian Anggaran % 99,97

Efisiensi Kinerja % 173,45  Sangat Efisien 

42 Indeks Risiko Bencana Skor 173,25 146 84,27 161,70

Capaian Rata-rata Sasaran 84,27

Anggaran Tahun 2018 Rp 5.176.894.000

Realisasi Tahun 2018 Rp 5.148.534.500

Capaian Anggaran % 99,45

Efisiensi Kinerja % 84,74  Tidak Efisien 

Masih dalam 

proses Audit BPK

Meningkatnya Ketentraman dan 

Ketertiban Masyarakat

Meningkatnya Penanganan 

Penanggulangan Bencana

Sasaran 30

Sasaran 29
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1 

Perjanjian Kinerja Kabupaten Lumajang Th. 2018 

PPEERRJJAANNJJIIAANN  KKIINNEERRJJAA  TTAAHHUUNN  22001188  

KKAABBUUPPAATTEENN  LLUUMMAAJJAANNGG  

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 2 3 

        

1 Meningkatnya 

aksesibilitas dan kualitas 

pendidikan  

  

1)  Angka Melanjutkan (AM) dari 

SD/MI ke SMP/MTs 

100 % 

 2)  Angka Melanjutkan (AM) dari 

SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 

81 % 

   3)  Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100 % 

   4)  Angka Kelulusan (AL) 

SMP/MTs 

100% 

     

2 Meningkatnya Minat 

Baca Masyarakat 

5)  Indeks Pembangunan Literasi 0,62 % 

     

3 Terpeliharanya Budaya 

Daerah 

6)  Persentase Budaya Daerah 

yang dilestarikan 

91,1 % 

     

4 Meningkatnya Kualitas 

Pembinaan Keagamaan 

7)  Persentase Fasilitasi Kegiatan 

Pembinaan Keagamaan 

64 % 

  8)  Nilai Pendidikan Keagamaan 79 

     

5 Meningkatnya Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

9)  Angka Harapan Hidup 69,55 

     

6 Terkendalinya Laju 

Pertumbuhan Penduduk 

10)  Total Fertility Rate (TFR) 1,84 % 

     

7 Meningkatnya Indeks 

Pembangunan Gender 

11)  Persentase Indeks 

Pembangunan Gender 

88,90 % 

  

 

   

8 Meningkatnya Prestasi 

Olahraga Daerah 

12)  Jumlah Cabang Olahraga 

(Cabor) Berprestasi 

15 Cabor 

     

9 Meningkatnya Usaha 

Perdagangan 

13)  Persentase Pertumbuhan 

PDRB Sektor Perdagangan 

38,216 % 

  

 

 
 

 

10 Meningkatnya Sektor 

Industri 

14)  Persentase PDRB Sektor 

Perindustrian 

32,657 % 

     

11 Meningkatnya Kualitas 

Koperasi dan Usaha 

Mikro 

15)  Persentase Koperasi Sehat 

dan Cukup Sehat 

92,07 % 

 16)  Persentase Pertumbuhan 

Usaha Mikro 

2,04 % 

     



2 

Perjanjian Kinerja Kabupaten Lumajang Th. 2018 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 2 3 

12 Meningkatnya Investasi 

di Daerah 

17)  Persentase Kenaikan Nilai 

PMDN  

7,33 % 

     

13 Meningkatnya Kualitas 

Infrastruktur 

Transportasi 

18)  Indeks angka kecelakaan lalu 

lintas 

35,10 % 

     

14 Meningkatnya Daya 

Saing Tenaga Kerja 

19)  Tingkat Penganggur Terbuka 

(TPT) 

2,31 % 

     

15 Meningkatnya 

Pertumbuhan Ekonomi 

Sektor Pertanian Dalam 

PDRB 

20)  PDRB Sektor Pertanian  6,931.5 

milyar 

     

16 Meningkatnya 

Pertumbuhan Ekonomi 

Sektor Perikanan Dalam 

PDRB 

21)  PDRB Sektor Perikanan 477,2 Milyar 

     

17 Meningkatnya Kualitas 

Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup 

22)  Indeks Kualitas Lingkungan 

Hidup (IKLH) 

79,06 

     

18 Meningkatnya 

Wisatawan 

23)  Persentase peningkatan 

jumlah Kunjungan Wisatawan 

10, 0 % 

     

19 Meningkatnya Kualitas 

Infrastruktur Daerah 

24)  Indeks Kualitas Layanan 

Infrastruktur 

6,9710 % 

     

20 Meningkatnya Penataan 

Kawasan Daerah Sesuai 

Tata Ruang 

25)  Jumlah Dokumen Tata Ruang 

yang Diperdakan 

1 Dokumen 

     

21 Meningkatnya 

Ketahanan Pangan 

26)  Persentase peningkatan pola 

pangan harapan (PPH) 

97,62 

     

22 Meningkatnya 

Keberdayaan 

Masyarakat dan Desa 

27)  Penurunan Jumlah Desa 

Tertinggal (DT) dan Desa 

Sangat Tertinggal (DST) 

Berdasarkan Indeks Desa 

Membangun 

5 Desa 

 

     

23 Meningkatnya Kualitas 

Sarana Dasar 

Permukiman 

28)  Persentase Rumah Tangga 

(RT) yang Terlayani 

Infrastruktur Dasar 

62,18 % 
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SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 2 3 

24 Meningkatnya Kualitas  

dan Jangkauan 

Pelayanan  Sosial 

29)  Persentase PMKS Skala 

Kabupaten yang Memperoleh 

Bantuan Sosial Untuk  

Pemenuhan Kebutuhan Dasar 

26,77 % 

     

25 Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Administrasi 

Kependudukan 

30)  Persentase Penduduk yang 

terlayani Adminduk 

90 % 

     

26 Meningkatnya 

Keterbukaan 

Komunikasi dan 

Informasi 

31)  Penyebarluasan Informasi 

Melalui Media Publik 

294 Media 

     

27 Meningkatnya Tata 

Kelola Pemerintahan 

yang Baik 

32)  Persentase OPD dengan 

predikat Wilayah Bebas Dari 

Korupsi (WBK) 

46,8 % 

  33)  Nilai Maturitas SPIP 3 

  34)  Nilai LPPD Sangat Tinggi 

  35)  Nilai SAKIP Kabupaten B 

  36)  Persentase Kompetensi ASN 85 % 

  37)  Persentase Prolegda yang 

ditetapkan menjadi Perda 

100 % 

  38)  Hasil Audit Kearsipan 

Pemerintah Kabupaten 

70 

  39)  Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) 

80 

     

28 Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah 

40)  Opini BPK WTP 

     

29 Meningkatnya 

Ketentraman dan 

Ketertiban masyarakat 

41)  Persentase Penurunan 

Gangguan Ketrentaman dan 

Ketertiban Umum (Trantibum) 

82,73 % 

     

30 Meningkatnya 

Penanganan 

Penanggulangan 

Bencana 

42) 1

) 

Indeks Risiko Bencana 173,25 % 
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Program  Anggaran 

A URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 

I Urusan Pendidikan 

 
Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 2.395.287.000 

 
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rp. 156.305.763.000 

 
Pendidikan Menengah Rp. 672.000.000 

 
Pendidikan Non Formal Rp. 1.178.200.000 

 

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 

Rp. 15.774.481.200 

 
Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp. 321.955.000 

 
Pendidikan In Formal/Keluarga Rp. 40.000.000 

 
 

  
II Urusan Kesehatan 

  

 

Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit 
Menular 

Rp. 2.523.947.200 

 
Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 903.350.000 

 
Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 3.150.110.000 

 

Pengadaan , Peningkatan dan Perbaikan Sarana 
dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya 

Rp. 19.301.123.500 

 

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 
Masyarakat 

Rp. 17.271.071.400 

 
Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 44.636.830.825 

 

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak 
Menular 

Rp. 1.013.052.800 

 
Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan Rp. 13.559.211.800 

 

Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit 
Paru-paru/Rumah Sakit Mata 

Rp. 6.658.566.950 

 
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Rp. 110.000.000.000 

 

Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit / 
RSJ /RS.Paru-Paru/ RS. Mata 

Rp. 221.798..000 

 
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Rp. 3.703.503.000 

 
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita Rp. 248.371.000 

 
Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Rp. 13.817.868.000 

 
 

  
III Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

 

Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan 
Dan Jembatan 

Rp. 300.000.000 

 
Pembinaan Jasa Konstruksi dan Pelayanan Teknis Rp. 1.250.000.000 

 
Pengendalian Banjir Rp. 2.821.959.000 

 
Penyelenggaraan Jalan Rp. 75.897.936.693 

 
Penyelenggaraan Jembatan Rp. 34.158.500.000 

 

Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur 
dasar Permukiman 

Rp. 14.277.952.826 

 
Penyelenggaraan Tata Ruang Rp. 1.930.275.000 

 
 

  
IV Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

 
Lingkungan Sehat Perumahan Rp. 70.000.000 

 

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya 
Kebakaran 

Rp. 266.907.500 

 
Pengembangan Perumahan Rp. 2.929.741.500 

 
Pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 4.903.706.700 
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V 
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan 
Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat 

 
Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp. 422.450.000 

 

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan 
Lingkungan 

Rp. 529.990.000 

 
Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp. 422.450.000 

 
Pendidikan Politik Masyarakat Rp. 850.560.000 

 
Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Rp. 34.000.000 

 

Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 
Umum 

Rp. 3.682.300.00 

 

Peningkatan Kemanan dan Kenyamanan 
Lingkungan 

Rp. 2.275.938.000 

 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan 
Bencana 

Rp. 2.643.044.000 

 

Penanganan Tanggap Darurat dan Pemulihan 
Pasca Bencana 

Rp. 1.450.700.000 

 
 

  
VI Urusan Sosial 

  

 
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rp. 1.249.158.600 

 

Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks 
Trauma 

Rp. 160.627.500 

 

Pembinaan Eks Penyandang Penyakit  Sosial (Eks 
Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 

Rp. 69.077.500 

 
Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Rp. 1.008.245.000 

 

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan 
Sosial 

Rp. 333.904.000 

 

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat 
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 

Rp. 1.654.052.500 

 
Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Rp. 2.385.681.000 

 
Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Rp. 1.535.932.000 

 
Fasilitasi Kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan Rp. 502.787.000 

 
Pembinaan Lingkungan Sosial Rp. 3.760.164.600 

 
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sosial Rp. 115.000.000 

    
B URUSAN WAJIB PELAYANAN NON DASAR 

  
I Urusan Ketenagakerjaan 

  

 

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga 
Kerja 

Rp. 825.009.000 

 
Peningkatan Kesempatan Kerja Rp. 1.048.491.000 

 

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 
Ketenagakerjaan 

Rp. 240.000.000 

    
II Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

 
Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Rp. 177.618.000 

 
Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak Rp. 282.630.000 

    
III Urusan Pangan 

  

 

Peningkatan Ketahanan Pangan 
(Pertanian/Perkebunan) 

Rp. 530.500.000 

    
IV Urusan Pertanahan 
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Pengembangan Wilayah Perbatasan Rp. 400.000.000 

 

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan 
dan Pemanfaatan Tanah 

Rp. 25.000.000 

 
Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Rp. 40.000.000 

   
 

V Urusan Lingkungan Hidup 
 

 

 

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan Hidup 

Rp. 1.290.956.500 

 
Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Rp. 861.262.000 

 
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Rp. 7.698.983.000 

 

Pengembangan Kinerja Pengelolaan 
Persampahan 

Rp. 7.649.722.000 

 

Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Rp. 500.641.400 

   
 

VI Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
 

 

 
Penataan Administrasi Kependudukan Rp. 3.126.890.000 

   
 

VII Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
 

 

 
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Rp. 2.078.747.600  

 
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Rp. 773.000.000 

 

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam 
Pembangunan Desa 

Rp. 
279.700.000,  

 
Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Rp. 999.600.000  

 

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 
Desa 

Rp. 
593.373.500,  

 
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp. 1.147.054.000  

 

Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa 

Rp. 
1.652.250.500  

 
Pengembangan Potensi Desa Rp. 229.562.500 

   
 

VIII Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

 
Pelayanan Kontrasepsi Rp. 483.003.000 

 
Pengelolaan Data dan Informasi KB/KS Rp. 119.981.000 

 

Peningkatan Peran Institusi Masyarakat Pedesaan 
dan Lini Lapangan melalui Advokasi dan 
Komunikasi Informasi Edukasi 

Rp. 
4.805.274.000 

 
Generasi Berencana Rp. 228.543.500 

 

Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga 

Rp. 
317.555.000 

   
 

IX Urusan Perhubungan 
 

 

 
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Rp. 951.905.000 

 
Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp. 1.781.312.000 

 

Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana dan 
Prasarana Perhubungan 

Rp. 27.270.939.000 

   
 

X Urusan Komunikasi dan Informatika 
 

 

 
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Rp. 314.400.000 

 
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Rp. 435.750.000 

 

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) 

Rp. 
880.019.000 

 
Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Rp. 241.400.000 
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Pengembangan Data/Informasi Rp. 729.500.000 

 
Pengelolaan Informasi dan Media Massa Rp. 1.694.572.000 

 
Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik Rp. 982.829.000 

   
 

XI Urusan Koperasi dan UKM 
 

 

 

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan 
Kompetitif Usaha Kecil Menengah 

Rp. 
531.735.000 

 

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Rp. 474.098.000 

 
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Rp. 607.967.000 

 
Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif Rp. 61.270.000 

   
 

XII Urusan Penanaman Modal 
 

 

 
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Rp. 1.354.985.700 

 
Optimalisasi Pelayanan Perijinan Rp. 929.175.000 

   
 

XIII Urusan Kepemudaan dan Olahraga 
 

 

 

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan 
Pemuda 

Rp. 137.225.000 

 
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Rp. 1.605.890.000 

 

Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan 
dan Kecakapan Hidup Pemuda 

Rp. 208.225.000 

 
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Rp. 579.350.000 

 
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rp. 6.699.601.000 

 

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 
Prestasi 

Rp. 915.930.000 

 

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 
Rekreasi 

Rp. 220.950.000 

    
XIV Urusan Statistik 

  

 
Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Rp. 94.970.000 

    
XV Urusan Kebudayaan 

  

 
Pengembangan Nilai Budaya Rp. 645.187.400 

 
Pengelolaan Kekayaan Budaya Rp. 2.427.667.600 

 
Pengelolaan Keragaman Budaya Rp. 575.345.000 

    
XVI Urusan Perpustakaan 

  

 

Pengembangan Budaya Baca dan  Pembinaan 
Perpustakaan 

Rp. 1.471.385.500 

    
XVII Urusan Kearsipan 

  

 
Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Rp. 40.439.000 

 

Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip  
Daerah 

Rp. 361.750.000 

 
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Rp. 105.090.000 

 
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan Rp. 7.325.000 

    
C. URUSAN PILIHAN 

  
I Urusan Kelautan dan Perikanan 

  

 
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Rp. 16.000.000 

 
Pemberdayaaan Masyarakat dalam Pengawasan Rp. 396.500.000 
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dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 

 

Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum 
dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut 

Rp. 16.000.000 

 
Pengembangan Budidaya Perikanan Rp. 1.238.550.000 

 
Pengembangan Perikanan Tangkap Rp. 1.181.220.000 

 
Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Rp. 16.000.000 

 

Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi 
Perikanan 

Rp. 1.066.643.000 

    
II Urusan Pariwisata 

  

 
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rp. 2.373.529.000 

 
Pengembangan Kemitraan Rp. 46.475.000 

 
Pengembangan Destinasi Pariwisata Rp. 5.791.568.400 

 
Peningkatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Rp. 836.084.600 

    
III Urusan Pertanian 

  

 
Peningkatan Kualitas Bahan Baku Rp. 1.527.240.000 

 

Peningkatan Produksi, Nilai Tambah Peternakan 
dan Kesehatan Hewan Ternak 

Rp. 2.949.220.000 

 

Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu 
Hasil Tanaman Pangan 

Rp. 2.007.500.000 

 

Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah 
Holtikultura 

Rp. 7.496.500.000 

 
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Rp. 7.864.525.000 

 
Peningkatan SDM dan Informasi Pertanian Rp. 2.093.378.000 

 

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu 
Hasil Tanaman Perkebunan 

Rp. 999.260.000 

    
IV Urusan Perdagangan 

  

 
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Rp. 40.000.000 

 
Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Rp. 120.000.000 

 

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan 
Perdagangan 

Rp. 3.604.606.000 

 
Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri Rp. 761.600.000 

 
Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Rp. 123.900.000 

 
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah Rp. 17.983.661.968 

    
V Urusan Perindustrian 

  

 
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Rp. 75.000.000 

 
Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Rp. 40.000.000 

 
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Rp. 80.000.000 

 
Pemerantasan Barang Kena Cukai Ilegal Rp. 120.000.000 

 
Pembinaan Industri Rp. 150.000.000 

    
VI Urusan Transmigrasi 

  

 
Pengembangan Wilayah Transmigrasi Rp. 180.000.000 

    
D URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 

I Urusan Perencanaan Pembangunan 
  

 
Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 1.655.000.000 

 
Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp. 822.500.000 

 
Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Rp. 211.500.000 
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Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA Rp. 1.899.000.000 

 
Penelitian dan Pengembangan Wilayah Rp. 195.000.000 

 

Fasilitasi dan Koordinasi  Prasarana Wilayah dan 
SDA 

Rp. 800.140.000 

 
Fasilitasi dan Koordinasi Ekonomi Rp. 197.700.000 

 
Fasilitasi dan Koordinasi Sosial dan Budaya Rp. 278.000.000 

    

II 
Urusan Otoda, Adm. Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan 
Persandian 

 

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala 
Daerah 

Rp. 2.220.000.000 

 

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa 
dan Aparatur Pengawasan 

Rp. 200.000.000 

 

Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem 
dan Prosedur Pengawasan 

Rp. 95.000.000 

 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah 

Rp. 410.000.000 

 
Peningkatan Percepatan Pemberantasan Korupsi Rp. 285.000.000 

 

Pengembangan dan Penyempurnaan Produk 
Hukum 

Rp. 907.000.000 

 

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Rp. 708.310.000,  

 

Peningkatan dan Pengembangan Penyusunan 
Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah 

Rp. 2.490.145.000 

 

Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan 
Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah 

Rp. 1.111.152.550 

 

Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan 
Sistem dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 
Daerah 

Rp. 1.828.651.875 

 
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 661.174.000 

 
Pengelolaan Pajak Daerah Rp. 3.465.200.000 

 
Pengelolaan Data Pajak Daerah Rp. 987.500.000 

 

Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Pajak 
Daerah 

Rp. 4.170.151.000 

 

Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Pajak dan 
Retribusi Daerah 

Rp. 325.620.000 

 

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 
Barang Daerah 

Rp. 452.950.000 

 

Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan 
Penatausahaan Barang Milik Daerah 

Rp. 1.420.939.000 

 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan 
Umum 

Rp. 150.000.000 

 

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan 
Rakyat Daerah 

Rp. 13.682.013.375 

 

Peningkatan Serap Aspirasi, Penyebaran 
Informasi dan Publikasi DPRD 

Rp. 3.819.442.000 

 
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp. 192.342.600 

 

Penataan Kelembagaan dan Ketata Laksanaan 
Serta Peningkatan Kapasitas Kelembagan 

Rp. 560.988.550 

 
Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Rp. 422.267.400 

 
Peningkatan Kapasitas Kinerja Kelembagaan Rp. 238.462.500 

 

Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Umum 

Rp. 235.600.000 
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LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG 
  NOMOR : 188.45/290/427.12/2017 

  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DAN SATUAN 
KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG 

 

Tanggungjawab : Bupati Lumajang 

Visi : Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat 

Misi : 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral  

melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan ; 

2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, 

Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya ; 

3. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan 

yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan 

Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat. 

Tujuan : 1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan, pembinaan keagamaan serta pengembangan dan 

pelestarian budaya 

2. Meningkatnya aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat 

3. Meningkatnya kualitas SDM perempuan, pemuda dan anak 

4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat 

5. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lainnya 

6. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan 
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7. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Tertib dan Aman 

Indikator Tujuan : 1. Indeks Pendidikan 

2. Indeks Kesehatan 

3. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 

4. Persentase Pertumbuhan Ekonomi 

5. Tingkat Kemiskinan 

6. Indeks GINI 

7. Indek Reformasi Birokrasi 

8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

9. Indeks Rasa Aman 

 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Data SKPD PJ 

1. Meningkatnya 
aksesibilitas 

dan kualitas 
pendidikan 

1. Angka Melanjutkan 
(AM) dari SD/MI ke 

SMP/MTs 

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang 
SMP/MTs 

X 100% 

Dinas 

Pendidikan 

Dinas 

Pendidikan 

Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI pada 

tahun ajaran sebelumnya 

2. Angka Melanjutkan 

(AM) dari SMP/MTs ke 
SMA/SMK/MA 

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang 
SMA/SMK/MA 

X 100% 
Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs 

pada tahun ajaran sebelumnya 

3. Angka Kelulusan (AL) 

SD/MI 
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI 

X 100% 
Jumlah siswa yang mengikuti ujian 

tingkat SD/MI 
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No 
Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Data SKPD PJ 

4. Angka Kelulusan (AL) 
SMP/MTs 

Jumlah siswa yang lulus tingkat SMP/MTs 

X 100% Jumlah siswa yang mengikuti ujian 

tingkat SMP/MTs 

2. Meningkatnya 

minat baca 
masyarakat 

5. Indeks Pembangunan 

Literasi 
Nilai indeks minat baca tahun (N-(N-1)) 

X 100% 

Dinas 

Kearsipan & 

Perpustakaan 

Dinas 
Kearsipan & 

Perpustakaan Nilai indeks minat baca tahun N-1 

3. Terpeliharanya 

Budaya Daerah 

6. Persentase Budaya 

Daerah yang 
dilestarikan 

Jumlah budaya daerah yang dilestarikan 
X 100% 

Dinas 

Pariwisata 
dan 

Kebudayaan 

Dinas 
Pariwisata dan 

Kebudayaan Jumlah budaya daerah yang dimiliki 

4. Meningkatnya 
kualitas 

pembinaan 
keagamaan 

7. Persentase fasilitasi 
pembinaan keagamaan  

Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan  

X 100% 
Bag. Adm. 

Kesra 
Sekretariat 

Daerah Jumlah kegiatan keagamaan sesuai SKB 3 
Menteri 

8. Nilai pendidikan 
keagamaan 

Jumlah nilai pendidikan keagamaan 
Dinas 

Pendidikan 

Dinas 

Pendidikan 
Jumlah seluruh siswa SD/MI/Paket A  dan 

SMP/MTs/Paket B 

5. Meningkatnya 

derajat 
kesehatan 
masyarakat 

9. Angka Harapan Hidup 

Data hasil perhitungan oleh BPS BPS  
Dinas 

Kesehatan 

6. Terkendalinya 
Laju 

Pertumbuhan 
Penduduk 

10. Total Fertility Rate 
(TFR) 

Data hasil perhitungan oleh BPS BPS 

Dinas 
Pengendalian 

Penduduk, KB 
dan PP 

7 Meningkatnya 
Indeks 
Pembangunan 

Gender 

11. Persentase Indeks 
Pembangunan  
Gender: 

Data hasil perhitungan oleh BPS BPS  
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No 
Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Data SKPD PJ 

8 Meningkatnya 
Prestasi 

Olahraga 
Daerah 

12. Jumlah Cabang 
Olahraga (Cabor) 

Berprestasi 
Jumlah cabang olahraga berprestasi tahun N 

Dinas 
Pemuda & 

Olahraga 

Dinas Pemuda & 

Olahraga 

9 Meningkatnya 
Usaha 

Perdagangan 

13. Persentase 
Pertumbuhan PDRB 

Sektor Perdagangan 

Nilai PDRB sektor Perdagangan (tahun N – 
tahun dasar 2013) 

X 100% 
Dinas 

Perdagangan 

Dinas 

Perdagangan Nilai PDRB sektor perdagangan tahun 
dasar 2013 

10 Meningkatnya 
Sektor Industri 

14. Persentase  PDRB 
Sektor Perindustrian 

Nilai PDRB sektor Industri (tahun N – 
tahun dasar 2013) 

X 100% 
Dinas 

Perdagangan 

Dinas 

Perdagangan Nilai PDRB sektor Industri tahun dasar 
2013 

11 Meningkatnya 
Kualitas  
Koperasi dan 

Usaha Mikro 

15. Persentase Koperasi 
Sehat dan Cukup 
Sehat 

Jumlah koperasi sehat dan cukup sehat 

X 100% 

Dinas 

Koperasi & 
UMKM 

Dinas Koperasi 
& UMKM 

Jumlah koperasi yang dinilai 

16. Persentase 

Pertumbuhan Usaha 
Mikro 

Jumlah usaha Mikro tahun N – Jumlah 

usaha mikro tahun dasar X 100% 
Dinas 

Koperasi & 

UMKM 

Dinas Koperasi 
& UMKM 

Jumlah usaha mikro tahun dasar  

12 Meningkatnya 
Investasi di 

Daerah 

17. Persentase Kenaikan 
Nilai PMDN 

Nilai PMDN tahun N – Nilai PMDN tahun 
N-1  X 100% 

Dinas 

Penanaman 
Modal & PTSP 

Dinas 

Penanaman 
Modal & PTSP Nilai PMDN tahun N-1 

13 Meningkatnya 

Kualitas 
Infrastruktur 
Transportasi 

18. Indeks angka 

kecelakaan lalu lintas 
Jumlah kecelakaan lalu lintas x 100.000 

X 100 
Dinas 

Perhubungan 
Dinas 

Perhubungan 
Jumlah penduduk 

14 Meningkatnya 
Daya Saing 

Tenaga Kerja 

19. Tingkat Penganggur 
Terbuka (TPT) 

Jumlah penganggur terbuka 
X 100% 

Dinas Tenaga 
Kerja 

Dinas Tenaga 
Kerja Jumlah angkatan kerja 
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No 
Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Data SKPD PJ 

15 Meningkatnya 
Pertumbuhan 

Ekonomi Sektor 
Pertanian 

Dalam PDRB 

20. PDRB Sektor Pertanian 
Nilai PDRB Sektor Pertanian tahun N-1 + 

(Nilai PDRB Sektor Pertanian tahun N-1 x 

0,03) 

Dinas 

Pertanian 

Dinas 

Pertanian 

16 Meningkatnya 

Pertumbuhan 
Ekonomi Sektor 
Perikanan 

Dalam PDRB 

21. PDRB Sektor 

Perikanan 
Nilai PDRB sektor perikanan tahun N-1 + (nilai 

PDRB sektor perikanan tahun N-1 x 2%) 

Dinas 

Perikanan 

Dinas 

Perikanan 

17 Meningkatnya 

Kualitas 
Sumber Daya 
Alam dan 

Lingkungan 
Hidup 

22. Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 
(IKLH) 30% IKU (Indeks Kualitas Udara) + 30% IKA (Indeks 

Kualitas Air) + 40% ITV (Indeks Tutupan Vegetasi) 

Dinas 

Lingkungan 
Hidup 

Dinas 

Lingkungan 
Hidup 

18 Meningkatnya 
Wisatawan 

23. Persentase 
peningkatan jumlah 
Kunjungan Wisatawan 

Jumlah total kunjungan wisatawan (tahun 
N) – jumlah total kunjungan wisatawan 

(tahun N-1) X 100% 

Dinas 

Pariwisata 
dan 

Kebudayaan 

Dinas 

Pariwisata dan 
Kebudayaan jumlah total kunjungan wisatawan (tahun 

N-1) 

19 Meningkatnya 
Kualitas 

Infrastruktur 
Daerah 

24. Indeks Kualitas 
Layanan Infrastruktur 

I A = ΣPn   
X 100 Dinas PU dan 

Tata Ruang 

Dinas PU dan 

Tata Ruang 
ΣP0 

20 Meningkatnya 
Penataan 
Kawasan 

Daerah Sesuai 
Tata Ruang 

25. Jumlah Dokumen Tata 
Ruang yang 
Diperdakan 

Jumlah dokumen tata ruang yang di-Perdakan 
tahun N 

Dinas PU dan 
Tata Ruang 

Dinas PU dan 
Tata Ruang 
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No 
Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Data SKPD PJ 

21 Meningkatnya 
Ketahanan 

Pangan 

26. Persentase 
peningkatan pola 

pangan harapan (PPH) 

Realisasi skor PPH tahun N  
X 100% 

Dinas 
Ketahanan 

Pangan  

Dinas 
Ketahanan 

Pangan 
Target skor PPH tahun N 

22 Meningkatnya 

Keberdayaan 
Masyarakat 

dan Desa 

27. Penurunan Jumlah 

Desa Tertinggal (DT) 
dan Desa Sangat 

Tertinggal (DST) 
Berdasarkan Indeks 
Desa Membangun 

Jumlah desa tertinggal (DT) dan Desa Sangat 
Tertinggal (DST) tahun N-1 dikurangi Jumlah desa 

tertinggal (DT) dan Desa Sangat Tertinggal (DST) 
tahun N 

DPMD DPMD 

23 Meningkatnya 
Kualitas Sarana 

Dasar 
Permukiman 

28. Persentase Rumah 
Tangga (RT) yang 

Terlayani Infrastruktur 
Dasar 

Jumlah Rumah Tangga (RT) yang 

Terlayani Infrastruktur Dasar 
X 100% 

Dinas 
Perumahan & 

Kawasan 

Permukiman 

Dinas 
Perumahan & 

Kawasan 

Permukiman Jumlah seluruh Rumah Tangga 

24 Meningkatnya 
Kualitas  dan 

Jangkauan 
Pelayanan  
Sosial 

29. Persentase PMKS 
Skala Kabupaten yang 

Memperoleh Bantuan 
Sosial Untuk  
Pemenuhan 

Kebutuhan Dasar 

Jumlah PMKS yang memperoleh 
pemenuhan kebutuhan dasar 

X 100% Dinas Sosial Dinas Sosial 
Jumlah PMKS yang seharusnya 

memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar 

25 Meningkatnya 

Kualitas 
Pelayanan 
Administrasi 

Kependudukan 

30. Persentase Penduduk 

yang terlayani 
Adminduk 

Jumlah penduduk yang terlayani 

Adminduk 
X 100% 

Dinas 

Kependuduka
n & 

Pencatatan 

Sipil 

 
Jumlah penduduk yang seharusnya 

terlayani Adminduk 

26 Meningkatnya 

Keterbukaan 
Komunikasi 

dan Informasi 
 
 

31. Penyebarluasan 

Informasi Melalui 
Media Publik Jumlah saluran penyebarluasan informasi dan 

komunikasi pada tahun N 

Dinas 

Komunikasi 
& Informatika 

Dinas 

Komunikasi & 
Informatika 
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No 
Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Utama Rumus/ formula Sumber Data SKPD PJ 

27 Meningkatnya 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

yang Baik 

32. Persentase OPD 
dengan predikat 

Wilayah Bebas Dari 
Korupsi (WBK) 

Jumlah OPD dengan predikat Wilayah 
Bebas Dari Korupsi (WBK) 

X 100% Inspektorat Inspektorat 
Jumlah seluruh OPD 

33. Nilai Maturitas SPIP Penerapan Level SPIP OPD level 3 Inspektorat Inspektorat 

34. Nilai LPPD 
Nilai LPPD dengan Kategori Sangat Tinggi 

Bag. Adm. 

Pemerintahan 

Sekretariat 

Daerah 

35. Nilai SAKIP Kabupaten 
Nilai SAKIP minimal B 

Bag. 

Organisasi 
Sekretariat 

Daerah 

36. Persentase Kompetensi 
ASN 

Jumlah pejabat struktural yang 
ditempatkan sesuai dengan kompetensi X 100% BKD BKD 

Jumlah seluruh pejabat struktural 

37. Persentase Prolegda 

yang ditetapkan 
menjadi Perda 

Jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi 

Perda 
X 100% Bag. Hukum 

Sekretariat 
Daerah Jumlah Raperda yang diajukan untuk 

ditetapkan sebagai Perda 

38. Hasil Audit Kearsipan 

Pemerintah Kabupaten 
Nilai audit tahun (N-(N-1)) 

X 100% 

Dinas 

Kearsipan & 
Perpustakaan 

Dinas 

Kearsipan & 
Perpustakaan 

Nilai audit tahun N-1 

39. Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 
Nilai IKM 

Bag. 

Organisasi 

Sekretariat 

Daerah 

28 Meningkatnya 

Akuntabilitas 
Pengelolaan 

Keuangan dan 
Aset Daerah 
 

 

40. Opini BPK 

 

Data hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh 
BPK RI  

BPK-RI BPKD 

 




